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Baca DKPP...Hal 7

Baca 2 JUTA...Hal 7

BENGKULU - Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar sidang 
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik 
komisioner KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu 
di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu, ke-
marin. Dr. Alfitra Salamm, APU selaku ketua 
ma jelis menyampaikan bahwa pihaknya akan 
mengadakan sidang kedua, pasalnya dalam si-
dang kemarin,dirasa belum cukup informasi 
untuk menetapkan keputusan.

“Harus menghadirkan saksi lainnya, seperti ka 
Lapas Sukamiskin. Tadi juga permintaan dari 
KPU RI harus menghadirkan Menteri Hukum dan 
HAM (Menkumham). Juga kami akan mengun-
dang kepolisian, kejaksaan, dan Pokja. Kita akan 
minta penjelasan, dan ini akan menjadi bahan 
kami dari DKPP untuk memutuskan perkara ini,” 
kata Alfitra.

RIRIS/ RB

PERSIDANGAN : Ketua dan keempat anggota KPU Provinsi Bengkulu menghadiri sidang 
perdana yang digelar oleh DKPP, kemarin.

DKPP Hadirkan 
Menkumham

Petani Curhat 
ke Helmi

BENGKULU- Petani kopi di 
pedesaan, pasrah. Jeritan me-
re ka selama ini tak didengar, 
se  hingga jalan rusak di desa 
me  reka membuat harga kopi 
ma kin anjlok.

Ini terekam dari perjalanan 
kampanye calon Gubernur 
Bengkulu nomor 1, Helmi Hasan, 
saat masuk ke pedalaman Kabu-
paten Bengkulu Tengah, belum 
lama ini. Saat melintas di jalan, 
Helmi Hasan sempat berhenti 
melihat kopi yang sedang dije-
mur warga. Salah seorang petani 
kopi lalu menghampiri, yang 
ternyata pemilik kopi tersebut. 

Yakin Helmi-Muslihan Menang Telak

PEMIMPIN YANG PEDULI: Cagub nomor urut 1, Helmi 
Hasan melihat kopi yang dijemur petani. Helmi juga me-
nyempatkan diri mendengarkan keluh kesah para petani. 

BENGKULU - Inginkan Rohidin kembali 
jadi Gubernur Bengkulu periode 2021-2024, 
tokoh adat dan masyarakat Sukaraja Bengkulu 
sampaikan dukungan langsung kepada pa-
sangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
Bengkulu Rohidin - Rosjonsyah.

Dukungan disampaikan oleh Ketua Adat Su-
karaja H. Ahmad Junaidi (70) kepada Rohi din 
Mersyah di posko pemenangan Jalan Batang-
hari Kota Bengkulu, 16/11.

DUKUNGAN 
PENUH: 

Para tokoh adat 
men dukung 

Rohi din-
Rosjonsyah 
menjadi Gu-

bernur dan 
Wakil Gubernur 

Bengkulu pe-
riode 2021-2004 

mendatang.  

Bulat Mufakat, Tokoh Adat 
dan Masyarakat Bengkulu Ingin 

Rohidin Kembali jadi Gubernur

BENGKULU - Calon Gubernur Bengkulu 
nomor urut 3 Agusrin  M Najamudin dan 
calon Wakil Gubernur HM Imron Rosyadi 
MM ternyata memiliki ikatan emosional 
yang sangat tinggi dengan keluarga besar 
Minangkabau.  Ketua Komunitas Minang 
for Agusrin,  Syafjonizar mengatakan,  

ikatan emosional itu tergambar dari 
lokasi pemakaman leluhur Pagaru-
yung yang berada di Desa Rindu Hati 
Kabupaten Bengkulu Tengah.  Agus-
rin sendiri merupakan keturunan 
da ri sana.  

Baca AGUSRIN...Hal 7

Baca BULAT...Hal 7Baca YAKIN...Hal 7

2 Juta Tenaga Pendidik 
Non PNS Dapat BSU 

JAKARTA  - Bak kejatuhan durian runtuh, kema-
rin (16/11), guru honorer dihujani kabar gembira 
dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Men-
dikbud) Nadiem Makarim. Guru honorer bakal 
kebagian jatah bantuan subsidi upah (BSU) dari 
pemerintah. Selain itu, ada titik terang mengenai 
status kepegawaian mereka. 

NADIEM MAKARIM

AGUSRIN M NAJAMUDIN IMRON ROSYADI

k
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Baca KONSEP ..Hal  7

Baca RP 1,152 T ..Hal  7

Baca REJANG ..Hal  7
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Baca PEMILIH...Hal 11

Baca MENGGANGGU...Hal 11

Baca BERADU...
Hal 11

Baca HELMI..Hal 11

MANCHESTER - Premier League mengadakan jajak pendapat 
mengenai pemain Portugal terbaik yang pernah berkiprah 
kompetisi terelite di Inggris Mei lalu. Hasilnya, eks 
pemain Manchester United Cristiano Ronaldo 
divoting sebagai yang terbaik. Wide attacker yang 

kini berkostum Juventus itu mendapat 82 persen 
suara. Lalu, di posisi runner-up, wide attacker 

Manchester City Bernardo Silva mendapat 7 
persen suara.

MANCHESTER CITY VS LIVERPOOL 

Mengganggu 
Hegemoni Berna

BERNARDO SILVA

DIOGO JOTA

3 Paslon Siap Paparkan
Strategi di Debat Publik

BENGKULU – Debat publik/terbuka 
Pasangan Calon (Paslon) Gubernur 
dan Wakil Gubernur Bengkulu akan 
digelar Senin (9/11) malam. Beradu 
gagasan Meningkatkan Kesejahte-
raan Masyarakat dan Memajukan 
Daerah menjadi materi debat ketiga 
paslon.

Debat publik ini jadi pe nam-
pilan perdana ketiga paslon 
untuk memaparkan pro-
gram masing-masing 

ke pada masyarakat Bengkulu. Keung-
gulan program yang disampaikan 
bisa menjadikan salah satu penentu 
tingkat keterpilihan cagub-cawagub 
pada pemungutan suara 9 Desember 
mendatang.

Menanggapi hal itu, ketiga paslon 
sudah menyatakan kesiapannya 
dalam mengikuti debat nanti. Dem-
po Xler Juru Bicara Paslon Nomor 

1 Helmi-Muslihan me-
ngatakan semua tema 

pada pelaksanaan 
d e b a t  p e rd a n a 

yang digelar KPU 
Senin malam be-
sok sudah diapli-
kasikan Helmi di 
lapangan. 

Beradu Gagasan Majukan Daerah

HELMI HASAN ROHIDIN MERSYAH AGUSRIN M NAJAMUDIN

Pemilih Pemula 
Jangan Golput

BENGKULU – Pemilih pemula di Provinsi Beng-
kulu cukup banyak mencapai angka 30 persen 
lebih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 
serentak 2020. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, 
Darlinsyah menerangkan pemilih pemula tidak 
hanya usia pelajar atau baru memasuki usia 17 
tahun pada saat pemilihan berlangsung, namun 
kriteria pemilih pemula termasuk pensiunan TNI/
Polri yang baru memiliki hak pilih atau hak suara 
ketika sudah pensiun.

YUNIKE/RB

SOSIALISASI: KPU Provinsi Bengkulu beker-
jasama dengan Yayasan PUPA menggelar sosia-
lisasi pilkada bagi pemilih pemula, Sabtu (7/11).

SELUMA - Calon Gubernur (Cagub) Bengkulu 
nomor urut 1, Helmi Hasan kembali melakukan 
safari di Kabupaten Seluma. Dalam safari kali ini 
Helmi Hasan membuat hati masyarakat tersentuh 
dengan program 20 kunci Kebahagiaan.

Hal ini disampaikan Serani, Imam Masjid 
Padang Panjang Kabupaten Seluma saat meng-
hadiri silaturahmi sekaligus kampanye Helmi 
Hasan di Kabupaten Seluma, Kamis (5/11).

“Kami mendoakan pak Helmi Hasan menjadi 
Gubernur Bengkulu, semoga pak Helmi Hasan 
jadi Gubernur yang jujur dan adil dengan ma-
syarakat,” doa Serani.

COBLOS 
NO 1: 

Cagub 
Helmi Hasan 
bersilaturah-

mi dengan 
masyarakat 

Seluma. Du-
kungan ma-

kin mengalir 
deras jelang 

pencoblosan 
9 Desember 

2020. 

Helmi Hasan Didoakan jadi Gubernur yang Jujur dan Adil
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TERAS

Baca ROHIDIN...Hal 3Baca HELMI...Hal 3

BENGKULU -Semangat pe-
tahana Rohidin Mersyah dalam 
merangkul generasi muda tam-
pak terlihat saat ikut berfutsal 
bersama para milenial. Rohidin 
yakin kaum milenial Bengkulu 
miliki semangat yang besar un-
tuk kemajuan Bumi Rafflesia 
tercinta. 

Dalam visi dan misinya, Cagub 
dan Cawagub Bengkulu, Rohi-
din - Rosjonsyah memasukkan 
ke terlibatan anak muda dalam 
program pembangunan Provinsi 
Bengkulu yang tentunya sesuai 
dengan program serta strategi 
yang sesuai untuk para milenial.

Rohidin Libatkan Generasi 
Muda dalam Pembangunan

BENGKULU - Dukungan untuk Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor 
urut 3 Agusrin M Najamuddin Imron Rosyadi 
terus mengalir, kali ini Forum Masyarakat Lebong 
Wilayah Provinsi Bengkulu menyatakan sikap 
politik untuk mendukung penuh Paslon Agusrin 
Imron. 

Imron Rosyadi yang hadir  dalam pernyataan 
sikap politik tersebut menyambut baik penyatuan 
lima wilayah rejang merupakan hal yang luar bi-
asa dan akan menjadi kekuatan besar. “Semoga 
maksud baik dari seluruh masyarakat Rejang se-
Provinsi Bengkulu, menghantarkan kami menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkap Imron 
dalam sambutannya. 

Wow! Terpilih Jadi Gubernur 

Helmi Janjikan Beasiswa 
Kedokteran hingga Seragam 

Sekolah Gratis Setiap Desa
BENGKULU - Calon Gubernur nomor urut 01 Helmi 

Hasan bersama pasangan Wagub Muslihan DS menjanjikan 
untuk memberi beasiswa bagi pemuda miskin yang tinggal 
di desa yang ingin menempuh pendidikan S1 kedokteran. 
Hal ini sebagai kepedulian pemerintah Provinsi Bengkulu 
ke depan untuk mewujudkan cita-cita pemuda yang 
ingin menjadi dokter tetapi terkendala biaya.

“Salah satu wujud nyata APBD untuk rakyat, kita 
berikan beasiswa untuk anak muda di desa yang 
ingin menjadi dokter tetapi orang tuanya tidak 
punya kemampuan,” kata Helmi saat memapar-
kan program kerja pada debat kandidat pilgub, 
Senin (9/11) lalu.

HELMI HASAN MUSLIHAN DS

Imron: Penyatuan Lima Wilayah Rejang Menjadi Kekuatan Besar

TAK TERBENDUNG: Forum Masyarakat Lebong Wilayah Provinsi Bengkulu memberikan du-
kungan penuh kepada Paslon Agusrin-Imron.Baca IMRON...Hal 3

Baca HERWAN...Hal 3

Bawaslu Ingatkan 
Plt Kepala Daerah

BENGKULU – Detik-detik akhir jelang 
pemungutan suara 9 Desember mendatang, 
harus benar-benar dimanfaatkan pasangan 
calon kepala daerah baik peserta Pilgub 
maupun Pilbup tanpa melakukan pelangga-
ran. Soalnya, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan 
jajarannya saat ini kian ketat melakukan pen-
gawasan khususnya pada calon petahana.

Bawaslu juga mengingatkan Pelaksana 
Tugas (Plt) Kepala Daerah, baik Plt Gu-
bernur, Plt/Pjs Bupati dan Plt Walikota. Plt 

Kepala Daerah kembali diingatkan untuk 
menghilangkan gambar petahana yang 
menjadi calon kepala daerah (cakada) di 
setiap alat sosialisasi program pemerintah. 
Jika tidak juga dilaksanakan, petahana ter-
ancam disanksi pembatalan sebagai calon 
kepala daerah.

Hal ini mengacu dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang. 

Awas! Sanksi 
Pembatalan Calon

UU Republik 
Indonesia
Nomor 10 
Tahun 2016

PASAL 71

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupa-
ti, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan 
kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah 
sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan 
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai den-
gan penetapan pasangan calon terpilih.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau 
Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku pe-
tahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi 
pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota.

Baca AWAS!...Hal 3

Herwan: Covid-19 
Sembuh Sendiri

BENGKULU – Kepa la 
Dinas Kesehatan (Din-
kes) Provinsi Beng ku-
lu Herwan Anto ni, me -
ngatakan Covid-19 me-
rupakan penyakit yang 
dapat sembuh sendiri 
seperti halnya penyakit 
flu. Untuk itu, pasien 
positif harus menjaga 
imunitas dengan meng-
konsumsi makanan ber-
gizi, menjaga prilaku 
hidup bersih, dan paling 
penting tidak boleh stres 

atau banyak pikiran.

HERWAN ANTONI

RILIS/RB

FUTSAL: Ketua Pembina Pemuda Raffl  esia, Rohidin Mer-
syah pada pembukaan Turnamen Futsal “Remaja Raffl  e-
sia” di GOR Sawah Lebar Bengkulu.
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Baca ROHIDIN...Hal 3Baca HELMI...Hal 3

BENGKULU -Semangat pe-
tahana Rohidin Mersyah dalam 
merangkul generasi muda tam-
pak terlihat saat ikut berfutsal 
bersama para milenial. Rohidin 
yakin kaum milenial Bengkulu 
miliki semangat yang besar un-
tuk kemajuan Bumi Rafflesia 
tercinta. 

Dalam visi dan misinya, Cagub 
dan Cawagub Bengkulu, Rohi-
din - Rosjonsyah memasukkan 
ke terlibatan anak muda dalam 
program pembangunan Provinsi 
Bengkulu yang tentunya sesuai 
dengan program serta strategi 
yang sesuai untuk para milenial.

Rohidin Libatkan Generasi 
Muda dalam Pembangunan

BENGKULU - Dukungan untuk Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor 
urut 3 Agusrin M Najamuddin Imron Rosyadi 
terus mengalir, kali ini Forum Masyarakat Lebong 
Wilayah Provinsi Bengkulu menyatakan sikap 
politik untuk mendukung penuh Paslon Agusrin 
Imron. 

Imron Rosyadi yang hadir  dalam pernyataan 
sikap politik tersebut menyambut baik penyatuan 
lima wilayah rejang merupakan hal yang luar bi-
asa dan akan menjadi kekuatan besar. “Semoga 
maksud baik dari seluruh masyarakat Rejang se-
Provinsi Bengkulu, menghantarkan kami menjadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkap Imron 
dalam sambutannya. 

Wow! Terpilih Jadi Gubernur 

Helmi Janjikan Beasiswa 
Kedokteran hingga Seragam 

Sekolah Gratis Setiap Desa
BENGKULU - Calon Gubernur nomor urut 01 Helmi 

Hasan bersama pasangan Wagub Muslihan DS menjanjikan 
untuk memberi beasiswa bagi pemuda miskin yang tinggal 
di desa yang ingin menempuh pendidikan S1 kedokteran. 
Hal ini sebagai kepedulian pemerintah Provinsi Bengkulu 
ke depan untuk mewujudkan cita-cita pemuda yang 
ingin menjadi dokter tetapi terkendala biaya.

“Salah satu wujud nyata APBD untuk rakyat, kita 
berikan beasiswa untuk anak muda di desa yang 
ingin menjadi dokter tetapi orang tuanya tidak 
punya kemampuan,” kata Helmi saat memapar-
kan program kerja pada debat kandidat pilgub, 
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HELMI HASAN MUSLIHAN DS

Imron: Penyatuan Lima Wilayah Rejang Menjadi Kekuatan Besar

TAK TERBENDUNG: Forum Masyarakat Lebong Wilayah Provinsi Bengkulu memberikan du-
kungan penuh kepada Paslon Agusrin-Imron.Baca IMRON...Hal 3

Baca HERWAN...Hal 3

Bawaslu Ingatkan 
Plt Kepala Daerah

BENGKULU – Detik-detik akhir jelang 
pemungutan suara 9 Desember mendatang, 
harus benar-benar dimanfaatkan pasangan 
calon kepala daerah baik peserta Pilgub 
maupun Pilbup tanpa melakukan pelangga-
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jajarannya saat ini kian ketat melakukan pen-
gawasan khususnya pada calon petahana.
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Kepala Daerah kembali diingatkan untuk 
menghilangkan gambar petahana yang 
menjadi calon kepala daerah (cakada) di 
setiap alat sosialisasi program pemerintah. 
Jika tidak juga dilaksanakan, petahana ter-
ancam disanksi pembatalan sebagai calon 
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Hal ini mengacu dengan Undang-Undang 
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Indonesia
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Tahun 2016

PASAL 71

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupa-
ti, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan 
kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah 
sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan 
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai den-
gan penetapan pasangan calon terpilih.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau 
Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku pe-
tahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
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Baca AWAS!...Hal 3

Herwan: Covid-19 
Sembuh Sendiri

BENGKULU – Kepa la 
Dinas Kesehatan (Din-
kes) Provinsi Beng ku-
lu Herwan Anto ni, me -
ngatakan Covid-19 me-
rupakan penyakit yang 
dapat sembuh sendiri 
seperti halnya penyakit 
flu. Untuk itu, pasien 
positif harus menjaga 
imunitas dengan meng-
konsumsi makanan ber-
gizi, menjaga prilaku 
hidup bersih, dan paling 
penting tidak boleh stres 

atau banyak pikiran.

HERWAN ANTONI

RILIS/RB

FUTSAL: Ketua Pembina Pemuda Raffl  esia, Rohidin Mer-
syah pada pembukaan Turnamen Futsal “Remaja Raffl  e-
sia” di GOR Sawah Lebar Bengkulu.

Untuk 475 Ribu 
Lebih Sasaran 
di Bawah 
Kemenag

J A K A R T A  – 
Kabar baik un-
tuk para guru dan 
tenaga kependidikan 
(GTK) non PNS atau 
swasta di bawah naungan 
Kementerian Agama (Ke-
menag). Baru-baru ini Ke-
menterian Keuangan (Ke-
menkeu) menyetujui usulan 
Rp 1,152 triliun untuk ban-
tuan subsidi gaji.

Sekjen Kemenag Nizar 
mengatakan persetujuan 
dari Kemenkeu itu tertang-
gal 12 November 2020. 
’’Sesuai arahan Menag, kita 
ajukan usulan untuk ban-

tuan subsidi gaji 
b a g u  G T K 

non PNS,’’ 
t u t u r n y a 
k e m a r i n 
( 1 5 / 1 1 ) . 
Dia ber-
s y u k u r 

k a r e n a 
u s u l a n 

a n g g a r a n 
dari Kemenag 

sudah disetujui 
Kemenkeu. Artinya 

tinggal proses pencairan.
Nizar menegaskan tahap 

pencarian bisa dijalankan 
secepatnya. Sebab sebe-
lumnya Kemenag sudah 
melakukan verifikasi dan 
validasi kepada 745.415 
orang GTK non PNS. Proses 
tersebut juga meliatkan 
BPJS Ketenagakerjaan. 

- Guru Raudlatul Athfal 
  dan madrasah : 543.928
- Guru pendidikan agama Islam (PAI) 
  di sekolah : 93.480
- Dosen perguruan tinggi 
  keagamaan Islam : 17.476
- Ustad pendidikan diniyah formal : 2.111
- Dosen Ma’had aly : 532
- Tenaga kependidikan Raudlatul Athfal 
 dan madrasah : 73.714
- Tenaga kependidikan perguruan 
 tinggi keagamaan Islam :7.444
- Guru pendidikan keagamaan 
 Kristen : 2.134
- Guru pendidikan keagamaan 
 Hindu : 1.618
- Guru pendidikan keagamaan 
 Buddha : 832
- Guru pendidikan keagamaan 
 Konghucu : 141

BENGKULU - Nasib kelima komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu 
ditentukan dalam sidang kode etik yang dige-
lar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum (DKPP) hari ini. Komisioner 
KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto SP M.Si 
menyampaikan pihaknya akan ikuti proses per-
sidangan itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

“Pertama kita akan mengikuti seluruh me-
kanisme persidangan etik DKPP, kedua kita 
berlima akan hadir semua, ketiga kita sudah siap-
kan jawaban dan alat bukti, keempat kita akan 
hadirkan saksi-saksi yang sudah kita tetapkan,” 
sampai Eko, kemarin.

Hari Ini Sidang DKPP

 Nasib Komisioner KPU Ditentukan
STATISTIK PENERIMA BANTUAN 

SUBSIDI UPAH GTK NON PNS KEMENAG
(SETELAH VALIDASI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN)

Rp 1,152 T untuk Subsidi Gaji 
Guru Swasta Disetujui Kemenkeu

NIZAR

BENGKULU - Tak dipungkiri, Curup Kabupaten 
Rejang Lebong salah satu kota sejarah Islam. 
Nuansa religi masih terasa di daerah ini. Nuansa 
religius itu sejalan dengan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur Bengkulu nomor 01, Helmi Hasan 
dan Muslihan Diding Soetrisno, yang memiliki 
program 20 Kunci Bahagia Ala Helmi-Muslihan. 

Konsep Unik Sejahterakan 
Petani, Masyarakat Ingin 

Rohidin Lanjutkan

BENGKULU - Konsep Rohidin-Rosjonsyah untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani dinilai berbeda 
dengan yang lain. Petani di Kabupaten Kepahiang 
menilai, perbedaan konsep itu menjadi daya tarik 
dan keyakinan masyarakat yang mayoritas bertani, 
untuk mendukung Cagub Bengkulu bernomor urut 
2 di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

KEMENANGAN SEMAKIN DEKAT: Semakin mendekati hari pencoblosan Pilgub 9 Desember 
2020, dukungan kepada Rohidin-Ronsjonsyah semakin kuat. 

RELIGIUS: Program Cagub dan Cawagub Bengkulu, Helmi Hasan-Muslihan DS mendapat sam-
butan luar biasa  dari para tokoh agama di Rejang Lebong. 

Rejang Lebong Pilih Cagub 
Makmurkan Rumah Ibadah 

dan Cinta Ha� z Quran

Baca NASIB ..Hal  7

Sumber : Kementerian Agama
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DKPP Hadirkan Menkumham

2 Juta Tenaga Pendidik Non PNS... 

Bulat Mufakat, Tokoh Adat dan... 

Agusrin-Imron Punya Ikatan... 

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Sambungan dari halaman 1

Dijelaskannya, sidang yang 
dapat disaksikan secara streaming 
itu, telah dilakukan pemeriksaan 
terhadap KPU RI dan juga KPU 
Provinsi. Serta mendengarkan 
saksi. Namun, pihak majelis ber
kesimpulan bahwa harus meng
hadirkan saksi lainnya, berkenaan 
dengan beberapa hal yang harus 
diklarifikasi. Misalnya surat surat 
terkait remisi dari pengadu, Agus
rin M Najamuddin.

“Kami juga harus menjelaskan 
dari beberapa surat yang harus 
diklarifikasi, berkaitan dengan su
rat Bapas, surat remisi, ini kan ha
rus jelas. Maka untuk itu kami juga 
harus membuka sidang kedua. 
Kami harus meminta keterangan 
tambahan saja,” kata Alfitra.

Sementara itu, berkenaan den
gan pelaksanaan sidang kedua 
nanti ditentukan DKPP. Dan 
berkenaan dengan tempat pelak
sanaan sidang, ia pun belum 
dapat memastikan apakah nanti di 
Jakarta atau kembali ke Bengkulu 
itu sedang dipertimbangkan oleh 
DKPP. Mengingat hasil dari kepu
tusan itu, akan menentukan nasib 
dari para teradu tersebut.

“DKPP itu hanya berpengaruh 
terhadap etik penyelenggara pe

milu saja. Jadi keputusan kita 
hanya mengikat pada ke peny
elenggara, baik itu KPU maupun 
Bawaslu,” tukasnya.

Disisi lain, selaku teradu, Ketua 
KPU Provinsi Bengkulu, Irwan 
Saputra menyampaikan pihaknya 
telah menyampaikan penjelasan 
terkait objek yang diadukan. Juga 
telah menghadirkan saksi, salah 
satunya dari dari tim Pokja pen
calonan dari Polda Bengkulu. Ini 
disampaikan untuk menjelaskan 
perihal hasil verifikasi berkas 
Paslon, terutama yang berkenaan 
dengan remisi si pengadu, Agusrin 
M Najamuddin.

“Untuk remisi, KPU mempedo
mani surat yang kita terima pada 
saat klarifikasi, dan kedua adalah 
pada surat keputusan Kementrian 
Hukum dan HAM RI, itu menjelas
kan bahwa remisinya itu 4 bulan. 
Itu yang kita pedomani surat resmi 
dari Kemenkumham,” ucap Irwan.

Dijelaskannya, surat itu menje
las kan keterangan dari remisi. 
Pasalnya, setiap remisi yang di
berikan itu didasari oleh keputu
san Kemenkumham. Selain itu, ia 
memastikan selama proses pen
calonan yang dilakukan, pihaknya 
itu tidak menerima surat, selain 
dokumen dokumen yang memang 
secara resmi yang diterima. Baik 

yang disampaikan calon pada 
masa pencalonan, maupun pada 
saat perbaikan.

“Itu saja yang kita pedomani, 
kalau ada yang diluar itu, kita ti
dak. Juga Kita memverifikasi surat 
yang disampaikan ya, pada saat 
itu memang belum secara detail 
persoalan status terpidananya. 
Kemudian dari surat tersebut kita 
melakukan klarifikasi dan baru 
kita dapatkan secara detail,” jelas 
Irwan.

Terpisah, saksi fakta pengadu 
sekaligus Ketua Forum Silaturah
mi Mantan Tahanan dan Narapi
dana (Fosil Maharana) Indonesia 
Drs. Jumanto, SH mengatakan apa 
yang telah dilakukan oleh KPU 
sebelumnya, yakni menetapkan 
Agusrin  Imron Tidak Memenuhi 
Syarat (TMS) adalah melanggar 
kode etik. Menurutnya kewenan
gan KPU adalah untuk memverifi
kasi, bukan untuk mengklarifikasi.

“Tugas KPU itu kan harusnya 
memverifikasi, bukan klarifikasi. 
Yakni mengetahui surat dari Kala
pas itu betul atau tidak. Dari hasil 
verifikasi itulah KPU meminta 
surat, sesuai dengan fakta ini se
lanjutnya kita diberi surat untuk 
memperbaiki berkas, namun 
justru KPU malah memiliki surat 
sendiri,” tegas Jumanto. (war)

Yakin Helmi-Muslihan Menang Telak
Sambungan dari halaman 1

“Harga kopi sekarang parah pak. 
Turun dari Rp 25 ribu jadi Rp 16 
ribu perkilo, kadang Rp 15 ribu 
perkilo,” keluh petani tadi.

Helmi tampak serius menan
yakan penyebab anjloknya harga 
kopi. Petani yang masih muda itu 
mengatakan, sudah lama harga 
kopi turun. “Ya salah satunya 
kalau di tempat kami harga turun 
karena jalan rusak pak. Pembeli 
hasil kopi kewalahan mengangkut 
kopi dari desa kami, karena jalan 
buruk. Saya yakin dengan program 
20 kunci bahagia pak HelmiMus
lihan, bapak akan menang telak,” 
jelas petani kopi.

Ia berharap, pemerintah kede
pan harus memperhatikan akses 
jalan petani. Karena selama ini 
pemerintah terlalu banyak bicara 
soal peningkatan kopi Provinsi 
Bengkulu, tapi tak ada realisasi. 
Salah satunya, acuh soal jalan 
perkebunan maupun pertanian.

“Ini (jalan rusak) tak boleh di
lanjutkan. Mereka (petani) butuh 
akses yang lancar untuk mengang
kut hasil tani. Insya Allah bersama 
HelmiMuslihan, jalan provinsi 
100 persen mulus,” kata Helmi.

“Untuk harga kopi yang anjlok, 
nanti kita giatkan lewat BUMD 
untuk membeli hasil petani. Se
hingga harganya bisa stabil dan 
tidak merugikan para petani,” tukas 
Helmi. Sementara itu, di tempat 
terpisah, bersama Calon Gubernur 
Helmi Hasan, Calon Wakil Guber
nur Bengkulu Nomor Urut 2 Musli
han Diding Soetrisno menegaskan 
komitmennya menjadikan APBD 
Provinsi Bengkulu seluasluasnya 
untuk kepentingan rakyat.

“Bersama HelmiMuslihan 
APBD untuk rakyat, bukan un
tuk pejabat, apalagi penjahat,” 
tegasnya saat menyapa warga 
masyarakat Kelurahan Kandang 
Kecamatan Kampung Melayu 
Kota Bengkulu, Minggu, 15 No
vember 2020. Bengkulu Bahagia 
dan APBD untuk Rakyat menjadi 
nafas perjuangan Pak Jenggot dan 
Pak Kumis yang dikemas dalam 
20 Kunci Bahagia Ala Helmi
Muslihan. 20 Kunci itu merupakan 
program kebahagiaan yang seba
gian besarnya sudah dikerjakan 
Helmi saat masih aktif menjabat 
Wali Kota Bengkulu.

Bagi mereka yang tidak men
ginginkan APBD untuk Rakyat, 
lanjut Muslihan, 20 Kunci Bahagia 
itu disebut sebagai sesuatu yang 
mustahil, tidak masuk akal, dan 
ditanyakan uangnya dari mana. 
“Tapi bapak ibu sudah merasakan 
kepemimpinan Bapak Helmi 
Hasan. Jalan di Kota Bengkulu 
mulus, ambulans ada di setiap 
kelurahan dan gratis, rumah sakit 
megah dengan pelayanannya 
wah, rasmie saat pandemi dibagi
kan tanpa kecuali, tanpa melihat 
apa sukunya atau apa agamanya, 
bedah rumah, Gerakan Peduli Ya
tim, program 1001 janda, program 
memakmurkan rumah ibadah, 
dan programprogram lainnya su
dah sebagian besar diwujudkan,” 
bebernya.

Pembuktian kinerja Helmi 
adalah jawaban atas sesuatu yang 
dikatakan mustahil dan tidak 
masuk akal. Oleh karena itu, Mus
lihan pun menegaskan, semua 
program pemerintah yang pro 
rakyat berjalan atau tidaknya itu 
tergantung nawaitu dari pemim

pinnya, mau atau tidak.
“Dengan 20 Kunci Bahagia, na

sib para janda pun mendapatkan 
perhatian pemerintah. Janda yang 
mengurus anaknya tanpa suami, 
jika pemerintah tidak hadir, kita 
tidak ingin halhal yang tidak 
diinginkan terjadi. Mereka akan 
dibantu modal sesuai dengan 
keahliannya, agar mereka punya 
penghasilan,” kata Muslihan.

20 Kunci Bahagia juga mem
berikan perhatian khusus bagi 
keluarga pasien RSUD M Yunus 
Bengkulu, khususnya yang dari 
desa. Supaya tidak ada lagi ke
luarga pasien yang harus tidur di 
lantai atau halaman rumah sakit.

“HelmiMuslihan gubernur 
wakil gubernur, kami bangun 
satu tempat penginapan gratis 
untuk keluarga pasien M Yunus, 
jadi nanti ada rumah singgah biar 
enggak lagi tidur di lantai. Begitu
lah harusnya APBD direalisasikan, 
untuk rakyat,” ujar Muslihan.

Oleh sebab itu, purnawirawan 
TNI ini mengajak warga masyara
kat untuk memilih menggunakan 
hati nurani. Ikut menyukseskan 
Pilgub Bengkulu 9 Desember 2020 
mendatang dengan mencoblos 
HelmiMuslihan Nomor Urut 1.

“Saya mengharapkan keridaan 
bapak ibu sekalian tanggal 9 De
sember nanti. Bapak ibu, paslon 
nomor satu itu berbeda dengan 
paslon lainnya, kalau paslon no
mor satu, yang satu berbaju pu
tih pakai janggut, yang satu lagi 
berbaju batik pakai kumis, kalau 
yang lain enggak berjanggut eng
gak berkumis. Jadi ingat bapak 
ibu coblosnya yang pakai janggut 
atau yang pakai kumis,” demikian 
Muslihan. (**)

“Inilah bentuk perwakilan dari 
Kecamatan Sukaraja, yang menu
rut kami boleh dikatakan pak 
Rohidin pasti menang,” sampai 
Junaidi yang sudah tidak muda 
lagi dengan penuh semangat dan 
optimisme paslon nomor 2 pada 
Pilgub 2020 pasti menang.

Menurut Junaidi, dukungan 
tidak serta merta diberikan. Kare
na menurutnya, panggilan hati 
nurani untuk Bengkulu Sejahtera 
dan Hebat harus dinahkodai oleh 
pemimpin yang bersih dan punya 

integritas tinggi.
“Kami hanya ingin pembangunan 

dilanjutkan dan Bengkulu maju. Ini 
hanya bisa dilakukan oleh pak Ro
hidin. Sudah membuktikan selama 
kepemimpinannya,” terangnya.

Walaupun hanya perwakilan, 
dikatakan Junaidi bahwa ma
syarakat adat ibarat ‘satu pohon’ 
dan memiliki cabang dan ranting 
cukup banyak di belakang. “Jadi 
kami menyatakan keseriusan, bu
kan mendukung lagi, tetapi untuk 
dudukkan pasangan Romer  Jon 
ini menjadi Gubernur kembali di 
Bengkulu,” tegasnya.

Kedatangan rombongan dari 
pinggiran kota Bengkulu ini cu
kup bervariasi. Ada dari keluarga 
Serawai, dan juga Jawa.

“Yakinlah Serawai dan Jawa ini 
sudah menyatu, yakin dan per
caya pencalonan Gubernur ini 
akan mendapat suara mufakat 
bulat untuk kakanda kami Rohi
din,” pungkasnya.

Masyarakat adat dan tokoh ma
syarakat Bengkulu ini perkomit
men untuk memberikan ke
menangan di atas 50% dari jum
lah DPT yang ditetapkan oleh 
KPU.(**)

“Anak cucu dari Rindu Hati 
saat ini tengah berjuang merebut 
pucuk pimpinan daerah ini,  kami 
bangga dan akan mendukung 
sekuat tenaga,” tegas Joni saat 
dihubungi, Senin (16/11). 

Komunitas Minang Bengkulu for 
Agusrin sendiri beranggotakan 
para perantau asal wilayah Tanah 

Datar Sumatra Barat yang tersebar 
se Provinsi Bengkulu. Sementara 
itu,  calon wakil gubernur Imron 
Rosyadi bergelar Sutan Pamuncak 
Alam yang dianugerahkan warga 
Minang saat dirinya menjabat 
sebagai Bupati Bengkulu Utara 
selama dua periode.  

Dukungan warga Minang bahkan 
juga disampaikan dalan pertemuan 
tatap muka warga Minang di Kabu

paten Kepahiang beberapa waktu 
lalu. Menurut Imron,  warga minang 
menitipkan pesan perdamaian 
dan minta diperhatilan jika dirinya 
bersama Agusrin menang Pilkada 9 
Desember 2020 mendatang. 

“Terima kasih atas dukungan se
luruh warga minang kepada kami,  
ini catatan penting dan menjadi 
prioritas kami setelah dilantik 
nanti, “ tegas Imron. (**)

Dalam rapat kerja bersama 
Komisi X, kemarin, Nadiem me
nyampaikan, bahwa pemerintah 
tengah menyiapkan BSU bagi para 
pendidik dan tenaga kependidikan 
honorer atau non pegawai negeri 
sipil (PNS). Targetnya, lebih dari 
2 juta orang bakal mendapat ban
tuan dengan total anggaran Rp 3,6 
Triliun tersebut.

”Yang paling besar adalah guru 
honorer , sebesar 1,6 juta orang. 
Si sa nya dosen dan te naga kepen
didikan,” tuturnya. Te naga kepen
didikan ini dimaksudkan pada 
guru yang diberi tugas sebagai 
kepala sekolah, pendidik PAUD, 
pendidikan kesetaraan, tenaga per
pustakaan, tenaga laboratorium, 
hingga tenaga administrasi .

Jumlah yang bakal diterima oleh 
pendidik dan tenaga kependidi
kan honorer (nonPNS) tersebut 
mencapai Rp 1,8 juta. Bantuan 
diberikan satu kali pada November 
2020 ini. 

Dia menegaskan, bantuan ini ti
dak hanya diberikan pada pendi dik 
dan tenaga kependidikan di seko
lah atau perguruan tinggi negeri 
sa ja. Namun juga, para pendidik 
dan tenaga kependidikan di swasta. 
Menurutnya, mereka sangat layak 
mendapat bantuan ini karena 
me rupakan ujung tombak sys tem 
pendidikan. Selain itu, me reka juga 
rentan terdampak di masa krisis 
ekonomi seperti saat ini. ”Mer
eka patut dan harus dibantu oleh 
pemerintah pusat,” ungkapnya. 

Kendati demikian, ada prasyarat 
yang wajib dipenuhi oleh pendidik 
dan tenaga kependidikan honorer 
untuk menerima BSU ini. Pertama, 
calon penerima merupakan warga 
Negara Indonesia (WNI). Kedua, 
tidak menerima bantuan subsidi 
dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Hal ini untuk meng
hindari tumpang tindih dengan 
berbagai macam bantuan yang 
dilakukan Kemenaker. 

Ketiga, berstatus bukan PNS, 
tidak mengikuti program kartu 
prakerja. Terakhir, ber penghasilan 
di bawah Rp 5 juta per bulan. 

Menurutnya, prasyarat tersebut 
telah dibuat sesederhana mung
kin. Seperti yang telah dilakukan 
pada penyaluran bantuan subsidi 
kuota bagi pelajar dan pendidik 
sebelumnya. ”kita banyak belajar 
bahwa persyaratan itu harus di
sederhanakan. Sehingga eksekusi 
bisa dilakukan secara cepat dan 
secara sederhana,” papar mantan 
Bos GoJek tersebut.

Selain BSU, Nadiem juga me
nyinggung soal kesempatan guru 
honorer menjadi guru pegawai 
pemerintah dengan perjanjian ker
ja (PPPK). Dia mengatakan, bahwa 
tahun depan, seluruh guru honorer 
di Indonesia bisa mengikuti tes 
seleksi PPPK. Upaya ini dilakukan 
sebagai apresiasi pada para guru 
honorer yang telah berjasa bagi 
pendidikan di Indonesia dengan 
harapan mereka bisa mendapat 
kesejahteraan yang layak. ”Tahun 
2021, kami akan melakukan seleksi 
massal dengan infrastruktur TIK 
kita, yang juga digunakan untuk 
asesmen kompetensi,” jelasnya. 

Lebih lanjut dia memaparkan, 
bahwa nantinya guru honorer ti
dak hanya dijamin bisa mengikuti 
seleksi tapi juga diberi kesempatan 
lebih. Maksutnya, ketika gagal 
dalam seleksi pertama, mereka 
akan mendapat kesempatan sam
pai dengan tiga kali untuk bisa lulus 
tes seleksi ini.

Bukan hanya itu, untuk menun
jang bekal untuk ujian, Ditjen Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK) 
juga akan mempersiapkan materi 
pembelajaran mandiri secara 

online bagi temanteman guru. 
Sehingga, mereka bisa menguasai 
dan kemungkinan untuk lulus tes 
akan meningkat. ”Itu gratis diberi
kan oleh GTK dan itu pembelajaran 
online secara mandiri jadi ada pan
duan ada bantuan,” papar lulusan 
Harvard University tersebut. 

Nadiem mengatakan, bagi guru 
honorer yang lulus tes maka oto
matis akan diangkat menjadi guru 
PPPK. Di mana, gaji akan menjadi 
tanggungan pemerintah pusat. 
Gaji ini akan dianggarkan di ta
hun 2021 dan seterusnya untuk 
masingmasing pengadaan tes. 
”Jadipada saat ini kami bisa dan 
sudah mempersiapkan sampai 
dengan mencapai 1 juta guru. Tapi 
harus lulus seleksi,” katanya. 

Karenanya, pemerintah daerah 
diminta untuk segera mengajukan 
formasi pendidiknya. Tak perlu 
khawatir mengenai anggaran yang 
diperlukan. Dari catatan Kemen
dikbud sendiri, baru 200 ribu for
masi yang disampaikan. Padahal, 
diperkirakan kebutuhan tenaga 
pendidik lebih besar dari itu. 

Diakuinya, kebijakan ini mung
kin tidak akan 100 persen bisa 
diselesaikan dalam satu tahun. 
Tapi paling tidak, sudah ada awal 
mula untuk menjawab keresahan 
guru honorer selama  ini. Tentu
nya, dengan melalui tes guna me
mastikan kelayakan guru honorer. 
sehingga, pendidikan anakanak 
terlindungi dengan suatu standar 
minimum. 

Dikonfirmasi terpisah, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (MenPAN
RB) Tjahjo Kumolo membenarkan 
tentang rencana tes seleksi PPPK 
untuk guru honorer tahun depan. 
”Saat ini kementerian, lembaga, 
dan pemda sedang menginven
tarisasi kebutuhannya,” ujarnya 
singkat. (jpg)

Media Ikut Cegah 
Politik Uang

BENGKULU  Pelaksanaan Pil
kada dalam pandemi Covid19 
ini menjadi dilema, pasalnya 
menjadi sebuah  paradoks. Ini 
di sampaikan oleh anggota De
wan Kehormatan Penyelengga
ra Pemilihan Umum (DKPP), 
Dr. Alfitra Salamm, APU dalam 
Ngetren media : ngobrol etika 
penyelenggara Pemilu dengan 
Media, kemarin malam (16/11). 

Menurutnya, paradoks ini di
mana demokrasi itu nilainya 
adalah kumpulkumpul, arak 
arakan, yang bertentangan den
gan Covid19. Ini demokrasi 
terlarang, sementara ada batasan 
yang harus dipatuhi, agar pence
gahan penyebaran Covid19. Juga 
ini mendorong suburnya money 

politic, karena uangnya tidak 
digunakan untuk yang lain lain.

 Sehingga, kami harapkan un
tuk press itu mengawal, jangan 
sampai money politic menjadi 
kemenangan pilkada ini,” sampai 
Alfitra, kemarin.

Jadi Pilkada dalam pandemi 
ini, lanjutnya, akan mengurangi 
nilai nilai demokrasi. Bahkan bisa 
menurunkan partisipasi pemilih 
pada 9 Desember mendatang. 
“Kalau mendekati 9 Desember 
nanti Covid19 meningkat, maka 
partisipasi pemilih bisa menu
run,” kata Alfitra. 

Ditambahkan, Tim Pemeriksa 
Daerah DKPP yang juga akademi
si muda, Dr. Elfahmi Lubis, M. Pd, 
salah satu narasumber Ngetren 
media. Ia menyampaikan dalam 
konteks Pilkada serentak, media 
memiliki pengawasan terhadap 
pelaksanaan Pilkada. Bersama 

juga dengan penyelenggaraan 
dan Bawaslu. Yang mana media 
sebagai kontrol untuk pelaksa
naan Pilkada ini. Jika kebijakan 
yang diambil oleh penyeleng
gara Pemilu tidak sesuai dengan 
undangundang. Disinilah fungsi 
media, diperlukan dimana untuk 
menjaga integritas dari Pilkada 
ini.

“Masyarakat itu sekarang antara 
yakin atau tidak, nah disini fungsi 
media untuk menyebarkan infor
masi yang benar. Dan menekan 
hoax terkait Pilkada dalam pan
demi ini,” sampai Elfahmi Lubis. 

Untuk itu,media harus dirang
kul oleh DKKP sebagai partner 
untuk mengawasi segala bentuk 
pelanggaran yang berpotensi 
terjadi saat masa pandemi ini. 
Narasumber lain yang dihadirkan 
yakni Drs. Yuharuddin, M.Si dan 
Pemred RB Riky Dwi Putra. (war)

RIRIS/RB

PEMAPARAN : Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Dr. Alfitra 
Salamm, APU bersama narasumber lain Drs Yuharuddin, Dr Elfahmi Lubis, M.Si dan Pemred RB 
Riky Dwi Putra dihadirkan dalam Ngetren Media, tadi malam. 

Covid-19 Meningkat, 
Partisipasi Bisa Menurun

JAKARTA  Pemerintah mem
pertimbangkan untuk memper
pendek atau meniadakan sama 
sekali libur panjang pada periode 
Natal dan Tahun Baru (Nataru) 
tahun 2020 ini jika penerapan 
protokol kesehatan pada liburan 
Maulid Nabi akhir Oktober lalu 
dianggap tidak efektif. 

Ketua Satgas Penanganan 
Covid19 Doni Monardo men
gatakan pihaknya masih akan 
melihat perkembangan kasus 
hingga seminggu kedepan untuk 
mengetahui dampak penuh dari 
libur panjang Maulid Nabi be
berapa minggu lalu.   

“Apakah memang memicu ke
naikan kasus, atau memang ma
syarakat sudah semakin baik 
dalam menerapkan liburan aman 
tanpa kerumunan,” papar Doni 
Minggu (15/11). 

Doni menjelaskan, jika mem
bandingkan libur panjang pada 
akhir Agustus lalu, angka pasien 
pada pasca libur Oktober masih 
dalam batasbatas yang terken
dali.  Baik di RSD Wisma Atlet 
Kemayoran maupun di Rumah
Rumah Sakit di DKI Jakarta. 

Doni mengatakan, jika diketahui 
bahwa kasus tidak mengalami 
peningkatan dan masih bisa dik
endalikan dengan baik, maka 
Insyaallah pada akhir tahun men
datang (periode Nataru) pihaknya  
tetap memberi masukan pada 
pemerintah untuk bisa melanjut
kan libur panjang. 

”Tapi apabila kasusnya mening

kat seperti pada periode Agustus
September yang lalu, tentu reko
mendasinya adalah libur panjang 
diperpendek atau ditiadakan 
sama sekali,” kata Doni.  

Dikonfirmasi terpisah, Menteri 
Koordinator Bidang Pembangu
nan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy 
justru mengatakan sebaliknya. 
Menurutnya, belum ada ren
cana untuk mengurangi bahkan 
menghilangkan libur panjang 
Nataru sebagai upaya penguran
gan risiko kenaikan kasus baru. 
”Belum ada opsi itu,” ujarnya 
kemarin (16/11). 

Artinya, skema libur akhir ta
hun masih akan mengacu pada 
surat keputusan bersama (SKB) 3 
Menteri Nomor 440 Tahun 2020, 
03 Tahun 2020, dan 03 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Keputusan Bersama Menteri 
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 
dan Menteri Pemberdayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, 
Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 
Tahun Tahun 2019 Tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2020.

Berdasarkan SKB 3 Menteri yang 
ditandatangani pada 20 Mei 2020 
oleh Menag Fachrul Razi, Menaker 
Ida Fauziyah, dan Menpan RB 
Tjahjo Kumolo tersebut, ditetap
kan bahwa libur nasional dalam 
rangka perayaan Hari Raya Natal 
jatuh pada Jumat, 25 Desember 
2020. Tanggal merah ini dileng

kapi dengan cuti bersama Natal di 
tanggal 24 Desember 2020. Libur 
dua hari ini kemudian ditambah 
dengan cuti bersama bersama 
lainnya pada 28, 29, 30 dan 31 
Desember 2020 sebagai pengganti 
Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 
1441 Hijriah. Pengalihan cuti bers
ama ini dilakukan dengan prediksi 
kasus telah menurun, sehingga 
masyarakat bisa benarbenar me
manfaatkan waktu liburnya untuk 
bersilaturahmi setelah menahan 
diri di rumah beberapa bulan. 

Sayangnya, Muhadjir tidak me
rinci terobosan baru apa yang 
bakal dilakukan pemerintah untuk 
meminimalisir risiko penam
bahan kasus baru yang selalu 
mengikuti libur panjang. Terlebih 
untuk libur nataru yang selalu jadi 
puncak liburan dalam satu tahun.

Yang jelas, dia mengatakan, 
bahwa pemerintah selalu men
gevaluasi situasi pandemi. Bah
kan, evaluasi ini dipimpin lang
sung oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). ”Setiap Senin, Presiden 
memimpin langsung evaluasi 
akhir pekan,” ungkapnya. 

Untuk libur panjang pada akhir 
Oktober lalu, diakuinya, dari 
evaluasi yang dilakukan ada ke
naikan kasus di beberapa daerah. 
Tetapi hingga saat ini, keadaan 
diklaim lebih baik jika dibanding
kan dengan liburlibur panjang 
sebelumnya. Dengan kata lain, 
masyarakat sudah lebih aware 
mengenai berwisata aman di ten
gah pandemi. (jpg)

Libur Nataru Bisa 
Diperpendek Atau Ditiadakan 



Amankan 
40 Tersangka

 

Hasil Operasi 
Musang Nala 

B E N G K U L U  – 
Operasi Musang 
Nala yang dimulai 
1 sampai 15 No-
vember 2020 dige-
lar Polda Bengkulu 
dan Polres jajaran, 
berhasil menga-
mankan 40 orang 
tersangka dalam 
berbagai kasus pi-
dana. Juga dida-
pati 102 unit ba-
rang bukti berbagai 
jenis. (lengkap lihat 
grafis).

 Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. 
Sudarno, S.Sos, MH menjelaskan dari 40 ter-
sangka yang ditangkap itu, sebanyak 21 orang 
diantaranya merupakan target operasi (TO). 
“Dari para tersangka itu turut diamankan 102 
barang bukti berbagai jenis. Ada sepeda motor, 
mobil dan lainya,” ungkapnya. 

 Dijelaskannya Ops Musang Nala merupakan 
kegiatan bertujuan menciptakan situasi yang 
tetap kondusif di Provinsi Bengkulu jelang 
pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 
mendatang.

 Harapannya, dari Ops Musang Nalah ini situasi 
Kamtibmas betul-betul aman dan tertib yang 
selama ini sudah terjaga dengan baik. Sehingga 
pelaksanaan pilkada berlangsung dengan aman, 
damai dan lancar.“Kita harapkan situasi dalam 
pelaksan pilkada yang akan dilaksanakan pada 
9 Desember mendatang berlangsung damai,” 
sampai Sudarno.(wij)
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Barang Bukti 15 Pohon
dan 0,5 Kg Ganja Kering

BENGKULU – Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Kota Bengkulu 
berhasil menbekuk seorang petani, 
RS alian Rohman (30) warga Desa 
Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang 
Kule Kabupaten Kaur. RS kedapatan 
menanam ganja. Malah sudah ada 
yang dipanen, hasil menanam ganja 
selama satu tahun.

 Diperkuat barang bukti yang 
ditemukan BNN Kota, yakni 15 po-
hon ganja umur 3 bulan serta 0,5 
Kg ganja kering. RS menanam ganja 
di kebunnya yang berlokasidi Bukit 
Jenggi Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Rohman dibekuk tim BNN Kota 
Bengkulu Jumat (13/11) sekitar pukul 
08.00 WIB di Teriminal Regional Air 
Sebakul Kota Bengkulu ketika ter-
sangka mengendarai motor bersama 
istrinya hendak pulang ke Kaur.

 Kepala BNN Kota Bengkulu AKBP. 
Alexander, S. Soeki. MH mengatakan 

kepada awak media saat konferensi 
pers bahwa Rohman dibekuk tidak 
luput dari informasi masyarakat. Tim 
BNN Kota Bengkulu tidak menyiany-
iakan informasi tersebut langsung 
melakukan penyelidikan dan pengin-
taian. Tidak membutuhkan waktu 
lama tim mendapati seseorang yang 
dicurigai sebagaimana informasi 
diterima, melintas di Terminal Air 
Sebakul mengunkan sepeda motor 
Honda Blade. Kemudian langsung 
bekuk. “RS alias Rohman rencananya 
ingin pulang ke desanya di Kabu-
paten Kaur dari kebunnya bersama 
istri. Saat kita bekuk dan kita lakukan 
pengeledahan ditemukan dua paket 
ganja besar di seberat 500 gram (0,5 
kg),” jelas Alex begitu Alexander, S. 
Soeki biasa disapa.

 Masih penjelasan Alex, dalam 
membawa dua paket ganja itu, 
Rohman menyimpannya secara 
terpisah. Satu paket ganja disimpan 
di dalam tas dibungkus dengan 
bajunya dan satu paket disimpan 
di dalam karung disatukan dengan 

sayur-sayuran. “Dari informasi yang 
kita dapat kalau Rohman ini ser-
ing mengedarkan ganja di wilayah 
Kota Bengkulu. Roham sudah kita 
pantau selama tiga bulan terakhir 
ini,” jelasnya.

 Selanjutnya Rohman bersama 
istrinya yang sedang hamil muda, 
yakni dua bulan tersebut langsung 
diamankan ke Kontor BNN Kota 
Bengkulu. Namun hanya Rohman 
yang diproses lebih lanjut, sedangkan 
istrinya dilepas karena tak terindikasi 
terlibat. Malahan istrinya sempat 
shock, menangis ketika mengetahui 
sang suami membawa ganja.  

 ‘’Kalau pengakuan Rohman ganja 
tersebut hasil tanaman sendiri di 
kebun kopinya. Akan dibawa ke 
Kabupaten Kaur untuk di jual. Dari 
keterangan ini kita lakukan pengece-
kan ke kebun tersangka. Ditemukan 
15 pohon ganja. Karena jarak tempuh 
yang jauh, harus berjalan kaki ke 
lokasi dengan medan yang cukup 
berat, maka hanya sebagian pohon 
ganja kita bawa sebagai barang bukti. 

Lainnya kita musnahkan di lokasi,’’ 
terang Alex.

 Tidak menutup kemungkinan 
masih ada petani lainnya yang juga 
menanam ganja. Maka BNN Kota 
akan berkoordinasi dengan Polda 
Bengkulu dan pemerintah Kabupaten 
Bengkulu Tengah untuk melakukan 
tindak lanjut dari temunnya tersbut. 
“Karena itu wilayahnya Benteng, 
maka kita akan koordiansi dengan 
Polda dan Pemkab Benteng untuk 
menindak lanjuti,” ujarnya.

 Sementara itu Rohman saat ditanya 
RB usai konferensi pers membenarkan 
kalau ganja tersebut hasil dari tanam-
nya sendiri selama satu tahun terakhir. 
‘’Rencananya ganja itu akan saya bawa 
ke dusun untuk dijual. Baru kali ini ha-
sil panen ganja mau saya jual. Selama 
ini hanya dipakai sendiri,” katanya.

 Adapun alasan ia menanam ganja, 
awalnya dari saran rekannya bahwa 
kalau di dekat pohon kopi juga disel-
ingi tanaman ganja, maka pertumbu-
han kopi akan bagus. ‘’Saran kawan 
seperti itu,’’ dalihnya.(wij)

Dugaan Korupsi Anggaran
BBM dan Perawatan Randis 

BENGKULU – Setelah dilaku-
kan penelitian oleh Jaksa Kejati 
Bengkulu, berkas perkara (BP) 
dugaan korupsi Anggaran 
pembelian BBM dan perawa-
tan randis tahun 2017 atas ter-
sangka Sekwan Seluma, Eddy 
Soepriadi dinyatakan belum 
lengkap. Jaksa mengembali-
kan BP ke penyidik Sunbdit 
Tipidkor Polda Bengkulu dis-
ertai petunjuk (P19).

 Salah satu alasan BP dinya-
takan belum lengkap karena 
masih ada keterangan saksi 
terkait yang dibutuhkan. 
Penyidik diminta memenuhi 
kekurangan keterangan terse-
but. ‘’Ya pemenuhan petun-
juk jaksa. Berkas yang kami 
serahkan kepada jaksa ada 
sedikit kekurangan, harus 
dilengkapi kembali. Salah 
satunya terkait keterangan 
saksi,” sampai Direktur Re-
serse Kriminal Khusus Polda 
Bengkulu Direktur Reskrim-
sus Polda Bengkulu Kombes. 

Pol. Dedy Setyo Yudo P, S. 
Stmk melalui Kasubdit tipikor 
Kompol Imam Wijayanto, S.Ik 
kepada awak media.

 Siapa saksi yang akan kem-
bali diminta keterangan dan 
keterangan apa yang dibutuh-
kan guna kelengkapan berkas 
perkara? Imam Wijayanto 
tak bersedia mengemuka-
kan lebih jauh. ‘’Itu teknis-
nya penyidik. Pastinya ada 
beberapa keterangan yang 
harus diperbaikan. Terkait 
saksilah,” ujarnya.

 Imam Wijayanto optimis 
berkas perkara akan langsung 
dinyatakan lengkap oleh jaksa 
setelah dilakukan perbaikan. 
“Mudah-mudahan dalam 
minggu ini berkas akan kita 
serahkan kembali setelah 
petunjuk jaksa dipenuhi,” 
pungkasnya. 

 Dalam perkara ini Eddy 
Soepriadi selaku Kuasa Peng-
guna Anggaran (KPA). Dia 
merupakan tersangka ketiga 
setelah dua tersanga pertama 
divonis bersalah oleh PN 
Tipikor Bengkulu dan saat 
ini masih menjalani pidana 

penjara di Lapas Bentiring. 
Masing-masing Fery Lastoni 
selaku PPTK dan Syamsul 
Asri selaku bendahara. 

 Dalam perkara ini kedua 
pejabat di Setwan Seluma ini 
dinyatakan terbukti melaku-
kan perbuatan melawan hu-
kum. Salah satunya perbua-
tan membuat kwitansi palsu 
dan SPJ fiktif untuk menutupi 
pengeluaran anggaran BBM 
dan pemeliharan kendaran 
dinas di Seketariat DPRD 
Seluma tahun 2017. Agar 
jumlah anggaran dikeluarkan 
sama dengan anggaran yang 
diterima baik itu pembelian 
BBM maupun pemeliharan 
mobil dinas.  

  Akibat perbuatan tersebut 
baik Fery Lastoni maupun 
Syamsul Asri dijatuhi pidana 
masing-masing 1 tahun pen-
jara dan denda Rp 50 juta 
subsidair 1 bulan penjara. 
Dalam pengembangan peny-
idikan, Polda Bengkulu kem-
bali melakukan penetapan 
tersangka, yakni Sekwa Se-
luma Deddy Soepriadi pada 
4 September 2020.(wij)
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SaMPaIKan : Kasubdit Tipikor Bengkulu Kompol Imam Wijayanto Menyampaikan Ber-
kas P19 dikembalikan oleh pihak Kejaksan untuk perbaikan berkas

Keterangan Saksi Kurang,
BP Sekwan Dikembalikan

Dugaan Fitnah 
Terhadap Pospera

B E N G KU LU  -  D e w a n 
Perwakilan Daerah (DPD) 
Posko Perjuangan Rakyat 
(Pospera) Bengkulu melalui 
Penasihat Hukum, Sugiarto, 
SH,MH medatangi Polda 
Bengkulu, kemarin (16/11) 
sekitar pukul 09.00 WIB. 
Sugiarto bersama rekannya, 
menyampaikan pengaduan 
masyarakat (Dumas) atas 
pernyataan salah satu Staf 
Khusus (Stafsus) Kemente-
rian Banda Usaha Milik Neg-
ara (BUMN) di salah satu 
grup WahtsApp. Pernyataan 
itu dirasakan sebagai bentuk 
fitnah terhadap Pospera.

 Sugiarto ditemui RB di-
gedung Dit Reskrim Polda 
Bengkulu mengatakan, pada 
Kamis (5/11) Stafsus Kemen-
terian BUMN Arya Sinulingga 
di Whatsapp Group memban-
gun negeri, ada link berita 
yang isinya menuliskan PT Ti-
mah Merugi. Kamudian Arya 
Sinulingga mengkomentari 
link berita tersebut dengan 
kalimat “Banyak perusahaan 
yang komisarisnya Pospera 
selama lima tahun pada rugi 
semua.... bikin pusing me-
mang’’. 

 ‘’Pernyataan Arya Sinul-
ingga ini menurut kami cu-
kup tendensius (bersifat 
berpihak) yang mengand-

ung unsur kebencian, adu 
domba dan fitnah tanpa 
dasar yang bisa d benar-
kan,’’  ujar Sugiarto selaku 
PH Pospera Bengkulu.

 Masih menurut Sugia-
rto, Pospera tidak memiliki 
Komisaris di PT Timah. Den-
gan demikian pernyataan 
Arya Sinulingga yang meng-
kaitkan kerugian PT Timah 
dengan keberadaan komis-
aris dari Pospera adalah 
sesuatu yang tidak benar. 
Menurutnya ini nyata ber-
bentuk fitnah. Sedangkan 
Perusahan Umum (Perum) 
Damri yang keberadaanya 
Komisaris dari Pospera, 
selama ini diketahui sebagai 
perusahaan yang bertu-
gas melayani banyak trayek 
perintis pada kenyataannya 
sejak tahun 2015 hingga 
2019 sudah mendapatkan 
Laba (keuntungan).

‘’Sebelumya kita secara 
nasional melalui PH Pospera 
pusat sudah melakukan 
konferensi pers untuk mem-
inta saudara Ariya menarik 
pernyataanya dan meminta 
maaf dalam kurun waktu 
tiga hari.Ternyata Ariya tidak 
mengindahkan apa yang 
di minta oleh PH Pospera 
pusat, maka hari ini DPD 
Pospera se-Indonesia me-
laporkan Ariya ke Polda 
masing-masing, Kita harap 
laporan kita ini ditindaklan-
juti,’’ pungkasnya.(wij)
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HaSIL TanGKaPan: BBn Kota Bengkulu berhasil meringkus 1 tersangka penanam ganja, rS (tengah) bersama barang bukti 15 pohon ganja.

Petani Terciduk Menanam Ganja

WINDI//RB

LaPor: Tertipu Beli Handphone harga Mu-
rah dari pelaku yang ngaku sebagai oknum 
polisi. Korban lapor Ke SPKT Polda Beng-
kulu

Ngaku Polisi Tipu 
Ibu Rumah Tangga

 

Modus Jual Hp Murah 
BENGKULU -  Jadi pengalaman berharga buat 

kita semua agar tidak mudah percaya dengan 
orang yang kenal dari media sosial. Sekalipun 
mengaku polisi. Sebagaimana dialami Magareta 
(30) ibu rumah tangga, warga Jalan Padat Karya 
Kelurahan Sumur Dewa. Dia menjadi korban 
penipuan saat membeli handphone (Hp) Oppo 
keluaran terbaru dengan harga Rp 800 ribu 
melalui facebook. 

 Akun penjual atas nama Gio Vani, mengaku 
sebagai anggota Polisi Dinas di Polres Bengkulu 
Utara yang memiliki usaha counter Hp. Pria yang 
diduga kuat polisi gadungan itu, dalam memikat 
korban menyebutkan kalau ia menjual Hp baru 
dengan harga jauh di bawah harga normal, 
sebagai kado di Hari Ulang Tahun counternya 
yang ke 10 tahun.

 Kejadian ini pada Sabtu (14/11) siang. MG 
melihat postingan pelaku langsung berminat 
membeli 1 HP Oppo. Dia mentransfer uang 
sebesar Rp 800 ribu ke rekening yang diposting 
pelaku. Setelah uang ditransfer, Hp yang ditung-
gu-tunggu tak kunjung dikirim pelaku. Selain itu 
pertemanannya dengan Gio Vani diblokir dan 
nomor WA pelaku sudah tak aktif. Dari sinilah 
korban merasa telah ditipu, kemarin (16/11) 
mendatangi Polda Bengkulu melaporkan pelaku 
penipuan tersebut. Dari Polda korban diarahkan 
melapor ke Polres Bengkulu.

 Ditemui RB di Mapolda Bengkulu, awalnya 
ia cukup percaya dengan postingan pelaku di 
facebook. Apalagi pelaku mengaku sebagai 
anggota polisi yang memiliki counter Hp. “Saya 
percaya karena dia (pelaku) mengatakan promo 
hari ulang tahun counter ke 10 maka menjual 
harga yang murah. Saya tidak bisa lagi melihat 
postinganya karena saya telah d hapus diperte-
manannya,” ungkap Margareta.(wij)
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MELaPor: Sugiarto,SH,MH bersama rekannya usai 
menyampaikan aduan masyarakat ke Penyidik dit 
reskrimsus Polda Bengkulu, kemarin (16/11).

Adukan Stafsus 
Kemeterian BUMN

     

Hasil Operasi Musang Nala 2020 
(1 sampai 15 November 2020) 

 
No Kesatuan  Jumlah TO TO Non TO  TSK BB  
1 Polda Bengkulu  5  1 1 2 2, (2 unit Hp) 
2 Polres Bengkulu  3  3 4 8 10, (5unit sepeda Motor, Kotak
          HP dan nota Beli Hp)              
3 Polres Bengkulu Utara 2  2 2 3 42 (2 unit Sepda motor, 4 unit
          HP, 1 unit BPKB dan 1 STNK
         R2, 1 kunci motor, 1 kotak 
          amal,  1 Celengan, 2 gembok,
          26  bungkus Rokok, 1 tas kecil
          uang tunai Rp 2 juta       
4 Polres BS  2  2 4 5 7. (1 unit R2, 1 unit TV, 4 unit
         Hp. 1 jam tangan         
5 Polres Seluma  2  1 1 1 4 (1 uniut Mobil R4 bersama
          stnk dan kontak )  1 unit R2      
6 Polres Kaur  2  2 2 4 7, (1 unit R2, 5 unit HP, 1 aki) 
7 Polres Kepahiang  2  2 2 3 5, ( 1 unit Hp, 1 BPKB R2 ,
         1 kasus ambal,1 unit jam 
          dinding, 1 unit klaigrafi jati)    
8 Polres RL  2  2 4 3 12, (3 unit Bodi samping R2
          Beat, 1 unit batok depan motor
         beat ,1 unit bodi deoan motor
          beat, 1 kunci T, 2 unitr motor
         beat, 2 unit hp.1 STNK dan
          BPKB R2         
9 Polres Mukomuko 2  2 1 3 3 (2 unit sepeda Motor). Uang
          tunai              
10 Polres Lebong  2  2 2 5 4, (3 unit sepeda Motor). 1 HP         
11 Polres Benteng  2  2 1 3 6, ( 1 unit TV, 1 unit Receiver
         1 lembar faktur penjualan, 
         1 unit lemari, 1 unit springbed. 
         1 R4 

 Jumlah    26  21 24 40 102 

 

Amankan 40 Tersangka 

// 

Hasil Operasi  

Musang Nala  

 

BENGKULU – Operasi Musang Nala yang dimulai 1 sampai 15 
November 2020 digelar Polda Bengkulu dan Polres jajaran, berhasil 
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BELUM SELESAI: Lokasi pekerjaan pembangunan jalan di Desa Padang Genting yang 
menggunakan dana desa.

Bawaslu Tegur 
Admin Grup Medsos

SELUMA - Bawaslu Seluma menegur admin grup 
media sosial Facebook “Menuju Pilbup Seluma 
2020” untuk menertibkan anggota grup tersebut. 
Tindakan dini dilakukan Bawaslu untuk mencip-
takan Pilkada Seluma yang aman dan kondusif.

Dimana postingan simpatisan salah satu pen-
dukung pasangan calon (paslon) menjadi sorotan 
berbagai pihak setelah beredarnya postingan ber-
bau SARA yang mendeskritkan salah satu paslon.

Kordiv Hukum dan P3S Bawaslu Seluma, Suryadi 
mengatakan ketika pihaknya mendapatkan informasi 
tersebut, Bawaslu langsung melakukan pengecekan 
dengan melihat postingan yang dimaksud. Setelah 
itu Bawaslu bertindak dengan menegur admin grup 
untuk menertibkan isi postingan yang dinilai sudah 
melanggar ketentuan. “Kita minta admin grup med-
sos tersebut bisa menertibkan postingan-postingan 
yang kurang pantas,” ujarnya.

Menurutnya, postingan yang berbau SARA dapat 
memicu gangguan stabilitas keamanan di Kabu-
paten Seluma selama tahapan pilkada. Suryadi 
mengimbau masyarakat yang memiliki akun me-
dia sosial untuk bijak dalam menggunakannya. 
Selain mengawasi potensi pelanggaran dalam 
pilkada di dunia nyata, Bawaslu juga melakukan 
pengawasaan di dunia maya. Tujuannya agar pesta 
demokrasi di Kabupaten Seluma bisa berjalan kon-
dusif dan berintegritas tanpa adanya hoax, SARA 
maupun ujaran kebencian atau black campaign.

“Kita mengajak untuk bijak dalam bermedsos, 
jangan cederai pesta demokrasi ini. Kita ingin agar 
pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman dan 
damai,” tegasnya.(cup)

Sukseskan Gelaran Pilkada
SELUMA - Memasuki masa kampanye Pilkada 

Seluma, Kapolres Seluma melakukan kunjungan 
langsung ke posko tim pemenang masing-masing 
Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati 
Seluma, Senin (16/11) siang. Kunjungan ini untuk 
mengimbau agar ketiga pasangan calon, tim dan 
pendukungnya dapat menciptakan rasa aman 
dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada.

Tak lupa Kapolres juga menekankan agar selama 
tahapan pilkada ini tetap mengikuti protokol ke-
sehatan demi mencegah penyebaran Covid-19. 
Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo S.IK 
dalam kunjungan itu meminta agar paslon dan 
tim pemenangan dalam melaksanakan kampanye 
tetap menaati protokol kesehatan. Yakni meng-
gunakan masker, tidak mengumpulkan banyak 
massa dan menjaga jarak. Mengingat di masa 
pandemi Covid-19 ini, setiap kegiatan kampanye 
atau kegiatan lainnya perlu disesuaikan dengan 
protokol kesehatan. Kapolres juga mengingatkan 
soal jumlah massa yang hadir saat kegiatan kam-
panye, serta tahapan-tahapan lainnya. Yakni harus 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam PKPU serta Maklumat Kapolri.

“Kita minta agar tetap mengikuti protokol ke-
sehatan. Terpenting itu tidak ada pengumpulan 
jumlah massa yang banyak. Juga harus memakai 
masker,” imbau Kapolres.

Kapolres juga berpesan agar semua pihak bisa 
bersama-sama menjaga situasi kamtibmas dalam 
pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020 di Ka-
bupaten Seluma. Dimana pasangan calon dan 
tim pemenangan diminta menjaga emosinya 
dalam mencari dukungan. Tak lupa, Kapolres juga 
menekankan agar tidak ada unsur SARA dan politik 
uang. “Berpolitiklah dengan baik, mari bersama 
kita menjaga situasi kamtibmas agar pelaksanaan 
pilkada bisa berjalan aman, lancar dan damai,” 
harapnya.(cup)

SELUMA - Bidan Pega-
wai Tidak Tetap (PTT) di 
Kabupaten Seluma masih 
bekerja sukarela. Pasalnya, 
mereka sama sekali belum 
menerima gaji atau honor 
sepeserpun dari Pemkab 
Seluma sejak Januari 2020. 
Badan Pengelolaan Keuan-
gan Daerah (BPKD) Seluma 
sampai saat ini juga belum 
menerima usulan pencairan 
gaji bidan PTT. 

Padahal di APBD Peruba-
han 2020 telah dianggarkan 
sebesar Rp 2 miliar untuk 
pembayaran honor atau gaji 

194 bidan PTT. Sekretaris 
BPKD Seluma, Suprapto M.Si 
mengakui pihaknya belum 
menerima usulan pencairan 
gaji bidan PTT dari Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Seluma.

Dijelaskannya, BPKD akan 
memprosesnya jika dinas 
terkait telah mengajukan 
berkas usulan pencairan. 
Apabila nanti sudah diu-
sulkan dan berkas sudah 
dinyatakan lengkap, BPKD 
akan langsung mempros-
esnya. Ia memastikan proses 
pencairan paling lambat 
selama tiga hari dari awal 

pengajuan.
“Saat ini bagaimana kita 

mau proses, belum ada usu-
lan. Sampai hari ini belum 
ada SPM dari OPD bersang-
kutan,” ujar Suprapto.

Terpisah, Kepala Dinas 
Kesehatan Seluma, Rudi Sy-
awaludin S.Sos  mengatakan 
pihaknya tengah mempros-
es pencairan gaji bidan PTT 
tersebut. Para bidan PTT 
juga sudah mulai membuka 
kembali  rekeningnya. Di-
mana proses pembayaran 
gaji akan dibayarkan lang-
sung melalui rekening mas-

ing-masing bidan PTT. Dari 
total anggaran Rp 2 miliar 
tersebut,  pembayaran gaji 
akan dirapel mulai bulan 
Januari sampai November. 
Besaran gajinya sendiri per 
bulan yaitu sebesar Rp 800 
ribu.

“Sudah kita ajukan, ma-
sih proses, kita juga telah 
menerima informasi para 
bidan sudah mulai mem-
buka rekening masing-ma-
sing,” ujar Rudi.

Sementara i tu,  Ketua 
DPRD Seluma, Nofi Eriyan 
Andesca menyatakan ang-

garan gaji bidan PTT su-
dah dianggarkan di APBDP 
sebesar Rp 2 miliar. Dengan 
telah dianggarakannya gaji 
tersebut, maka seharusnya 
tidak ada alasan lagi Dinkes 
Seluma untuk tidak segera 
mencairkan dan membayar-
kan gaji bidan PTT. “Pem-
bayaran hak seperti gaji 
harus diutamakan. Tinggal 
apa lagi, APBDP sudah lama 
disahkan, silakan cairkan. 
Kasian mereka sudah lama 
belum juga gajian. Kita 
minta agar cepat diproses,” 
tegasnya.(cup)

Gaji Bidan PTT Belum Juga Cair

YUDI/RB

BERKAS: Peserta CPNS yang dinyatakan lulus seleksi melakukan pemberkasan di kantor BKPSDM Seluma.

S E L U M A  -  S e b e l u m 
ditetapkan menjadi CPNS, 
peserta yang telah din-
yatakan lulus seleksi CPNS 
formasi tahun 2019, harus 
melakukan proses pember-
kasan secara online. Berkas 
diunggah dalam bentuk file 
scan melalui website sccn.
bkn.go.id.

Hingga kemarin (16/11), 
sebanyak 165 peserta yang 
dinyatakan lulus CPNS 
telah melakukan kelengka-

pan berkas dan registrasi 
di kantor Badan Kepega-
waian dan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Seluma. Kabid 
Pengembangan dan Diklat 
BKPSDM Seluma, Nurlin 
ST MM membenarkan hal 
tersebut. Semua peserta 
yang dinyatakan lulus itu 
telah melakukan registrasi 
dan melakukan input data. 

P e s e r t a  y a n g  s u d a h 
dinyatakan lulus wajib 

melakukan pembekasan 
tersebut.  Pemberkasan 
ini untuk pengusulan No-
mor Induk Pegawai (NIP). 
Pemberkasan sudah harus 
selesai bulan ini sebelum 
ditetapkan tanggal mulai 
tugas (TMT) CPNS pada 
bulan Desember nanti. 
“165 peserta semuanya 
sudah registrasi dan input 
data di website bkn,” ujar 
Nurlin.

Selanjutnya, BKN akan 

melaksanakan proses pene-
tapan NIP CPNS 2019 secara 
elektronik. Peserta yang 
telah selesai melakukan in-
put data tinggal menunggu 
pemberitahuan selanjut-
nya. Sebagai informasi, ber-
dasarkan jadwal yang tertera 
dalam Surat Kepala BKN 
Nomor : K 26-30/V/116-
4/99, setelah pemberkasan 
usai, jadwal yang tersisa 
adalah pengusulan NIP dan 
TMT CPNS.

“Untuk peserta kita harap-
kan segera melakukan input 
data jangan sampai keting-
galan. Untuk yang sudah 
input silakan menunggu 
pemberitahuan selanjut-
nya,” kata Nurlin.

Setelah mendapatkan NIP, 
para peserta akan diangkat 
menjadi CPNS. Sedangkan 
untuk diangkat 100 persen 
menjadi PNS, maka CPNS 
harus menunggu setidaknya 
selama satu tahun.(cup)

165 CPNS Sudah Input Data 

Tunggu Audit dan Hitung 
Volume Pekerjaan DD

SELUMA - Penanganan kasus dugaan korupsi 
pada program Dana Desa (DD) di Desa Padang 
Genting, Kecamatan Seluma Selatan masih terus di-
proses penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma. 
Penyidik telah berkoordinasi ke Inspektorat Seluma 
untuk audit pengerjaan program DD tersebut.

Selain itu, penyidik juga akan berkoordinasi ke Di-
nas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Seluma. “Kasusnya masih dalam penanganan 
kita. Masih menunggu audit,” kata Kajari Seluma, 
Muhammad Ali Akbar SH MH melalui Kasi Pidsus, 
Ahmadi, SH.

Dijelaskannya, untuk koordinasi yang akan dilaku-
kan ke Dinas PUPR Seluma, karena dinas tersebut 
selaku tim ahli. Sehingga Kejari akan meminta Di-
nas PUPR melakukan pengukuran dan perhitungan 
volume pekerjaan dalam pelaksanaan program DD 
yang telah dilakukan oleh pihak desa.

Ahmadi juga mengatakan setelah audit Inspe-
ktorat keluar dan diterima penyidik, Kejari Seluma 
akan melakukan gelar perkara untuk menentukan 
langkah selanjutnya dalam kasus tersebut. 

Dalam kasus dugaan korupsi DD Padang 
Genting tahun anggaran 2017 ini, sudah beberapa 
saksi yang dipanggil untuk diminta keterangan. 
Dalam kasus tersebut  ada beberapa program 
pekerjaan fisik yang terindikasi penyelewengan. 
Dugaan korupsi itu terjadi pada item kegiatan 
pembangunan jalan Desa Padang Genting ta-
hun 2017. Pekerjaan dengan dana sebesar Rp 
448.949.000 sampai saat ini terkesan mandek, 
dan belum ada kejelasan. Barang bukti yang telah 
disita jaksa yakni beberapa dokumen kegiatan 
desa tersebut tahun 2017.(cup)
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Poling Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Bengkulu Selatan 
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KOTA MANNA – Menyika
pi sering terjadinya kelang
kaan gas elpiji 3 Kg subsidi di 
Bengkulu Selatan (BS) sela
ma tahun 2020 ini, Pemkab 
BS menggelar rapat, kema
rin (16/11). Untuk mencari 
solusi supaya gas melon itu 
tidak lagi langka tahun 2021 
mendatang. 

Permasalahan kelangkaan 
pasokan gas subsidi ini se
ring kali terjadi, bahkan 
terkesan ada permainan 
ok num. Dalam pertemuan 

tersebut, Pemkab BS akan 
mengupayakan tambahan 
kuota untuk gas elpiji sub
sidi untuk BS tahun depan.

 Dikatakan Sekda BS Yudi 
Satria, SE, MM penambahan 
kuota elpiji 3 Kg untuk BS 
pada tahun 2021 mendatang 
sangat penting. Sebab jelas 
Yudi, kelangkaan elpiji sa
ngat sering terjadi. Selain 
itu tambahnya tertib admi
nistrasi penting terlebih bagi 
pihak agen atau distributor 
dan perlunya pengawasan 

secara formal agar kelang
kaan tidak terjadi lagi dan 
tidak dimanfaatkan oleh 
oknum guna meraup keun
tungan sendiri.

Sedangkan untuk jumlah 
kuota yang akan ditambah 
Sekda meminta pihak terkait 
untuk dapat benarbenar 
pas dalam penghitungan. 
Sehingga tidak terjadi lagi 
kekurangan gas di masyara
kat BS. 

“2021  diupayakan ada 
tam bah kuota gas subsidi 

untuk BS, agar tidak terja di 
lagi kelangkaan dan per
lu diadakan pengawasan 
bersa ma dilapangan terkait 
me kanimse penyaluran,” 
terang Yudi.

Diakui Yudi, memang un
tuk saat in kondisi pendis
tribusian gas subsidi sudah 
nor mal dan kelangkaan 
tidak terjadi lagi. Kendati 
demikian sambung Yudi 
pengawasan pendistribu
sian dan peruntukannya 
tetap harus dipantau. (tek)

KOTA MANNA  Dinas Ke
sehatan (Dinkes) Bengkulu 
Selatan (BS) melakukan so
sialisasi pelayanan terpadu 
(Padu) Penyakit Tidak Menu
lar (PTM). Sosialisasi ini ber
tempat di aula Dinkes BS de
ngan menyasar 14 Puskesmas 
dan 14 pengelola program 
PTM di masingmasing Pusk
esmas, kemarin (16/11). 

Dengan dilakukannya ke
giatan sosialisasi pelayanan 
terpadu ini diharapkan pihak 

Puskesmas selaku fasilitas 
ke sehatan tingkat pertama 
siap melayani penyakit ti
dak menular di masyarakat. 
Sesuai Permenkes Nomor 
71 Tahun 2015 tentang Pen
anggulangan Penyakit Tidak 
Menular. Diharapkan utusan 
Puskesmas mampu mema
hami berbagai jenis PTM dan 
faktor risikonya, giat melaku
kan upaya promotif dan pre
ventif PTM dan melakukan 
deteksi dini faktor risiko PTM. 

Berbagai penyakit tidak 
menular yang banyak di de
rita masyarakat diantaranya, 
penyakit jantung, pembuluh 
darah, diabetes mellitus (DM), 
penyakit paru kronik, penyakit 
kanker dan lain sebagainya.

 “Sosialisasi ini penting di
la kukan agar para petugas di 
Puskesmas sebagai pe layan 
tingkat pertama bisa mem
berikan pelayanan terpa du 
secara baik, serta giat mela
kukan upaya pencegahan 

dini,” ujar Kepala Dinkes BS, 
Siswanto, S.Sos, M.Si.

Ditambahkan Siswanto, pe
nyakit tidak menular adalah 
penyakit yang perkemba
ngannya berjalan perlahan 
dalam jangka waktu yang pan
jang (Kronis). Umumnya para 
penderita PTM dilatarbe
lakangi pola dan gaya hidup 
yang tidak sehat. Karena itu, 
melalui sosialisasi dan eduksi 
kesehatan di tengah masyara
kat khususnya melalui pro

gram Gerakan masyarakat 
hidup sehat (Germas). Di
harapkan bisa menekan laju 
perkembangan PTM. 

“Pencegahan lebih baik dari 
pada mengobati, maka mulai 
dari sekarang deteksi dini pe
nyakit tidak menular dengan 
rutin mengkonsumsi buah dan 
sayur, berolahraga dan selalu ru
tin cek kesehatan, terutama bisa 
dilakukan di Puskesmas dengan 
pelayanan terpadu PTM yang 
sudah ada,” pungkasnya.(tek)

Dinkes Giatkan Padu Cegah PTM

RIO/RB

SOSIALISASI: 
Dinkes BS 

melakukan sosia-
lisasi pelayanan 

terpadu penyakit 
tidak menular  
Senin (16/11).

Usul Tambah 
Kuota Gas Subsidi 
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BAHAS: Pemkab BS membahas penambahan kuota gas elpiji 3 Kg untuk tahun 
2021.
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 ROBOH: Tiang listrik roboh ke sawah saat 
musim hujan.

 

Hujan, Tiang Listrik Roboh
 
KOTA BINTUHAN – Hujan yang terus terjadi 

dalam minggu ini di Kabupaten Kaur, mengaki-
batkan listrik kerap padam. Seperti yang terjadi 
di wilayah Senuling Kecamatan Kelam Tengah 
kemarin sore (6/11), dari laporan warga ada 
dua tingang listrik yang yang roboh. 

 Beruntung tiang listrik tersebut jatuh ke 
sawah warga yang baru selesai dibajak. Kuat 
dugaan tiang tersebut roboh karena tanah ter-
lalu lembut karena hujan. Sehingga tidak bisa 
menopang tiang listrik tersebut. 

“Ya memang ada dua tiang listrik yang roboh 
di Senuling dan kita sudah kirimkan tim untuk 
melakukan perbaikan. Namun untuk semen-
tara listrik ke wilayah eks Kaur Utara kita pu-
tuskan sementara waktu karena masih dalam 
perbaikan,” kata Manager PLN Kaur Novian 
Parlindo. 

 Terkait dengan kondisi hujan seperti saat 
ini pihak PLN Bintuhan juga berharap kepada 
masyarakat dapat memberikan informasi jika 
ada gangguan jaringan di wilayahnya. Dengan 
tujuan agar gangguan listrik yang mengakibat-
kan matinya listrik dengan mudah bisa ditemu-
kan dan diperbaiki. (cik)  

KOTA BINTUHAN – Sesuai jad-
wal yang diumumkan, Sabtu (7/11) 
peserta yang lulus tes CPNS sudah 
bisa menyampaikan berkas ke BKD 
dan PSDM Kaur. Walaupun Sabtu 
merupakan hari libur kerja, tetapi 
pelayanan tetap dibuka. Peserta 
yang datang, bisa memasukkan 
berkasnya melalui petugas yang telah 
disiapkan. 

 Kabid Mutasi BKD dan PSDM Kaur 
Yosi Afriyanti kepada RB mengata-
kan, waktu penerimaan berkas CPNS 
yang bertepatan dengan hari libur 

hanya dibuka setengah hari. Peserta 
bisa memasukkan berkas hingga 16 
November mendatang. 

 “Sebenarnya Sabtu kita libur karena 
Pemkab Kaur hanya lima hari kerja, 
namun karena sudah diumumkan 
penerimaan mulai tanggal 7 November 
kita tetap buka. Mungkin ada staf yang 
ada di kantor membuka penerimaan 
bekas hari pertama. Kita perkirakan 
pada hari pertama masih sepi yang 
menyampaikan berkas karena banyak 
syarat yang harus dilengkapi CPNS 
yang lulus tersebut,” terang Yosi. 

 Lebih lanjut pihak BKD dan PSDM 
Kaur mengingatkan peserta CPNS 
yang lulus dan mulai melakukan 
pemberkasan, sebelum menyampai-
kan berkas ke BKD dan PSDM Kaur 
juga harus mengupload ijazah dan 
syarat yang lainnya yang asli secara 
online. Sementara berkas lainnya 
yang disampaikan ke BKD dan PSDM 
Kaur nantinya adalah berkas yang 
sudah dilegalisir asli. 

 Tidak hanya itu saja dalam peneri-
maan berkas pihak BKD dan PSDM 
Kaur juga mengingatkan CPNS 

yang baru untuk datang sendiri dan 
memperhatikan protokol kesehatan. 
Apalagi saat ini jumlah yang terpapar 
Covid-19 di Kaur terus meningkat. 
Untuk itu pihak BKD dan PSDM 
meminta semua CPNS yang me-
nyampaikan berkas juga untuk selalu 
waspada dan hati-hati. 

 “Untuk loket sudah kita siapkan 
menjadi tiga bagian sesuai dengan 
formasi. Kita juga minta CPNS dapat 
menyampaikan berkas tepat waktu 
dan sesuai dengan jam kerja,” pung-
kas Kabid Mutasi. (cik) 

Hari Ini, Pemberkasan Tetap Dilayani

 KOTA BINTUHAN – Kabupaten Kaur 
yang sebelumnya berada pada zona 
hijau Covid-19, dalam waktu dua bulan 
ini sudah kembali masuk zona merah. 
Bahkan berdasarkan data Dinas Kes-
ehatan, saat ini masih ada 12 warga Kaur 
yang menjalani isolasi mandiri karena 

terpapar Covid-19. Mengantisipasi agar 
Covid-19 tidak menyebar luas, kemarin 
pagi (6/11) Plt. Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti 
Sutri bersama Kepala Dinas Kesehatan 
Kaur Azwar, S.Sos dan Kepala BPBD 
Kaur Ujang Saferi turun langsung ke 
pasar Inpres Bintuhan. Membagikan 

masker kepada para pedagang yang 
sedang berada di pasar. 

 Plt Bupati Kaur juga langsung 
memasangkan masker untuk para 
pedagang yang tidak menggunakan 
masker. Tidak hanya para pedagang 
saja, pengunjung pasar atau pembeli 

yang tidak menggunakan masker 
saat ke pasar juga menjadi sasaran 
Plt Bupati Kaur dan jajarannya. 

 “Kita hari ini membagikan kurang 
lebih 500 masker kepada pedagang 
dan pembeli di pasar Inpres ini 
untuk antisipasi Covid-19. Kita juga 
mengimbau mereka untuk tetap 
mematuhi protokol kesehatan, mulai 
dari mencuci tangan, jaga jarak dan 
selalu gunakan masker saat berper-
gian,” kata Yulis Suti Sutri. 

  Menurut Plt Bupati Kaur, kegia-
tan ini akan terus dilakukan untuk 
menghindari agar warga Kaur tidak 
terkena Covid-19. Pihaknya juga 
mengimbau kepada warga yang baru 
pulang dari bepergian juga untuk ak-
tif melakukan pemeriksaan jika ada 
gejala Covid-19. Agar tidak menular 
kepada keluarga, teman dan tetang-
ga. Segera lakukan isolasi mandiri 
jika memang terkena Covid-19. 

 “Untuk saat ini, 12 warga yang 
terkena Covid-19 masih dalam tahap 
penyembuhan dan alhamdulilah 
sampai saat ini kondisi mereka tetap 
sehat. Dan masih terus kita pantau 
melalui Puskesmas dan tim kita. 
Sejauh ini belum ada tambahan baru 
Covid-19 di Kaur,” pungkas Kepala 
Dinas Kesehatan Kaur Azwar, S.Sos. 

 Tidak hanya di pasar Inpres pihak 
Polres Kaur, Koramil Kaur Selatan, Pol-
sek Kaur Selatan dan juga Puskesmas 
Bintuhan kemarin (6/11) juga melaku-
kan razia masker dan bagi-bagi masker. 
Kegiatan ini dipusatkan di depan lapan-
gan Merdeka Bintuhan dengan sasaran 
adalah pengendara yang tidak meng-
gunakan masker. Baik itu pengendara 
sepeda motor dan juga pengendara 
mobil yang melintas kemarin. (cik)    
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BAGI: Plt Bupati Kaur saat memasangkan masker kepada pedagang di Pasar Inpres kemarin. 

Bagi Masker, Ingatkan Waspada Covid-19
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Seminggu Tutup 
Karena Covid-19

KOTA BINTUHAN – Setelah 
satu minggu lebih tutup, Mulai 
Senin (9/11) secara bertahap 
BKD Kaur kembali membuka 
pelayanan. Kendati demiki-
an, sampai saat ini beberapa 
PNS yang positif Covid– 19 
masih terus menjalani isolasi 
mandiri hingga dinyatakan 
sembuh. Kepada RB, Kepala 
BKD Kaur Alian Suhadi saat 
dikonfirmasi mengakui kalau 
pihaknya secara bertahap 
akan membuka pelayanan 
di BKD Kaur hari ini. Apalagi 
kantor BKD Kaur sendiri su-
dah beberapa kali disemprot 
disinfektan oleh petugas dari 
BPBD dan PMI Kaur. Sehingga 
sudah aman dari Covid-19, 
apalagi hampir satu minggu 
lebih kantor tersebut tutup 
total untuk memutus mata 
rantai Covid-19. 

“Untuk besok (hari ini red) 
kita sudah mulai masuk dan 
buka pelayan namun kita 
akan memberlakukan pro-
tokol kesehatan Covid-19 
yang ketat. Kita minta ke-
pada pengunjung dan in-
gin berurusan di BKD wajib 
menggunakan masker dan 
sebagainya. Karena kita tidak 
ingin pengunjung juga tertu-
lar atau sebaliknya nantinya,” 
terang Kepala BKD Kaur 
Alian Suhadi. 

Untuk diketahui pada min-
ggu keempat akhir bulan 
Oktober yang lalu, satu PNS 
Kaur dinyatakan positif Co-
vid-19. Setelah dilakukan pe-
nyelusuran banyak kontak 
dan setelah dilakukan swab 
dan rapid test banyak terkena 
Covid-19. Sehingga langsung 
diambil tindakan oleh Pemkab 
Kaur dengan menutup semen-
tara BKD Kaur. Tidak hanya 
itu saja semua karyawan BKD 
Kaur pun wajib jalani rapid 

test dan yang reaktif langsung 
jalani swab.

Sementara itu kemarin (8/11) 
untuk mengantisipasi penye-
baran Covid-19 di Mapolres 
Kaur juga dilakukan penyem-
protan disinfektan oleh PMI 
dan juga pihak Polres Kaur. 
Penyemprotan ini diutamakan 
di berbagai ruang pelayanan 
yang ada di Polres Kaur. Mulai 
dari ruang penjagaan, ruang 
SKCK dan pembuatan SIM dan 
juga ruang tunggu dan besuk 
tahanan. 

“Iya tadi (kemarin red) 
dengan Polres Kaur telah 
melakukan penyemprotan 
disinfektan di Mapolres Kaur. 
Tujuannya untuk mengan-
tisipasi penyebaran Cov-
id-19. Sebelumnya kita juga 
bersama BPBD Kaur telah 
melakukan penyemprotan 
di berbagai OPD yang ada di 
Kaur dalam rangka pence-
gahan,” kata Ketua PMI Kaur 
Jailani. (cik)  
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SEMPROT: Petugas dari PMI Kaur saat melakukan pe-
nyemprotan disinfektan di Polres Kaur kemarin.

Hari Ini, BKD Buka Pelayanan

KOTA BINTUHAN – Saat ini 
harga ikan di Kabupaten Kaur 
lebih tinggi dari sebelumnya. 
Bukan karena cuaca yang tidak 
menentu, namun karena keban-
yakan nelayan tidak lagi fokus 
menangkap ikan. Mereka lebih 
memilih mencari benur atau baby 
lobster (BL). Karena selain hemat 
biaya harga BL yang didapat pun 
lebih menjanjikan dibandingkan 
menangkap ikan. 

Dari pantau RB kemarin, seba-
gian besar TPI di Kaur Selatan, 
tidak ada ikan yang masuk. Bahkan 
kegiatan lelang ikan yang biasanya 
ramai, siang kemarin terlihat sepi. 
Padahal banyak nelayan yang 
pergi melaut namun mereka tidak 
membawa ikan. 

“Saya dari tadi cari ikan tidak 
ada kalaupun ada harganya sudah 
mahal. Karena banyak nelayan di 
TPI saat ini lebih banyak cari benur 

dari pada ikan, Mas,” ungkap Ujang 
salah satu warga Padang Genteng 
di TPI kemarin. 

Untuk diketahui saat ini harga BL 
bisa mencapai 10 ribu per ekornya. 
Kalau sedang beruntung, nelayan 
bisa mendapatkan ratusan ekor BL 
dalam satu harinya. Dibandingkan 
mencari ikan untung mencari BL 
jauh lebih besar. 

Kepada RB Ketua Koperasi Ne-
layan Jaya Utama Ekman Mardani 
membenarkan kalau nelayan saat 
ini terus melaut namun dirinya 
juga mengakui kalau tidak lagi 
menangkap ikan. Sebagian ban-
yak yang fokus menangkap BL. 
Sementara mencari ikan saat ini 
sudah menjadi sambilan bagi 
nelayan, bahkan saat ini ikan 
banyak masuk Kaur bukan dari 
tangkapan nelayan namun dari 
Krui Lampung. 

“Sudah hampir beberapa bulan 

ini nelayan kita di Kaur ini banyak 
yang menangkap benur diband-
ingkan ikan. Makanya saat ini ikan 
segar yang ada cukup sulit dan 
harganya sudah tinggi tidak seperti 
sebelumnya.  Saya sendiri tidak 
tahu pasti harga benur, namun 
menurut nelayan lebih menjanji-
kan dan lebih mudah menangkap 
benur ketimbang ikan saat ini,” 
pungkas Ekman. 

Semenjak legalnya penangkapan 
BL  oleh Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP)  beberapa 
bulan yang lalu. Saat ini sebagian 
nelayan di Kaur banyak uang men-
gajukan surat izin tangkap benur 
atau BL ke Dinas Perikanan Kaur. 
Bahkan sampai saat ini hampir 
800 nelayan di Kaur sudah men-
gantongi izin penangkapan benur 
dan bermitra dengan sekitar 21 
perusahaan penampung BL di 
Kaur. (cik) 

Porbi Buru 
Babi Massal

KOTA BINTUHAN -  Musim hujan 
seperti saat ini membuat masyarakat 
di Padang Kempang Kecamatan Kaur 
Selatan resah. Lantaran tanaman 
mereka rusak oleh hama babi. Musim 
hujan merupakan masa dimana babi 
banyak berkembang. Untuk men-
gatasi hama babi tersebut, kemarin 
(8/11) Porbi Kabupaten Kaur meng-
gelar kegiatan berburu babi massal. 

Kegiatan yang dipusatkan di Pon-
dok Pusaka dan Padang Kempas ini 
diikuti anggota Porbi dari berbagai 
wilayah di Kaur dan kabupaten tet-
angga. Seperti dari Bengkulu Selatan, 
Porbi Rejang Lebong, Seluma dan 
ada juga dari OKU Selatan. Kegiatan 
berburu babi ini juga diikuti berbagai 
pejabat yang hobi berburu babi. 
Nampak Wakil Ketua I DPRD Provinsi 
Bengkulu Samsu Amanah dan juga 
Bupati Kaur non aktif Gusril Pausi 
juga anggota DPRD Kaur. Kegiatan ini 
sekaligus untuk olahraga meningkat-
kan imun di tengah Covid-19. 

“Kegiatan ini merupakan kegiatan 
berburu babi massal yang kita 
laksanakan untuk membantu para 
petani yang ada di Kaur Selatan 
yang resah akan hama babi. Untuk 
itu kita melaksanakan berburu babi 
bersama dan tidak hanya Porbi Kaur 
saja yang hadir namun juga Porbi 
dari berbagai daerah lain nampak 
hadir dalam kegiatan ini,” kata 
Ketua Porbi Kaur Najamudin.

Dengan kegiatan ini masyarakat 
diharapkan dapat terbantu, khusus-
nya para petani yang ada di wilayah 
Kaur Selatan. Karena banyak babi 
yang kemarin berhasil ditangkap 
dan diburu hingga menjauh dari 
pemukiman warga. Tidak hanya di 
Kaur Selatan saja kegiatan ini juga 
akan terus dilakukan di berbagai 
daerah lainnya di Kaur sesuai per-
mintaan masyarakat. 

“Untuk kegiatan Porbi di setiap 
kecamatan dalam rangka mem-
bantu petani di Kaur saat ini terus 
kita lakukan. Apalagi saat musim 
tanam atau hujan seperti ini hama 
babi memang sangat mengganggu 
petani dalam bercocok tanam. 
Untuk itu kegiatan seperti ini akan 
terus kita tingkatkan,” pungkas Na-
jamudin. (cik) 

Tampung Aspirasi,
Dewan Mulai Reses 

KOTA BINTUHAN –  Pada masa sidang ketiga 
tahun 2020 ini, anggota DPRD Kaur dalam be-
berapa hari ini kembali turun ke wilayah dapilnya 
masing-masing untuk melaksanakan reses. Keg-
iatan ini mulai dilaksanakan pada Minggu (8/11) 
dan Senin (9/11) selama dua hari. Reses  di masa 
Covid-19 tetap dilakukan namun jumlah peserta 
yang hadir terbatas. 

Reses anggota DPRD Kaur pada akhir tahun ini 
bertujuan untuk menampung aspirasi dari ma-
syarakat di wilayah dapilnya masing-masing. Mulai 
dari usulan pembangunan infrastruktur, usulan 
bantuan untuk nelayan dan petani dan banyak 
keinginan warga yang nantinya disampaikan ke 
dewan. Sementara usulan ini akan disampaikan 
ke tim anggaran kabupaten Kaur termasuk anggota 
DPRD Kaur yang membahas APBD tahun 2021. 

Dengan reses ini dewan juga mengetahui apa 
keinginan masyarakatnya untuk diajukan di 
APBD tahun 2021 yang akan datang. Ini juga 
menjadi bahan bagi Pemkab Kaur untuk men-
ganggarkan suatu kegiatan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. Apalagi reses akhir tahun ini 
bertepatan juga dengan rencana pembahasan 
anggaran di DPRD Kaur tahun 2021 yang akan 
datang.

“Ya saat ini kita sudah mulai menjadwalkan reses, 
kalau saya hari ini (Kemarin, red) untuk menam-
pung aspirasi masyarakat terkait usulan pembangu-
nan dan sebagainya. Untuk reses di masa Covid-19 
ini hanya dibatasi 20 orang saja dan kita harus tetap 
mematuhi protokol kesehatan. Kita harapkan hasil 
reses akan kita sampaikan dan bisa dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah nantinya,” pungkas ang-
gota DPRD Kaur Samsul Fajri. (cik)

Copot Gambar Petahana 
Di Mobil Dinas

KOTA BINTUHAN –  Lantaran dianggap sebagai 
alat peraga sosialisasi (APS), semua gambar dan 
foto petahana di mobil  dinas mulai dicopot. Ke-
pala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Anuar 
Sanusi membenarkan kalau pihaknya melakukan 
pencopotan gambar petahana di mobil dinas. 

Berdasarkan surat dari Bawaslu Kaur yang dis-
ampaikan ke Sekda Kaur dan juga ditembuskan 
ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur. Karena 
foto-foto patahanan tersebut dianggap APS se-
hingga harus dicopot semuanya. Namun hanya 
foto petahana saja yang dilepaskan sementara 
foto wakil bupati yang juga Plt bupati Kaur tidak 
dilepaskan. Sehingga saat ini semua bus sekolah 
hampir tidak ada lagi foto petahana di Kabupaten 
Kaur. 

“Memang dalam minggu ini semua foto pet-
ahana sudah kita copot yang ada di bus-bus 
sekolah. Awalnya ingin kita tutup saja  namun 
tidak ada dana sehingga foto banyak yang kita 
lepas. Kendati demikian ada dasar kita melepas 
foto-foto tersebut salah satunya adalah surat 
dari Bawaslu Kaur karena dianggap sebagai 
APS. Jadi itu kenapa semua foto patahanan di 
bus sekolah saat ini kita copot,” terang Anuar 
Sanusi.

Lebih lanjut Anuar Sanusi mengatakan kalau 
pihaknya juga telah memerintahkan pengurus 
bus-bus sekolah di setiap kecamatan untuk men-
copot atau menutup sementara foto petahana. 
Bahkan saat ini menurut Anuar pihaknya telah 
melakukan pencopotan semua foto petahana 
sesuai dengan surat yang disampaikan oleh 
Bawaslu Kaur. 

Tidak hanya foto patahan di bus – bus sekolah 
saja yang banyak dicopot saat ini. Namun foto 
petahan di mobil dan ambulans milik Dinas Ke-
sehatan dan Puskesmas yang ada selama ini juga 
banyak yang ditutup. Kemudian ada juga yang 
dilepaskan, karena dianggap sebagai APS oleh pi-
hak Bawaslu. Bahkan pihak Bawaslu Kaur sendiri 
telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait 
dengan foto dan gambar patahan tersebut. (cik)
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NELAYAN: Salah satu nelayan mencuci mesin kapal usai melaut  kemarin.

Benur Lebih Menjanjikan

KAUR

MATERI SELANG SELING
ADO 2 BUAH

KOTA BINTUHAN – Masih banyaknya 
pemilih di Kabupaten Kaur yang su-
dah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) namun belum mempunyai E-KTP 
menjadi perhatian serius bagi KPU dan 
Dukcapil Kaur. Jumlahnya mencapai 2.590 
pemilih. Sementara pelaksanaan pilkada 
serentak akan dilaksanakan pada tanggal 
9 Desember 2020 yang akan datang.

Untuk menuntaskan rekam data pemilih 
yang masuk DPT tersebut, Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 
Kaur bersama KPU Kaur akan menggan-
deng PPK dan PPS. Untuk menelusuri 
siapa saja warga yang masuk DPT namun 
belum rekam data di setiap kecamatan 
dan desa. Kemudian meminta mereka 
melakukan rekam data di titik yang telah 
ditentukan di setiap kecamatan. Sehingga 
mereka pun tidak perlu lagi datang ke 
Dukcapil untuk melakukan rekam data 
nantinya.

Sekretaris Dukcapil Kaur Yanuar Afriko 
saat dikonfirmasi membenarkan kalau 
masih banyak pemilih yang sudah masuk 
DPT namun belum rekam data. Pihaknya 
tentunya tidak bisa jalan sendiri, karena 
tidak mengetahui siapa saja yang masuk 
DPT yang sampai saat ini belum rekam 
data KTP. Untuk itu pihak Dukcapil me-
minta KPU Kaur memanfaatkan PPK dan 
PPS untuk ikut turun jemput bola agar 
pemilih ikut rekam data KTP. 

“Kita sudah koordinasi dengan KPU 
Kaur dan kita juga siap turun lagi ke ke-
camatan untuk melakukan rekam data 
untuk pemilih yang masuk DPT namun 

belum ada KTP. Namun kita minta PPK 
dan PPS juga ikut mendata mana saja 
pemilih yang belum rekam data untuk 
diajak rekam data. Dan kita siap datang 
di titik kumpul yang disepakati oleh PPK 
dan PPS nantinya,”  ungkap Yanuar Afriko. 

Terpisah anggota KPU Kaur, Divisi 
Data Sirus Legiati membenarkan kalau 
pihaknya dan Dukcapil saat ini telah me-
nyusun jadwal untuk melakukan rekam 
data e-KTP. Bahkan pihaknya telah koor-
dinasi dengan pihak kecamatan, PPK dan 
PPS untuk mengutamakan rekam data 
pemilih yang masuk DPT. “Kita juga akan 
koordinasi dengan pihak PLN, jangan 
sampai saat rekam data nantinya mati 
lampu. Sementara waktu terus berjalan 
dan kita harapkan sebelum 9 Desember 
2020 semua pemilih sudah rekam data 
khususnya yang namanya sudah ada di 
DPT,” pungkas Sirus. 

Dari data yang ada 2.590 pemilih yang 
belum rekam data e-KTP terdiri dari laki-
laki sebanyak 1.465 pemilih dan perem-
puan 1.125 pemilih. Mereka tersebar di 
15 kecamatan yaitu Kaur Selatan sebanyak 
210 pemilih. Kaur Tengah 35 pemilih, 
Kaur Utara 66 pemilih, Kelam Tengah 179 
pemilih, Kinal 160 pemilih dan Kecamatan 
Luas 86 pemilih. Kecamatan Lungkang 
Kule 109 pemilih, Maje 403 pemilih , 
Muara Sahung 264 pemilih. Kecamatan 
Nasal 381 pemilih, Padang Guci Hilir 127 
pemilih, Padang Guci Hulu 120 pemilih. 
Semidang Gumay 94 pemilih, Tanjung 
Kemuning 222 pemilih dan Kecamatan 
Tetap 134 pemilih. (cik)    

KOTA BINTUHAN – Pelak-
sanaan Pilkada serentak 
tanggal 9 Desember 2020 
tinggal menghitung hari. 
Saat ini berbagai keleng-
kapan atau logistik untuk 
pilkada di Kabupaten Kaur 
mulai tiba. Selain kotak su-
ara untuk pemilihan gu-
bernur dan wakil gubernur 
Bengkulu yang sudah tiba di 
gudang KPU Kaur. Kemarin 
(16/11) giliran kotak suara, 
bilik suara dan juga tinta un-
tuk pilkada Kaur pun telah 
tiba di gudang KPU Kaur. 

Jumlah bilik suara yang 
tiba kemarin sebanyak 1.300 
bilik suara. Sementara untuk 
kotak suara yang tiba kema-
rin juga sebanyak 318 kotak 
suara. Dalam waktu dekat, 
secara bertahap semua lo-
gistik untuk pilkada Kaur 
nantinya akan dibagi ke 
setiap TPS.

 “Alhamdulilah secara ber-
tahap logistik untuk pilkada 
Kaur telah tiba, baik itu bilik 
dan kotak suara. Untuk lain-
nya juga secara bertahap 
juga akan tiba karena untuk 
kali ini selain logistik un-
tuk pilkada ada juga APD 
(alat pelindung diri) untuk 
antisipasi Covid-19. Dan 
semua TPS nantinya wajib 
dilengkapi dengan APD di 
masa pandemi Covid-19 ini 
semua harus sesuai protokol 
kesehatan Covid-19,” ung-
kap Ketua KPU Kaur Meixxsy 
Rismanto. 

Tidak hanya itu saja be-
berapa logistik lainnya pun 

saat ini mulai masuk, un-
tuk perlengkapan mulai 
pengikat dan sebagainya. 
Sementara saat ini KPU Kaur 
sendiri masih dalam proses 
untuk pencetakan surat su-
ara yang akan dipergunakan 
untuk pemilih menentu-
kan pilihan pada tanggal 9 
Desember 2020 yang akan 
datang. Kendati demikian 
persiapan demi persiapan 
terus dilakukan oleh KPU 
Kaur jelang Pilkada serentak 
Desember 2020 yang akan 
datang. 

“Kita pastikan semua logis-
tik yang kita butuhkan ter-
masuk surat suara nantinya 
bisa datang sesuai dengan 
jadwal yang telah kita ten-
tukan. Karena selain tiba di 
Kaur semua perlengkapan 
logistik ini juga akan kita 
distribusikan ke setiap TPS 
yang ada di Kaur sebelum 
tanggal 9 Desember 2020,” 
pungkas Ketua KPU Kaur. 

Sementara untuk pilkada 
Kaur tahun 2020 ini jumlah 
TPS jauh berkurang dari pe-
milu 2019 yang lalu. Jumlah 
TPS sebanyak 318 TPS yang 
tersebar di 15 kecamatan, 
195 desa dan kelurahan yang 
ada di Kaur. Dari 318 TPS 
yang ada di Kaur terdapat 
55 TPS sulit yang tersebar di 
beberapa kecamatan yang 
ada di Kaur. Dan ini harus 
menjadi perhatian KPU Kaur 
dalam penyaluran logistik 
nantinya hingga bisa bisa 
tiba sesuai dengan rencana. 
(cik) 

2.590 Pemilih Belum 
Rekam E-KTP
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TIBA: Logistik pilkada Kaur saat ini mulai tiba di gudang KPU Kaur.

Logistik Pilkada Disimpan 
di Gudang KPU

KOTA BINTUHAN – Se-
cara serentak Pengawas Ke-
camatan (Panwascam) se 
Kabupaten Kaur kemarin 
(16/11) melantik 318 Pen-
gawas Tempat Pemungutan 
Suara (PTPS) se Kabupaten 
Kaur.  Dengan dilantiknya 
pengawas TPS ini, maka 
mulai kemarin mereka su-
dah siap menjalankan tugas 
dan menjadi ujung tombak 
pengawasan Pilkada Kaur. 

Ketua Bawaslu Kaur Toni 
Kuswoyo saat dikonfirmasi 
mengakui kalau semua pen-
gawas TPS sudah dilantik 
oleh 15 Panwascam yang 
ada di Kaur. Pelantikan di-
lakukan lebih cepat sebelum 
dilantiknya KPPS yang nanti-
nya akan bertugas di setiap 
TPS pada Pilkada 9 Desem-
ber 2020 yang akan datang. 
Untuk itu Toni meminta 
agar pengawas TPS nanti-
nya dapat bekerja maksimal 
dalam melakukan penga-
wasan saat pencoblosan. 

“Untuk pengawas TPS 
ini akan bekerja selama 30 
hari, mereka akan mulai 
melakukan pengawasan 23 
hari sebelum hari pencob-
losan yaitu tanggal 9 Desem-
ber. Dan tujuh hari setelah 
pencoblosan nantinya se-
lama bertugas mereka akan 
mendapatkan honor sebesar 
Rp 650 ribu. Untuk itu kita 
harapkan mereka yang di-
lantik Panwascam hari ini 
(kemarin red) bisa mem-

bantu kita dalam melakukan 
pengawasan saat pencob-
losan nantinya,” tegas Ketua 
Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo. 

Untuk diketahui setiap 
TPS nantinya akan ditem-
patkan satu PTPS mereka 
akan bertugas melakukan 
pengawasan mulai dari ter-
bentuknya KPPS. Kemu-
dian pembuatan TPS hingga 
usai penghitungan suara 
di tingkat TPS. Sebelum 
diturunkan nantinya PTPS 
tentunya akan mendapat-
kan bimbingan dan arahan 
dari Bawaslu Kaur dan juga 
Panwascam di setiap keca-
matan. Terkait cara kerja dan 
sistem pengawasan hingga 
membuat laporan jika ada 
temuan terkait pelanggaran 
di setiap TPS nantinya. 

Ketua Panwascam Keca-
matan Kaur Selatan Adam 
Iskandar saat dikonfirmasi 
mengaku telah melakukan 
pelantikan untuk PTPS di 
Kecamatan Kaur Selatan 
sebanyak 34 PTPS. Menurut 
Adam, usai dilantik PTPS 
hasil seleksi yang telah di-
lakukan pihaknya selama 
ini diharapkan bisa mem-
bantu Panwascam pada saat 
pemungutan suara tang-
gal 9 Desember 2020 yang 
akan datang.  “Alhamdulilah 
semua berjalan lancar dan 
semua pengawas TPS untuk 
Kaur Selatan sudah kita lan-
tik,” pungkas Adam Iskandar 
kemarin. (cik) 

Panwascam Lantik 318 PTPS

7 Sampan dan 2 Perahu 
Karet Diterjunkan 

KOTA BINTUHAN – Pada hari kedua pencar-
ian dua pemuda Desa Wayhawang Kecamatan 
Maje Kabupaten Kaur pada hari kedua belum 
juga membuahkan hasil. Gelombang tinggi 
yang terjadi saat ini menyulitkan tim gabungan 
menemukan korban. Kedua korban yang belum 
ditemukan adalah Lengki (20) dan Imam (17) 
kedua hilang sejak Minggu dini hari (15/11) 
sekitar pukul 04.00 WIB dan sampai Senin malam 
belum juga ditemukan. 

Tim SAR yang berasal dari TNI, Polri, BPBD 
Kaur, Basarnas dan juga gabungan dari nelayan 
dan warga sekitar mencari keberadaan korban 
di tengah laut saja. Namun juga terus menyisir 
pantai sekitar Desa Way Hawang dan sekitarnya 
untuk mencari keberadaan korban. Tidak hanya 
itu saja tujuh sampan dan dua perahu karet terus 
bergantian mencari korban di tengah laut kemarin. 

Dengan gelombang yang tinggi saat ini pencar-
ian pun belum juga membuahkan hasil, tidak 
hanya itu saja Kapolres Kaur juga menambah 
personel untuk pencarian korban   dengan 
menyisiri pantai hingga Senin malam. Bahkan 
dalam kesempatan itu Kapolres Kaur AKBP Dwi 
Agung Setyono, S.IK, MH meminta semua tim 
sar untuk tetap berkoordinasi dengan nelayan 
sekitar dalam pencarian korban. Hal ini dilaku-
kan karena nelayan sekitar lah yang memahami 
kondisi pasang surutnya air laut di sekitar TKP. 

“Untuk pencarian akan terus kita lanjutkan ses-
uai SOP yaitu tujuh hari kedepan hingga tanggal 
21 November 2020. Kita berharap korban bisa 
ditemukan, melihat kondisi gelombang maka 
pencarian akan lebih kita fokuskan menyusuri 
bibir pantai saja. Namun tetap dengan peralatan 
yang lengkap dan sesuai SOP. Kita minta tim sar 
tidak gegabah dalam mencari korban dan selalu 
berkoordinasi dengan nelayan sekitar,” terang Ka-
polres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono kemarin. 

Melihat kondisi cuaca dan gelombang tinggi, 
hingga kemarin tim SAR belum melakukan 
penyelaman di mana lokasi korban tenggelam 
atau terseret arus saat mancing ikan. Namun 
baru akan dilakukan jika kondisi, gelombang 
sudah normal nantinya. Saat ini tim SAR juga 
telah membangun posko untuk pencarian korban 
hilang di pantai Wayhawang hingga beberapa hari 
ke depan. Tidak hanya itu pihak Polres Kaur juga 
meminta nelayan lainnya di wilayah Kaur juga 
terus memantau keberadaan korban yang diduga 
terseret arus gelombang tinggi. 

“Kita sudah menyisir hingga ke pantai Danau 
Kembar namun belum membuahkan hasil dan 
kita minta tim sar terus berusaha dan menyisir 
pantai. Kita juga minta agar nelayan lainnya 
hingga ke Nasal untuk juga ikut menyisiri pantai 
sekitar tempat tinggal mereka. Untuk mencari 
keberadaan korban yang sampai saat ini belum 
juga kita temukan,” pungkas Kapolres Kaur. 

Untuk diketahui Minggu dini hari kedua korban 
bersama satu korban yang selamat bernama Aksi 
(17) berencana melaut mencari ikan. Namun 
baru sekitar 100 meter ke tengah laut kapal ketig-
anya diterjang gelombang tinggi hingga akhirnya 
kapal terbalik dan kemasukan air. Saat itu lah 
ketiga korban terpisah dan menyelamatkan diri 
berenang ke tepi pantai. Naas dua rekan Aksi, 
nampaknya gagal menuju ke tepi pantai lantaran 
terseret arus gelombang yang tinggi dan sampai 
saat ini belum ditemukan. (cik) 

KOTA BINTUHAN – Pada hari tera-
khir penerimaan berkas dan syarat CPNS 
yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2020 
kemarin (16/11)   sebanyak 102 CPNS 
baru sudah menyampaikan berkas ke 
BKD dan PSDM Kaur. Dengan demikian, 
proses pengajuan Nomor Induk Pegawai 
(NIP) akan segera diusulkan oleh BKD 
dan PSDM ke BKN dalam waktu dekat. 
Sehingga paling   cepat bulan Desember 
2020 yang akan datang 102 CPNS baru 

dilantik menjadi CPNS di lingkungan 
Pemkab Kaur.

Kepada RB, Kepala BKD dan PSDM 
Kaur Arsal Adelin melalui Kabid Mu-
tasi Yosi Afriyanti mengatakan kalau 
semua peserta CPNS yang lulus sudah 
menyampaikan berkas. Bahkan semua 

berkas persyaratan semua CPNS baru ti-
dak ada yang bermasalah dan akan segera 
diusulkan untuk proses pembuatan NIP di 
BKN. Setelah NIP setiap CPNS baru nanti 
keluar baru pihak BKD dan PSDM Kaur 
akan melakukan pelantikan CPNS baru 
untuk tahun penerimaan 2019. 

“Yang pasti 102 berkas dan syarat CPNS 
baru semuanya sudah masuk dan sudah 
kita terima. Jadi tidak ada yang mengun-
durkan diri atau tidak menyampaikan 
berkas ke BKD dan PSDM Kaur. Untuk 
pengusulan pembuatan NIP secepatnya 
dan kita berharap kalau bisa Desember 
2020 semua CPNS Kaur juga bisa dilantik 
seperti kabupaten dan tempat lainnya,” 
pungkas Kabid Mutasi BKD dan PSDM 
Kaur, Yosi Afriyanti. (cik)

Pelantikan CPNS Paling Cepat Desember
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Hasil Swab Positif Corona 
ARGA MAKMUR – Setelah satu 

kasus di Kecamatan Arga Mak-
mur, kali ini terjadi lagi kasus 
jenazah positif Covid-19 yang 
dimakamkan tanpa protokol 
kesehatan (Prokes). Kali ini 
pemakaman jenazah Covid-19 
dengan cara biasa terjadi di 
Kecamatan Lais. 

Bukan hanya tidak dengan 
prokes, namun jenazah dis-
emayamkan dan dimandikan 

kembali di rumah duka. Terma-
suk dimakamkan layaknya jen-
azah biasa dengan kerumunan 
warga kejadian ini terjadi 10 
November lalu. 

Kabid Pencegahan dan Pen-
gendalian penyakit (P2P) Dinas 
Kesehatan Ujang Ismail, SKM, 
M.Ph menuturkan jika pasien 
lebih dulu dirawat di RSUD Arga 
Makmur sebelum meninggal. 
Tim medis sudah menyatakan 
jika pasien tersebut propable 
atau suspect Covid-19 dengan 

ciri media yang dialami pasien. 
“Sudah kita ambil swab dan 

dinyatakan pasien tersebut sus-
pect Covid-19,” terangnya. 

Namun memang sebelum ha-
sil swab terbit, kondisi pasien 
memburuk dan akhirnya me-
ninggal dunia. RSUD sudah 
berencana akan melakukan 
pemulasaran dan pemakaman 
sesuai prokes, atau setidaknya 
dilakukan pemulasaran secara 
protokol Covid dan selanjutnya 
bisa langsung dimakamankan 

oleh keluarga di pemakaman 
umum. 

“Namun memang keluarga 
menolak, keluarga tetap ingin 
melakukan perawatan jenazah 
seperti biasanya. Sehingga me-
mang kita tidak bisa memak-
sakan hal tersebut, apalagi me-
mang kondisi keluarga yang 
sangat berduka dan belum terbit 
hasil swab,” terangnya. 

Setelah beberapa hari pasien 
dimakamkan, Satgas Covid-19 
baru mendapatkan hasil jika 

sample swab yang dilakukan 
ternyata positif Covid-19. Sat-
gas  juga sudah melakukan 
tracking dengan melakukan 
pemeriksaan pada warga yang 
melakukan kontak erat, terma-
suk dengan keluarga. 

“Mereka yang yang memang 
kontak erat dan bersedia di-
lakukan swab, kita ambil sample 
swab dan sudah kita kirimkan ke 
Satgas Provinsi untuk dilakukan 
uji laboratorium,” terangnya. 

Dengan bertambahnya satu 

kasus meninggal dunia tersebut, 
jumlah kasus positif Covid-19 di 
BU menjadi 5 orang. Saat ini BU 
terdiri dari 75 kasus Positif Co-
vid-19. Ia mengimbau masyarakat 
untuk tetap patuh pada protokol 
Covid-19 sehingga bisa memutus 
rantai penyebaran Covid-19. 

“Kita terus berusaha menekan 
angka penambahan Covid-19, 
namun hal itu bisa kita lakukan 
jika memang masyarakat patuh 
pada protokol kesehatan,” im-
buh Ujang. (qia)

APD Saat Pencoblosan Siap Dibagi
ARGA MAKMUR – KPU Bengkulu Utara (BU) 

sudah menerima Alat Pelindung Diri (APD) 
dan perlengkapan pencegahan penyebaran 
Covid-19. APD ini digunakan saat pemungutan 
suara 9 Desember di 637 TPS di 19 Kecamatan, 
215 desa dan 5 kelurahan di BU. 

Diantara APD yang datang tersebut adalah 
masker kain, sarung tangan plastik, tisu, kantung 
plastik sampah, dan face shield. Selain itu ada 
juga semprotan, sabun cuci tangan, set tempat 
cuci tangan dan disinfektan. 

Ketua KPU BU Suwarto, SH menuturkan jika 
perlengkapan tersebut nantinya akan disebar 
ke seluruh TPS dan penyelenggara pemilu. 
Bukan hanya untuk penyelenggara hingga ke 
TPS, namun juga ada barang yang digunakan 
untuk pemilih. 

“Kita siapkan sarung tangan plastik bagi pe-
milih. Jadi mereka yang masuk menggunakan 
sarung tangan plastik sehingga saat memegang 
kertas tidak terjadi penularan,” terangnya. 

Selain itu nantinya akan diberikan tisu untuk 
digunakan saat meneteskan tinta usai masyara-
kat menyalurkan hak pilihnya. Saat ini APD 
tersebut sudah kita simpan di gudang KPU un-
tuk dibagikan ke seluruh TPS bersama dengan 
logistik pemungutan suara. 

“Jumlahnya sudah kita hitung, lebih dari kebu-
tuhan yang kita butuhkan. Tentunya kelebihan 
ini akan kita cek jika memang ada kerusakan 
akan kita ganti dengan yang baru,” terangnya.  

Saat BU masih dalam status zona orange 
penyebaran Covid-19 dan jumlah kasusnya 
terus bertambah. Sehingga ia benar-benar 
mengingatkan pada seluruh penyelenggara 
hingga ke tingkat TPS untuk mematuhi protokol 
kesehatan. 

“Dengan adanya APD yang digunakan untuk 
penyelenggara dan pemilih, kita takin bisa 
menghindari terjadinya penularan. Hanya saja 
sangat mengimbau agar pemilih yang datang ke 
TPS patuh,” imbuh Suwarto. (qia)

Corona Meledak, Pemkab 
Ambil Langkah 

ARGA MAKMUR – Saat ini kasus Covid-19 
di Provinsi Bengkulu terus meningkat, bah-
kan lonjakan kasus positif Covid-19 di Beng-
kulu Utara (BU) dalam sebulan belakangan 
hingga 50 kasus. Bahkan saat ini BU menjadi 
daerah kelima di Provinsi Bengkulu dengan 
jumlah positif Covid-19 sebanyak 65 kasus 
dengan lima diantaranya meninggal dunia. 

Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menutukan 
jika Pemkab BU akan mengambil langkah 
terkait dengan meledaknya kasus Covid-19 di 
BU. Bahkan kemarin Pjs Bupati Dr. Iskandar 
ZO, SH, M.Si kemarin mengajaknya bersama 
seluruh pejabat yang terkait dengan penanga-
nan Covid-19 untuk rapat internal.

“Jadi hari ini k ami dipanggil Pak Pjs Bupati 
untuk membahas lonjakan kasus tersebut. 
tentunya untuk menyiapkan solusi terkait 
lonjakan kasus Corona,” terangnya. 

Ia menegaskan dalam pembahasan tersebut 
Pemkab BU akan mencari solusi untuk menekan 
angka penyebaran Covid-19 di BU. Termasuk 
menanggulangi dampak-dampak yang terjadi 
akibat penyebaran Covid-19 tersebut.

“Nanti akan kita sampaikan terkait lang-
kah-langkah yang akan kita ambil untuk 
penanganan Covid-19 dan menekan angka 
penyebaran Covid-19,” terangnya. 

Saat ini penyebaran Covid-19 sudah hampir 
terjadi di seluruh Kecamatan, bahkan seluruh 
klaster penyebaran Covid-19 di BU sudah ada 
mulai dari perkantoran, pusat keramaian, 
sekolah hingga tenaga medis. Sedangkan saat 
ini di BU masih diperbolehkan melakukan 
pesta dengan mengundang masyarakat. 

Meskipun sesuai aturan wajib mengi-
kuti protokol kesehatan, namun yang sering 
terjadi justru penyelenggara pesta tidak 
mengindahkan protokol kesehatan. 

“Memang sesuai dengan Perbup 50/2020 
pesta pernikahan diperbolehkan, namun 
wajib dengan protokol kesehatan. Dengan 
kondisi sekarang, akan ktia bahas lebihdulu 
apakah memang ada perubahan atau kita 
perketat kembali,” pungkas Haryadi. (qia)

Lagi, Jenazah Dimakamkan Tanpa Prokes 

Shandy/rb 

APD PEMILU: APD untuk hari H pencob-
losan sudah siap di gudang KPU.  

Djpb Beri Tiga Penghargaan Terbaik
ARGA MAKMUR – Kepala Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan Provinsi Bengkulu kema-
rin mengunjungi Bengkulu Utara 
(BU). Ia memberikan tiga sertifikat 
penghargaan terkait dengan pen-
gelolaan keuangan 2019. Ini setelah 
ini BU mendapatkan status Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
2018, 2019, 2020 untuk pengelolaan 
keuangan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil Djpb Provinsi Beng-
kulu Ismed Saputra, SE, MM menu-
turkan BU memang menjadi kategori 
terbaik dalam pengelolaan keuangan 

dan penyajian laporan. Penghargaan 
tersebut diberikan atas pengelolaan 
keuangan 2019 lalu yang dilak-
sanakan Pemkab BU. 

“Jadi penghargaan ini atas pelapo-
ran dan pengelolaan keuangan tahun 
2019. Kita nilai penyajiannya sudah 
sesuai aturan dan jika memang hal 
tersebut konsisten, saya yakin bukan 
tak mungkin akan mendapatkan 
status WTP untuk keempat kalinya,” 
terangnya Ismed.

Selain sertifikat WTP, Ismed kema-
rin juga mengantarkan penghargaan 
terbaik kategori Sistem Informasi 
Kredit (SIKP) KUR tingkat Provinsi 
dan peringkat terbaik penyaluran 
Dana Desa (DD). Ketiganya adalah 

pengelolaan anggaran 2019. 
“Jadi memang penyajian infor-

masi dan penyaluran yang dilakukan 
Pemkab BU untuk program KUR 
dan Dana Desa terbaik diantara ka-
bupaten lain berdasarkan penilaian 
kita,” terangnya. 

Sementara Sekda BU Dr. Hary-
adi, MM, M.Si menuturkan BU 
mendapatkan tiga kali berturut-turut 
WTP di bawah kepemimpinan Bu-
pati Ir. Mian dan Wabup Arie Septia 
Adinata, SE, M.Ap. Bahkan, ia men-
targetkan audit BPK 2021 kembali 
mendapatkan opini WTP. 

“Pak Mian dan Pak Arie sebagai 
Bupati dan Wabup saat itu memang 
menekankan pada seluruh pejabat, 

terutama pengelola anggaran. Jangan 
bermain dengan anggaran. Ini hasil 
yang kita dapatkan, tiga kali WTP 
dan target kita mendapatkan WTP 
keempat,” tegas Sekda. 

Tahun ini Pemkab BU banyak 
mengalokasikan anggaran untuk 
penanganan Covid-19. Namun ia 
pastikan semua pengalokasian 
anggaran maupun belanja yuang 
terkait penanganan Covid-19 dipas-
tikan sudah sangat sesuai dengan 
aturan. 

“Nantinya tentu dana penanganan 
Covid-19 akan masuk dalam item 
audit. dan kita yakin kita kembali 
mendapatkan status WTP di tahun 
depan,” tegas Sekda. (qia)

Patuh Aturan, Kakanwil Yakin BU Bisa WTP Lagi

Shandy/rb 

PENGHARGAAN: Kakanwil Djpb saat memberikan penghargaan pada Pjs Bupati BU Iskandar ZO. 

ARGA MAKMUR – Tabrak lari 
terjadi di Kota Arga Makmur 
Bengkulu Utara (BU) pukul 12.00 
WIB kemarin. Kecelakaan men-
impa Else (21) warga Desa Rama 
Agung Arga Makmur yang mem-
bonceng ibunya, Wati, persis di 
depan persimpangan kediaman 
dinas Bupati dan Ketua DPRD BU. 

Akibat kecelakaan ini, kedua 
korban dilarikan ke Puskesmas 
Gunung Alam Arga Makmur den-
gan kondisi luka lebam di sekujur 
tubuhnya. Tak hanya itu, motor 
Honda Scoopy yang dikemudi-
kan korban juga ringsek akibat 
kecelakaan tersebut. 

Kecelakaan ini terjadi saat ko-
rban melaju dari arah kantor 
Bupati BU menuju Kelurahan 
Kemumu. Tiba-tiba dari arah 
belakang datang mobil mini bus 
dengan kecepatan tinggi dan me-

nabrak korban dari arah belakang 
hingga keduanya terjungkal. 

Else menuturkan jika dirin-
ya sempat melihat mobil yang 
menghantamnya dari belakang 
tersebut. Meski tak mengingat 
nomor polisi kendaraan, namun 
mobil tersebut berjenis mini bus 
warna hitam yang melaju dengan 
kecepatan tinggi. 

“Mobil itu juga pasti bagian 
kanannya depannya rusak, kare-
na memang menghantam kami 
keras. Usai menabrak kami, tidak 
berhenti sama sekali langsung 
melaju lurus ke arah Kemumu,” 
terangnya. 

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo 
Hartanto, S.IK, MH melalui Kasat 
Lantas Iptu. Yenni Puspita, SH 
menuturkan jika polisi sudah me-
lihat kondisi korban dan melaku-
kan penyelidikan. Termasuk 

menyebarkan informasi terkait 
kendaraan yang diduga terlibat 
kecelakaan tersebut.

“Anggota sudah datang memintai 
keterangan singkat dari korban, 
termasuk dari warga yang melihat 
kejadian untuk berusaha mencari 
kendaraan yang terlibat dalam ke-
celakaan tersebut,” terangnya. 

Ia juga mengimbau pengendara 
kendaraan yang terlibat dalam 
kecelakaan tersebut untuk mel-
apor ke Polisi sehingga bisa 
mempermudah penyelidikan 
yang dilakukan Polisi. Sehingga 
memang perkara ini bisa segera 
menemukan titik temu.

“Kita mengimbau pengemudi 
kendaraan yang merasa terlibat 
dalam kecelakaan tersebut untuk 
melaporkan ke Polisi, memberi-
kan keterangan terkait kecelakaan 
tersebut,” imbuh Kasat. (qia)

Shandy/rb 

TABRAK LARI: Polisi saat melakukan pengumpulan data pada korban tabrak lari. 

Minibus Hitam Tabrak Ibu dan Anak, Lalu Kabur 
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Sosialisasi Kode Etik
BENGKULU - Bertempat di Madeline Hotel, 

DKPP RI mengundang Bawaslu Provinsi Bengkulu, 
Tim Pemeriksa Daerah unsur Bawaslu Provinsi 
dan Tokoh Masyarakat, Bawaslu dan KPU Kota 
Bengkulu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Seluma, 
Bawaslu dan KPU Bengkulu Tengah dalam agenda 
Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu.

Dr. Alfitra Salam Majelis DKPP RI menyampaikan 
tidak perlu ada pro dan kontra lagi terkait pelak-
sanaan pilkada di tengah pandemi seperti saat ini. 
“Kita harus meyakini bahwa pelaksanaan pilkada 
ini sehat dan tidak menimbulkan klaster baru. Kita 
harus memprioritaskan sosialisasi kepada paslon. 
Harus bisa menunjukkan kepada masyarakat 
terkait kepedulian terhadap covid,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan konsep kerjasama KPU 
dan Bawaslu harus seirama dan kerja sama tetap 
harus diprioritaskan, komunikasi yang baik 
antara KPU dan Bawaslu harus tetap berjalan. 
Mejelis DKPP ini juga mengingatkan bahwa 
potensi pelanggaran kode etik meningkat pada 
saat pelaksanaan pilkada.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan 
Harahap dalam sambutannya menyampaikan 
kenetralan merupakan hal yang paling prioritas. 
“Sebagaimana pernah disampaikan Prof. Jimly, 
bahwa jangankan tidak netral, terlihat tidak netral 
pun itu sudah bermasalah,” ujarnya.(**)

IST/RB

KODE ETIK: Rapat persiapan sidang dan 
sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu.

KOTA MANNA - Debat ter-
buka perdana Paslon Bupati 
dan Wakil Bupati Bengkulu 
Selatan (BS) digelar KPU BS 
kemarin (16/11). Empat paslon 
memaparkan visi dan misi serta 
program masing-masing untuk 
menyakinkan masyarakat BS 
menentukan pilihannya. Debat 
dipandu oleh moderator Pihan 
Pino, M.IKom.

Paslon nomor urut 1, Har-
tawan-Darmin menyampaikan 
visi misi mereka membangun 
masyarakat BS religius dan 
bermartabat, maju bersama 
dan sejahtera didukung pe-
merintahan yang profesional. 
Mereka juga akan memperkuat 
tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokratis dan 
transparan.

“Pemerintahan Hartawan-
Darmin tidak akan mengobral 

janji, tetapi siap memberikan 
bukti,” papar Hartawan.

Sedangkan paslon nomor 
urut 2, Budiman Ismaun-
Helmi Paman mengatakan 
mereka akan mewujudkan 
masyarakat BS sejahtera dan 
berdaya saing. Disebutkan 
Budiman, peningkatan tata 
kelola pemerintahan yang 
efektif, bersih dan demokra-
tis melalui penyelenggaraan 
reformasi birokrasi menuju 
pemerintahan yang profes-
sional, apiratif, partisipatif 
dan transparan. 

“Birokrasi yang baik maka 
pemerintahan akan berjalan 
baik. Selain birokrasi, kita telah 
menyusun program prioritas 
seperti perluasan pertanian 
dan lainnya,” ujar Budiman.

Paslon nomor urut 3, Gusnan 
Mulyadi-Rifai Tajuddin juga 

menjanjikan masyarakat 
BS yang lebih sejahtera dan 
berkeadilan. Visinya, terwu-
judnya masyarakat madani 

menuju BS EMAS berlandas-
kan cinta BS. “Di saat yang lain 
baru berencana melakukan 
programnya, kami telah me-
mulainya,” tegas Gusnan.

Sementara itu, paslon nomor 
urut 4, Dewi Sartika-Marwan 
Iswandi memaparkan visi 
mereka yaitu terwujudnya 
masyarakat BS yang berem-
pati, mandiri, tangguh, ber-
budaya dan tenteram. Dengan 
misi meningkatkan kualitas 
SDM yang berwawasan ung-
gul. “Kami akan menjadikan 
BS lebih baik, dengan moto 
pemimpin adalah pelayan 
dan rakyat adalah rajanya,” 
terang Dewi Sartika atau akrab 
dipanggil Rika Yohan ini.

Ketua KPU BS, Alpin Sam-
sen, S.Pt mengatakan, debat 
terbuka ini untuk memberikan 
referensi agar masyarakat dapat 
menentukan pilihannya. “Kami 
mengajak masyarakat BS untuk 
datang ke TPS 9 Desember 
nanti,” ajak Alpin.(tek)

RIO/RB

DEBAT: Empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan mengikuti debat terbuka, Senin (16/11).

Semua Paslon Janji
Sejahterakan Masyarakat

BENGKULU - Anggota 
Bawaslu Provinsi Beng-
kulu Dodi Herwansyah, 

S.Pd, MM menyampaikan 
pihaknya akan memproses 
setiap laporan yang masuk 
terkait dugaan pelang-
garan pilkada. Termasuk 
laporan yang disampai-
kan Pemuda Pancasila, 
kemarin. 

“Adanya dugaan tang-
kap tangan. Kami belum 
memeriksanya. Apakah 
itu termasuk kategori pe-
langgaran atau bukan. 
Akan kita periksa dulu,” 
kata Dodi. Dodi berharap 
partisipasi masyarakat 
lebih aktif untuk men-
gawasi hingga melapor-
kan indikasi pelanggaran 
pilkada serentak ini. 

Diketahui Pemuda Pan-
casila Bengkulu bersa-
ma Penasehat Hukum 
Paslon Nomor Urut 3, 
Tarmizi Gumay, SH, MH 
menyambangi kantor 
Bawaslu Provinsi Beng-
kulu kemarin. Kedatangan 
mereka untuk melapor-
kan dugaan pelanggaran 
pilkada sekaligus men-
egaskan bahwa pihaknya 
akan mengawal tahapan 
pilkada ini. Juga mem-
inta Bawaslu benar-benar 
menindaklanjuti laporan 
atas temuan dugaan pe-
langgaran tersebut.

“Didapati pembagian un-
tuk mempengaruhi mata pi-
lih, tadi sudah diamankan. 
Secara prosedur telah di-
laporkan ke Bawaslu. Maka 
kami minta Bawaslu untuk 
profesional menangani ini,” 
tegas Tarmizi.(war)

Dugaan Pelanggaran
Diproses Bawaslu
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XXI BenMall 
Dibuka Kembali
Terapkan Protokol Kesehatan 

BENGKULU – Ini kabar baik bagi pe-
cinta film bermutu di Bengkulu. Sejak Sabtu 
(14/11) lalu Bioskop XXI Bencoolen Mall 
(BenMall) sudah beroperasi kembali. Pem-
bukaanya ditandai dengan seluruh theater 
yang tersedia menayangkan film-film, baik 
lokal maupun asing dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Divisi Marketing BenMall Widji 
Lestari mengatakan pembukaan Bioskop 
XXI ini pada pokoknya tidak berbeda seperti 
sebelum masa pandemi. 

BENGKULU – Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) Pemkot Beng-
kulu 2020 diketahui bakal diproyeksi 
mengalami defisit mencapai Rp 150 

miliar. Hal ini, disebabkan pendapatan 
asli daerah (PAD) yang diperkirakan tak 
sesuai target, sebesar Rp 233 miliar. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 

I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi dalam 
Rapat Paripurna pengambilan keputusan 
dan pendapat akhir Walikota Beng-
kulu terhadap dua Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) Garis Sempadan Ban-
gunan dan Raperda Penyertaan Modal 
BPRS Fadhilah, di Ruang Paripurna, 
Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu, Senin 

(16/11).
Dia menegaskan, saat ini anggaran Pem-

kot Bengkulu berada di zona merah. 

APBD Diproyeksi Defi sit Rp 150 Miliar
Baca APBD...Hal 15

PGRI 
Kembali 
Datangi 
Dinas 
Dikbud
TPG Belum 
Juga Cair

BENGKULU – Setelah pen-
gurus PGRI Kota Bengkulu 
mendatangi Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Dik-
bud) Provinsi Bengkulu, gil-
iran PGRI Provinsi Bengkulu 
menemui Plt Kepala Dinas 
Dikbud Eri Yulian Hidayat. 
Mempertanyakan kepastian 
pencairan TPG Triwulan III 
guru SMA/SMK/SLB.

“Silaturahmi sekaligus 
koordinasi terkait tunjan-
gan profesi guru triwulan III 
yang belum juga masuk ke 
rekening guru,” kata Wakil 
Ketua I PGRI Provinsi Beng-
kulu Asep Suparman men-
jelaskan kdatangannya ke 
Dikbud Provinsi Bengkulu, 
Senin (16/11).

Baca PGRI...Hal 15

IST/RB

NONTON:  Terlihat warga tengah menonton fi lm di Bioskop  XXI yang baru dibuka dua hari lalu. Baca XXI...Hal 15
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PM BOR,  Menerima Pemb. Sumur Bor Dgn 
Mesin& Service, Hub. Irwan 085379259286, 
Almt Jl. S. Parman 6 RT.7 RW.2 Pdg Jati BKL

•  SUMUR BOR • •  JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang 
Mas ,  SHM,  H rg  Nego .  Tanpa 
Perantara.  Hub.  085228004888

•  SUMUR BOR •
WFF BOR, Jaa Pembuatan Sumur Bor & 
Service, Hub. Andi Tlp/Wa 082346329870, 
A/L: Sukaraja Dusun II Bengkulu

•  SUMUR BOR •
HERMANSYAH SINAGA, Pembuatn & Servis 
Sumur Bor, Servis Jet Pum& Summersible Dpn Ben-
colen Mall (BIM) Hub. 081367722575/ 085783169529

Hasil koordinasi dengan Dikbud, sam-
bungnya, dari yang disampaikan Plt Kepala 
Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Eri Yulian 
Hidayat ke mereka bahwa, secara keleng-
kapan administrasi di Dinas Dikbud sudah 
semua. Hanya saja tinggal lagi pencairan 
oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Provinsi Bengkulu.

“Jadi kawan-kawan guru Insya Allah dalam 
waktu dekat ini, tunggu saja pencairannya 
karena tadi sudah dikonfirmasi dari dinas 
dikbud ke bagian keuangan,” terang Asep. 

Untuk diketahui, anggaran untuk pemba-
yaran TPG ini sudah ditransfer pusat ke kas 
daerah. Tahap pertama untuk pencairan  
TPG triwulan III ini ada 2.753 guru di bawah 
naungan Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu 
sudah diajukan. Untuk pembayaran TPG 
karena sudah mendapatkan SK Penerima 

TPG.
Meliputi guru SLB sebanyak 63 orang, guru 

SMA sebanyak 1.713 orang, dan guru SMK 
sebanyak 977 orang sudah diajukan untuk 
pembayaran tahap pertama oleh Operator 
SIM Pembayaran Dikbud Provinsi Beng-
kulu ke bagian keuangan dikbud.  Untuk 
pencairan TPG triwulan III ini dibutuhkan 
anggaran sekitar Rp 31,322 miliar.

“Semuanya butuh proses, dalam 1-2 hari 
ini kita selesaikan semua. Tunggu saja, kita 
harapkan teman-teman guru dapat sabar,” 
ujar Plt Kepala Dinas Dikbud Provinsi 
Bengkulu Eri Yulian Hidayat saat dikonfor-
masi terkait keterlambatan pembayaran 
TPG ini.

Terpisah, Kepala BPKD Provinsi Bengkulu 
Noni Yuliesti memastikan bahwa sepanjang 
persyaratan untuk pembayaran TPG ini su-
dah selesai dan lengkap serta diajukan oleh 
Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu ke BPKD, 

maka pihaknya akan mem-
prosesnya untuk pencairan. 
Menurut Noni, tidak ada 
kendala untuk pembayaran 
TPG karena anggarannya 
sudah tersedia. 

“Terkait TPG ini, syarat-
nya duit dari pusat su-
dah masuk, kita cek sudah 
masuk.  Jadi tidak ada ala-
san untuk tidak mengeluar-
kan (SPD), Sepanjang OPD 
mengusulkan kita keluar-
kan. Nanti kita cek lagi,” 
pungkas Noni. (key)

Hal ini   disebabkan apa yang 
direncanakan oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim 
perencanaan Pemkot Bengkulu tidak 
sinkron dengan apa yang disampaikan 
Plt. Walikota Bengkulu dalam rapat 
paripurna. Dalam pembahasan pihak 
TAPD menjanjikan PAD bisa mencapai 
target bahkan mereka optimis dengan 
pencapaian PAD 2020.

“Artinya kalau DPRD mungkin sudah 
biasa dibohongi oleh TAPD, sekarang 
malah kepala daerah yang dibohongi 
oleh TAPD dan termasuk kepala OPD 
yang  juga dibohongi oleh TAPD. 
Kenapa? Mereka menjanjikan untuk 
membuat program tapi uangnya tidak 
ada. Hari ini terbukti dan terungkap 
semua dalam paripurna,” jelasnya.

Dia mengatakan, dampak dari itu, 
pembahasan APBD 2021 juga terk-
endala. Telah dijadwalkan sebanyak 
beberapa kali, namun selalu ditunda 
karena bahan pembahasan APBD 
2021, TAPD tidak sediakan. “Berapa 
kali ditunda, sampai hari ini tidak ada 
kejelasan apakah bisa dibahas atau 
tidak,” terangnya. 

Anggota Komisi I dan tim banggar  
DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay 
juga menimpali masalah deficit terse-
but. Dia mengatakan, pihaknya telah 
menyampaikan kajian secara keuan-
gan kepada tim TAPD bahwa melihat 
kondisi ekonomi saat ini tidak mungkin 
untuk menaikkan PAD. Namun saat itu 
TAPD meyakinkan bahwa PAD dapat 
dinaikkan. Maka  dari itu ada kenaikan 
dari Rp 207 miliar menjadi Rp 233 mil-
iar ada kenaikan sebesar Rp 26 miliar. 

“Setelah disahkan kita sudah pas-
tikan uangnya ada atau tidak target 
pencapain PAD  bisa atau tidak karena 
milihat kondisi. Pemkot meyakinkan 
bahwasanya PAD akan naik. Dan 
imbasnya kita defisit sampai Rp 150 
miliar,” ungkapnya 

Dilanjutkannya, jika dikalkulasi dari 
awal, tetap setelah APBD disahkan, 
DPA sudah terbit, baru pihak BPKAD 
tidak membuat atau menolkan status 
DPA  tiap OPD OPD hal tersebut  tidak 
lazim. “Dalam sebuah pengang-
garan, jika DPA harus dilaksanakan, 

kalau tidak dilaksanakan atau sudah 
dilaksanakan maka akan menjadi 
hutang Pemkot, kalau kita hutang itu 
kelalaian dari perencanaan TAPD,”  
terangnya.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Wa-
likota Bengkulu Dedy Wahyudi dalam 
Rapat Paripurna pengambilan kepu-
tusan dan pendapat akhir Walikota 
Bengkulu terhadap dua Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) Garis 
Sempadan Bangunan dan Raperda 
Penyertaan Modal BPRS, di gedung 
Paripurna DPRD Kota Bengkulu, 
Senin (16/11).

Terkait  defisit anggaran tersebut, 
Plt Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi 
mengatakan bahwa sistem anggaran 
pemerintah adalah sistem anggaran 
berimbang. Pada saat penyusunan 
pihaknya  mengansumsikan pendapat 
PAD Rp 233 miliar, ditambahkan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Aloka-
si Umum (DAU) sehingga nantinya 
berimbang, namun asumsi tersebut 
tidak sesuai dengan target sehingga 
terjadi defisit.

“Dalam perjalanan akibat Covid-19 
ini asumsi pendapatan tadi tidak se-
suai dengan target maka pemasukan 
kecil kemudian belanjanya jadi besar, 
maka terjadilah defisit anggaran,” ung-
kap Dedy.

Target Pendapatan Provinsi Rp 2,8 
Triliun

Sementara itu, Pemprov Bengkulu 
kembali melakukan evaluasi real-
isasi penerimaan pendapatan untuk 
mengejar target pendapatan sebelum 
tahun anggaran berakhir. Hasil rapat 
evaluasi kemarin realisasi sampai 
saat ini baru 74,8 persen dari target 
Rp 2,8 triliun.

Asisten III Setdaprov Bengkulu Got-
ri Suyanto, menerangkan, pihaknya 
masih mengejar target realisasi 
pendapatan dengan waktu yang ter-
sisa saat ini. Untuk itulah evaluasi 
dengan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) digiatkan, mengejar OPD 
yang mana saja masih bisa digenjot 
untuk pemasukan pendapatan bagi 
daerah.

“Hari ini (kemarin, red) merupa-
kan rapat lanjutan sebelumnya awal 

bulan lalu. Mengevaluasi 
capaian pendapatan OPD 
dan target kedepan,” kata 
Gotri.

Dari hasil evaluasi diketa-
hui bahwa realisasi penda-
patan provinsi saat ini sudah 
mencapai 74, 89 persen dari 
target pendapatan seletah 
adanya refocusing sebesar 
Rp 2,8 triliun. Tujuan evalu-
asi dengan mengumpulkan 
seluruh OPD, untuk menge-
tahui sejauh mana pemasu-
kan pendapatan masih bisa 
dikejar dan yang terdampak 
karena adanya pandemi 
Covid-19. 

“Kita evaluasi mana yang 
masih dikejar dan mana yang 
benar-benar terdampak seh-
ingga tidak memungkinkan 
lagi untuk dikejar realisas-
inya. Masih ada waktu untuk 
mengejar realisasi target,” 
bebernya

Kabid Pengelolaan Penda-
patan Daerah BPKD Provinsi 
Bengkulu, Sepra Agusri, 

menambahkan 
untuk PAD sudah 
mencapai 80,83 
p e r s e n  a t a u 
sebesar Rp 589 

miliar lebih. Capaian ini sudah baik, 
meskipun terjadi penurunan realisasi 
dibandingkan tahun lalu karena im-
bas dari adanya pandemi Covid-19. 
Termasuk pendapatan secara umum 
yang berasal dari pemerintah pusat, 
mengalami penurunan. 

“Kalau melihat perbandingan dari 
tahun sebelumnya, tentunya pasti 
turun karena kondisi saat ini. Tetapi 
target dalam capaian sebelumnya 
tetap baik,” demikian Sepra.

Ketok Palu APBD Terancam 
Molor

Di sisi lain, Ketok palu Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi Bengkulu tahun anggaran 
2021 terancam molor. Lantaran sam-
pai saat ini KUAPPAS APBD belum 
juga disepakati. Pembahasan KUA-
PPAS antara TAPD dan Badan Ang-
garan (Banggar) DPRD pun beberapa 
kali ditunda.

Hal ini diakui anggota Banggar 
DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Sam-
si. Menurutnya target ketok palu yang 
biasanya paling lambat 31 November, 
untuk APBD 2021 kemungkinan besar 
tidak akan tercapai. Mengingat saat 
ini sudah memasuki pertengahan No-
vember sementara KUAPPAS APBD 
2021 saja belum disepakati.

“Sudah berapa kali dijadwalkan un-
tuk pembahasan tapi harus ditunda, 
terakhir alasan penundaan kemarin 
karena harus menginput dulu kegia-
tan ke dalam SIPD (Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah (SIPD),” ujar 
Edwar.

Lanjutnya, dalam SIPD setelah KUA 
dan PPAS disepakati, secara sistem 
langsung masuk ke tahap raperda dan 
pagu PPAS yang telah disepakati tidak 
dapat lagi diubah. Perubahan hanya 
bisa dilakukan di rincian anggaran 
tanpa merubah pagu anggaran. “Ka-
lau SIPD selesai, baru pembahasan 
KUAPPAS dimulai untuk kemudian 
disepakati,” jelas Edwar.

Keterlambatan pembahasan KUA-
PPAS 2021 ini, sambung Edwar, bukan 
semata dikarenakan keterlambatan 
pihak eksekutif menyerahkan KUA-
PPAS, namun juga dikarenakan 
menunggu Peraturan Mendagri ten-
tang pedoman penyusunan APBD 
2021 yang tahun ini juga terlambat 
turun. Sehingga mempengaruhi 
KUAPPAS.

“Biasanya Permendagri ini Mei su-
dah turun, dan Juli KUAPPAS APBD 
sudah diserahkan. Tapi tahun ini 
permendagri baru turun Septem-
ber. Kita maklumi ini juga karena 
kondisi sedang pandemi Covid-19,” 
tukas Edwar.

Sementara ini rencana peneri-
maan daerah tahun anggaran 2021 
yang tertuang dalam proyeksian 
KUAPPAS yang disampaikan kepada 
DPRD, sambung Edwar, mencapai 
Rp 3,055 triliun. Pada tahun 2021, 
kebijakan umum anggaran masih 
mengacu pada visi misi gubernur 
dan revisi RPJMD. Begitupun untuk 
penanganan Covid-19 masih menjadi 
prioritas.

Asisten III Setdaprov Bengkulu Got-
ri Suyanto menerangkan pihaknya 
masih menunggu SIPD selesai dic-
etak, untuk kemudian baru bisa 
dilanjutkan pembahasan KUAPPAS 
bersama DPRD. “Iya kita memang 
terkendala printout, karena kita 
sudah menggunakan SIPD. Setelah 
selesai langsung kita sampaikan kem-
bali dengan DPRD, dan menunggu 
jadwal ulang dari DPRD,” demikian 
Gotri. (juu/key)
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Hanya yang membedakan penonton wajib 
menggunakan masker, dilarang berkeru-
mun, dan saat di dalam bioskop duduknya 
pun sudah menerapkan jarak-jarak seh-
ingga tidak berdekatan. Mengurangi kontak 
sesama penonton. Pemesanan tiket kata 
Wiwid menggunakan protokol kesehatan 
yang ketat, saat mengantre harus memberi 
jarak. ‘’Untuk mudahnya kami menyarankan 
agar calon penonton membeli tiket secara 
online saja, untuk menghindari kerumu-
nan,‘’ paparnya. Harga tiket per orang mulai 
dari Rp 25 ribu sampai dengan Rp 35 ribu, 
dan  normalnya antara harga tiket per orang 
mulai dari Rp 25 ribu sampai dengan Rp 
35 ribu, dan  normalnya antara Rp 35 ribu 

sampai dengan Rp 55 ribu.
Melalui pembukaan Bioskop XXI ini kata 

Wiwid diharapkan dapat melepas dahaga  
masyarakat Bengkulu yang sudah lama 
menunggu untuk  menyaksikan film-film 
baik Indonesia maupun asing di gedung 
bioskop secara lebih nyaman, dan terjaga 
dari penularan Covid-19. ‘’Mudah-muda-
han dengan pembukaan ini hiburan untuk  
masyarakat bisa dijalankan,‘’ pungkasnya.

Sementara itu, Agus pengunjung XXI Ben-
Mall mengaku sangat senang dengan telah 
dibukanya kembali bioskop tersebut. Dia 
bersama keluarga bisa menonton di bioskop. 
Tentunya lebih nyaman ketimbang nonton 
film di hand phone atau Tv di rumah. “Kita 
cukup menyamput antusias dengan pembu-
kaan XXI ini,” tutupnya. (iks)

XXI BenMall Dibuka Kembali

PGRI Kembali Datangi Dinas Dikbud

BENGKULU - Penyera-
pan Dana Desa (DD) di 
Provinsi Bengkulu tahun 
2020  sampai dengan 10 
November, atau tepat hari 
Pahlawan telah memasuki 
babak akhir. Alasannya dari 
total Pagu yang sebesar Rp 
1.085.020.660.000 yang su-
dah berada di Rekening 
Kas Desa (RKD) menembus 
angka Rp 964.900.202.000 
atau sebesar 88,9 persen. Itu 
berarti sisa dari  pagu sudah 
tak banyak lagi, alias hanya 
sebesar Rp 120.458.000 atau 
hanya tinggal 11,1 persen.

Kepala DJPb Provinsi Beng-
kulu Ismed Saputra men-
gatakan besarnya jumlah 
pagu sampai ke rekening 
kas desa, memang sudah 

menjadi keinginan Pemer-
intah Pusat. Terlebih set-
elah Kementerian Keuangan 
sudah menerbitkan aturan 
baru yang menginginkan agar 
kerumitan penyaluran dana 
desa dari Rekening Umum 
Kas Negara (RKUN) langsung 
masuk ke  Rekening Kas Desa. 
‘’Jadi tidak lagi  masuk ke 
Rekening Umum Kas Daerah 
(RKUD) yang terkesan terlalu 
birokratis,‘’ jelasnya. Dengan 
masuknya duit dana desa ke 
Rekening Kas Desa membuat 
mereka lebih leluasa menggu-
nakan anggaran yang tersedia 
sesuai peruntukan asal sudah 
memenuhi persyaratan yang 
diminta. 

Meski begitu dari total dana 
yang ada di Rekening Kas 

Desa (RKD) itu yang sudah 
berhasil terserap di desa-
desa penerima mencapai Rp 
398.789.082.099 atau sebe-
sar 41,3 persen.  Ternyata 
dari monitoring dan evaluasi 
pihaknya kata Ismed terung-
kap, dari saldo yang ada di 
Rekening Kas Desa(RKD) 
uangnya sudah tidak ada lagi. 
Alias sudah terserap seluruh-
nya oleh desa-desa penerima 
atau sudah dimanfaatkan 
untuk  pembangunan desa. 
Hanya saja laporan penggu-
naannya yang belum masuk, 
oleh semua desa pengguna. 
‘’Laporannya ini yang perlu 
disegerakan, sehingga catatan 
yang ada masih terekam di 
Rekening Kas Desa,‘’ pung-
kasnya. (iks)

Belum Semua Desa 
Tuntaskan Laporan

BENGKULU - Kapolri Jenderal Id-
ham Azis bersikap tegas terhadap anak 
buahnya yang melakukan kesalahan 
fatal. Sanksi tegas berupa pencopotan 
pun diberikan kepada Kapolda Metro 
Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda 
Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi Ked-
uanya dianggap telah lalai menjalankan 
protokol kesehatan selama pandemi 
Covid-19. Hal ini disampaikan Kadiv 
Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo 
Yuwono Dalam konfernsi perrs Kemarin 
di Mabes Polri. 

 Disampaikan Raden Prabowo penco-
potan dilakukan sesuai dengan telegram 
bernomor ST/322/XI/Kep/2020 tanggal 
16 November tentang pemberhentian 
dan pengangkatan jabatan di lingkun-
gan Polri.

“Ada dua kapolda yang enggak melak-
sanakan perintah dalam menegakkan 
protokol kesehatan, maka diberi sanksi 
berupa pencopotan, Kapolda Metro 
Jaya dan Kapolda Jawa Barat,” ujar Argo 
kepada wartawan, Senin (16/11).

Untuk Nana, dimutasi menjadi Koorsahli 

Kapolri. Dia digantikan Irjen Mohammad 
Fadil Imran yang sebelumnya Kapolda 
Jawa Timur, lalu Irjen Rudy Sufahriadi 
dimutasi menjadi Widyaiswara Baharkam 
Polri. Posisi dia digantikan Irjen Ahmad 
Dofiri yang sebelumnya Aslog Kapolri.

Selain itu, Idham Azis juga memutasi 
Kapolda Bali Irjen Petrus Golose sebagai 
perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri. Seba-
gai penggantinya, Idham menunjuk Irjen 
Putu Jayan Danu Putra yang kini masih 
menjabat Widyasiwara Utama Sespim 
Lemdiklat. Kapolda Maluku Irjen Baha-
rudin Djafar dimutasi menjadi Analisis 
Kebijakan Utama Baharkam Polri. Posis-
inya digantikan oleh Irjen Refdi Andri yang 
sebelumnya Koorsahli Kapolri.

Kemudian Kapolda Kalsel Irjen Nico 
Afinta ditunjuk sebagai Kapolda Jatim 
menggantikan Fadil Imran. Untuk posisi 
yang ditinggalkan, Idham menunjuk Ir-
jen Rikwanto yang kini masih menjabat 
Kapolda Maluku Utara. Untuk keko-
songan posisi Kapolda Maluku Utara, 
Idham mempercayakan kepada Irjen 
Risyapudin Nursin .(rls/wij)

Kapolri Tindak Tegas Kapolda 
yang Lakukan Kesalahan Fatal
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Polres   087877170691

Kantor PBK   085378635859

Rumah Sakit  0737 71148 

PLN   0737 71154

telepon penting

POLING CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

LEBONG
PILIHAN PEMBACA RB

3

Kopli                               Rozi
35

Armansyah                         Masropen

32

2

Dalhadi Umar Wawan Fernandez
39

Teguh                             Nasirwan
41

4

1

LEBONGLEBONG

PELABAI - Divisi Pen-
g aw a s a n  Hu b u n g a n 
Masyarakat dan Hubun-
gan Lembaga Badan Pen-
gawas Pemilu (Bawaslu) 
Kabupaten Lebong, Melki 
Agustian, SH mengaku su-
lit menghilangkan praktik 
money politics atau politik 
uang dalam Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada). 
Soalnya Kabupaten Leb-
ong termasuk kabupaten 
dengan praktik politik 
uang tertinggi se Provinsi 
Bengkulu. ‘’Namun perlu 
dipahami, sulit bukan 
berarti tidak bisa,’’ tu-
kasnya.

 Untuk menekan poli-
tik uang dalam Pilkada 
9 Desember, KPU akan 
menggiatkan sosial-
isasi anti politik uang ke 
masyarakat. Materi yang 
paling di kedepankan ada-
lah dampak dari politik 
uang yang ancamannya 
pidana. Pidana itu tidak 
hanya dijatuhkan kepada 
pemberi seperti Pemilu 
selama ini, namun juga 
dijatuhkan kepada pen-
erima. ‘’Kalau tidak mau 
masuk penjara jangan 
coba-coba memberi atau 
menerima politik uang,’’ 
tegas Melki.

 Ancaman itu diatur da-
lam pasal 187 A ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2020 tentang 
Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati serta 
Walikota dan Wakil Wa-
likota. Dalam pasal itu 
disebutkan ancaman pi-
dana penjara 6 tahun dan 
denda Rp 1 miliar bagi 
setiap orang yang dengan 
sengaja menjanjikan atau 
memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai 
imbalan untuk mempen-
garuhi pemilih agar tidak 
menggunakan hak pilih-
nya kepada calon tertentu. 
‘’Masyarakat harus tahu 
sanksi ini supaya tidak 
terjerat,’’ ungkap Melki.

 Jika sudah diberitahu, 
namun masih berani juga 
memberi atau menerima 
politik yang, versi Melki, 
Bawaslu tidak akan pan-
dang bulu memprosesnya. 
Tugas sosialisasi bahaya 
politik uang itu bukan 
hanya menjadi tanggung 
jawab KPU dan Bawaslu. 
Namun menjadi tang-
gung jawab pemerin-
tah beserta partai politik 
selaku wadah pendidi-
kan politik dan seluruh 
masyarakat. ‘’Dari seka-
rang masyarakat harus 
memposisikan diri men-
jadi pemilih yang cerdas, 
jangan mau suaranya 
ditukar rupiah,’’ ungkap 
Melki.

 Pantauan RB, ancaman 
pidana bagi penerima 
politik uang itu belum sep-
enuhnya tersampaikan 
ke masyarakat. Sebagian 
besar masyarakat masih 
menempatkan pilihan-
nya tergantung dengan 
nilai rupiah yang dita-
warkan masing-masing 
pasangan calon (pason) 
peserta Pilkada. Tak pedu-
li sebagus apapun visi 
dan misi peserta, posisi 
uang tetap teratas dalam 
mempengaruhi selera 
pilih masyarakat.  ‘’Mau 
sanak atau tetangga, ka-
lau tidak mengeluarkan 
uang, sulit bisa menang 
di Lebong,’’ ujar tokoh 
masyarakat Lebong, Su-
harudin.(sca)

Lebong Tertinggi 
Money Politics

PELABAI - Kekosongan ja-
batan Wakil Ketua (Waka) I 
DPRD Kabupaten Lebong, 
akan segera diisi dalam wak-
tu dekat. Teknisnya tinggal 
menunggu Surat Keputusan 
(SK) gubernur. Namun untuk 
posisi kursi Partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) yang 
berkurang satu di legislatif pas-
camundurnya Teguh Raharjo 
Eko Purwoto, SE karena maju 
di Pemilihan Bupati (Pilbup) 
Lebong, kemarin (16/11) telah 
diisi Yeni Herdianti.

Yeni yang maju dari daerah 
pemilihan (dapil) III itu berada 
di posisi ketiga suara terbanyak 
dengan perolehan 700 su-
ara. Suaranya persis di bawah 
perolehan Teguh dan Dedi 
Hariyanto, rekan separtainya 
di dapil yang sama yang lolos 
duduk di legislatif. 

 ‘’Untuk PAW itu kami hanya 

menindaklanjuti apa yang 
diusulkan pihak Nasdem dan 
rekomendasi KPU (komisi 
pemilihan umum, red),’’ kata 
Pelaksana Tugas (Plt) Sekre-
taris DPRD Kabupaten Leb-
ong, Indra Gunawan, M.Si.

 Terkait siapa politisi Nas-
dem yang akan menduduki 
kursi PAW Waka I itu, Indra 
mengaku belum tahu. Namun 
dipastikannya usulan dari 
Nasdem telah disampaikan-
nya ke Pemerintah Provinsi 
Bengkulu. Setelah turun SK 
gubernur, segera DPRD Ka-
bupaten Lebong menggelar 
pelantikan unsur pimpinan 
DPRD yang baru itu. ‘’Kami 
h a n y a  m e n i n d a k l a n j u t i 
usulan, siapa yang dipilih 
murni kewenangan pihak 
partai bersangkutan,’’ ujar 
Indra.

 Data dihimpun, kursi Waka 

I DPRD Lebong berpotensi 
ditempati Dedi Hariyanto. Itu 
karena perolehan suaranya 
berada di peringkat kedua 
terbanyak untuk partainya 
dalam Pemilihan Legislatif 
(Pileg) 2019. Terlebih Dedi 
juga menduduki jabatan Sek-
retaris DPD Nasdem Kabu-
paten Lebong.

 Sementara Yeni dilantik 
mengisi kursi Nasdem yang 
kosong di DPRD Lebong se-
suai Surat Keputusan Guber-
nur Bengkulu Nomor: E/356/
B1/2020 tetang Peresmian 
Pengangkatan Pergantian 
Antar Waktu Anggota DPRD 
Kabupaten Lebong Sisa Masa 
Jabatan 2019-2024. Ia dilantik 
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati 
Lebong, H. Herwan Antoni, 
S.KM, M.Kes, M.Si di ruang 
sidang paripurna DPRD Kabu-
paten Lebong.(sca)
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BERUNTUNG: Pelantikan Yeni, politisi Nasdem sebagai PAW anggota DPRD.

PAW Waka I DPRD Tunggu SK Gubernur

LEBONG SELATAN - Ban-
yaknya program dengan ap-
likasi berbasis elektronik yang 
diinisiasi Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Lebong, Ang-
gota DPRD Kabupaten Lebong, 
Mahdi, S.Sos meminta Pemkab 
Lebong melakukan evaluasi. 
Dari kacamatanya, sejumlah 
aplikasi tidak berjalan maksi-
mal karena belum didukung 
fasilitas memadai. ‘’Salah satu 
kendalanya jaringan internet, 
makanya perbaiki dulu jarin-
gan internet di Lebong,’’ kata 
Mahdi.

Diakuinya, sejumlah aplikasi 
elektronik itu sangat menun-
jang asas transparansi, efek-
tif dan efisien. Namun jika 
penerapannya masih banyak 
menemui kendala, dikhawat-
irkan semakin memboroskan 
anggaran. Dicontohkannya ab-
sensi PNS yang menggunakan 
sistem elektronik. ‘’Buktinya 
saat ini dihentikan dulu karena 
sebulan diuji coba, banyak 
meninggalkan permasalahan,’’ 
papar Mahdi.

Jika Pemkab Lebong tetap 
berkeinginan penuh menerap-

kan aplikasi elektronik, dalam 
Rancangan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) 2021, harus diusul-
kan program peningkatan 
jaringan internet. Khususnya 
pembangunan mini tower 
di sejumlah titik yang belum 
tersentuh internet. ‘’Kalau 
tidak memungkinkan pihak 
penyedia yang membangun 
prasarananya, ya Pemkab Le-
bong yang harus menyiapkan-
nya,’’ tukas Mahdi.

Jika menunggu penyedia, sulit 
bagi Pemkab Lebong memak-
simalkan program pelayanan 
berbasis elektronik karena 

ada perhitungannya. Setiap 
penyedia merupakan perusa-
haan yang memperhitungkan 
untung dan ruginya dalam 
berinvestasi di suatu daerah. 
Itu artinya Pemkab Lebong 
harus berkorban menyiapkan 
prasarananya. ‘’Kalau jaringan 
internet masih seperti inilah, 
apapun aplikasi canggih yang 
diluncurkan tidak akan ber-
jalan maksimal,’’ jelas Mahdi.

Sementara Pelaksana Tu-
gas (Plt) Kepala Dinas Komu-
nikasi Informatika Statistik 
dan Persandian (Diskominfo) 
Kabupaten Lebong, Donni 
Swabuana, ST, M.Si memas-
tikan di RAPBD 2021 telah 
mengusulkan dana Rp 1 miliar 
lebih untuk pembangunan 
Base Transceiver Station (BTS) 
di sejumlah daerah yang masih 
blank spot. Salah satunya di 
Kecamatan Topos, Kecama-
tan Rimbo Pengadang dan 
Kecamatan Pinang Belapis. 
‘’Jika diakomodir, mudah-
mudahan tahun depan tidak 
ada lagi daerah yang blank 
spot jaringan internet,’’ tandas 
Donni.(sca)

Perbaiki Dulu Jaringan Internet

Minta Rekap Manual,
Batal Pakai Sirekap

P E L A B A I  - 
Rencana Komisi 
Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten 
Lebong mener-
a p k a n  S i s t e m 
Informasi Reka-
pitulasi (Sirekap) 
dalam penghi-
t u n g a n  s u a r a 
Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) 
9 Desember, batal.  
Menyusul hasil 

pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang 
digelar KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) dan komisi II DPR. Intinya, 
disepakati penghitungan dan rekapitulasi suara 
pada Pilkada 2020 didasarkan pada berita acara 
hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Lebong, 
Shalahuddin Al Khidhr, SE mengaku masih 
menunggu instruksi lanjutan KPU RI. Dalam artian 
menunggu regulasi tertulis. ‘’Kalau memang tak jadi 
pakai Sirekap, artinya beberapa salinan formulir 
harus segera disiapkan karena kembali ke sistem 
manual,’’ kata Shalahuddin.

Tidak dipungkirinya, KPU RI memang sempat 
melakukan uji coba aplikasi Sirekap di beberapa 
wilayah di Indonesia. Salah satunya di Bandung, 
Provinsi Jawa Barat. Bahkan KPU Lebong sendiri 
sudah terlanjur menyosialisasikan rencana pen-
erapan Sirekap ke seluruh partai politik (par-
pol) dan Liaision Oficcer (LO) pasangan calon 
(paslon) Pilbup Lebong. ‘’Yang pasti kami akan 
menjalankan tahapan Pilkada di Lebong ini se-
suai dengan regulasi yang dikeluarkan KPU RI,’’ 
tukas Shalahuddin.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jef-
friyanto, M.Pd juga memastikan Sirekap batal dit-
erapkan dalam Pilkada 2020. Tidak hanya Lebong, 
itu berlaku nasional. Atas pembatalan Sirekap itu, 
dimintanya KPU segera menyosialisasikannya ke 
parpol dan LO paslon. ‘’Setelah turun regulasinya 
dari pusat, segera disampaikan ke peserta Pilkada 
di Lebong,’’ tegas Jeffriyanto.(sca)

DONI

SHALAHUDDIN AL KHIDHR
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Tersisa 260 Balita di Bawah Garis Merah
MUKOMUKO – Penurunan angka balita dengan 

berat badan (BB) dibawah garis merah, terbilang 
tinggi. Dari sebelumnya terdapat 483 balita den-
gan kategori tersebut. Kini, jumlahnya sebanyak 
260 balita. “Tahun ini ada 260 balita masuk kat-
egori berat badan di bawah garis merah. Jumlah 
ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya,” 
kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas 
Kesehatan Mukomuko, Oyon Kanedi.

 Upaya pencegahan stunting (kekerdilan) pada 
anak bayi dibawah usia lima tahun ini masih terus 
dilaksanakan. Salah satunya melalui kegiatan pe-
nyuluhan oleh pusat kesehatan masyarakat (pusk-
esmas). “Untuk melaksanakan program ini, kita 
didanai dari dana alokasi khusus (DAK),” kata Oyon.

 Selain penyuluhan juga dilakukan kegiatan Pem-
berian Makanan Tambahan (PMT) di pos pelayanan 
terpadu (Posyandu) yang tersebar di 148 desa dan 
tiga kelurahan. Pasalnya petugas kesehatan telah 
mengaktifkan kembali posyandu yang tersebar di se-
luruh desa untuk memberikan pelayanan kesehatan. 
Termasuk pemberian makan tambahan kepada balita. 
“Sebelum ditetapkan new normal, petugas medis yang 
mendatangi warga atau door to door untuk memberi-
kan pelayanan kesehatan dan memberikan makan 
tambahan kepada balita,” sampai Oyon.

 Sekarang, setiap bulan masyarakat mendatangi 
posyandu yang berada di wilayahnya. Guna 
mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapat-
kan makan tambahan balita. “Berkurangnya jumlah 
balita dengan berat badan di bawah garis merah 
tak lepas gencarnya penyuluhan dan pemberian 
makanan tambahan,” tukasnya. (hue) 

Sulit Pasarkan Hasil Pokdakan
MUKOMUKO - Kabid Budidaya Perikanan Dinas 

Perikanan Mukomuko Asbaz Novyan, S.Pi, MM me-
nyebut masyarakat masih sulit memasarkan produk 
hasil kelompok budidaya perikanan (Pokdakan). 
Sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat 
enggan mengembangkan pokdakan. 

 Selain itu kata Asbaz, harga pakan ikan yang 
mahal turut menambah sulitnya pengembangan 
produk ini. “Itu yang menjadi keluhan pokdakan 
di Kabupaten Mukomuko,” sampainya.

 Masyrakat lanjut Asbaz, menjual hasil penen ikan 
hanya dengan cara diecer. Ini karena tidak ada toke 
atau tempat khusus yang menampung hasil panen 
ikan milik kelompok. “Jadi wajar saja kalau masyara-
kat di Kabupaten Mukomuko enggan mengembang-
kan budidaya perikanan air tawar,” sebutnya.

 Jika di Kabupaten Mukomuko ada pengusaha yang 
mau menampung hasil penen ikan, dipastikan ma-
syarakat akan semangat mengembangkan budidaya 
perikanan air tawar. Baik nila, lele, gurami, patin dan 
jenis ikan air tawar lainnya. 

 Sebab, jelas Asbaz, hasil budidaya perikanan 
yang sebagian masih digeluti masyarakat memiliki 
potensi yang sangat menjanjikan. “Hasilnya itu lu-
mayan bagus untuk peningkatan ekonomi. Tapi ya 
itu tadi masalahnya, mereka kesulitan menjual hasil 
panen dalam skala besar. Kalau pun ada yang mau 
beli, paling skala kecil. Itulah yang membuat petani 
pembudidaya ikan air tawar malas,” terangnya.

 Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Mu-
komuko supaya keluhan petani pembudidaya ikan 
air tawar mendapatkan solusi yang baik. Misalnya, 
bisa saja melibatkan BUMD selaku pengepul atau 
pengolah hasil budidaya ikan air tawar.

 Termasuk BUMD itu diharapkan dapat menam-
pung hasil tangkapan ikan milik nelayan. Atau bisa 
saja Pemkab Mukomuko melakukan kerja sama den-
gan pihak pengusaha di daerah ini maupun di luar 
Kabupaten Mukomuko. “Insya Allah, kalau Pemkab 
Mukomuko bisa mengakomodir keluhan petani 
perikanan dan nelayan maka perekonomian mereka 
akan bersaing dengan petani sawah dan pekebunan. 
Kami sangat berharap di tahun 2021 mendatang 
sudah ada titik terangnya,” sebutnya.  (hue)

Bangun Pelabuhan
Pengapalan CPO 

MUKOMUKO – Entah kemana perusahaan ini 
sejak usai mendapatkan izin tahun 2012 lalu. 
Adalah PT. Mukomuko Agroindustries Terminal 
(PT. MAT). Setelah delapan tahun memegang 
izin dari Kementerian Perhubungan untuk mem-
bangun pelabuhan khusus pengapalan CPO. 
Dan setelah 9 tahun mendapatkan rekomendasi 
dari Bupati Mukomuko saat itu Ichwan Yunus, 
baru ini perusahaan itu muncul lagi melakukan 
pemamparan.

 Pemaparan serupa pernah dilakukan seb-
agaimana diakui Direktur PT. MAT, Ir. Hulman 
Gagarin Panjaitan. “Sebelumnya kami sudah 
persentasikan juga rencana ini kepada pihak 
pabrik CPO di daerah ini. Mereka setuju dan 
sangat mendukung pembangunan pelabuhan,’’ 
ujarnya.

 Pemaparan digelar di ruang kerja Plt Bupati 
Mukomuko, Haidir, S.IP. Hadir sejumlah petinggi 
perusahaan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) 
di Mukomuko dan sejumlah pejabat terkait 
Pemkab Mukomuko.

 Hulman memaparkan pembangunan pelabu-

han khusus pengapalan Crude Palm Oil (CPO) 
sudah lama direncanakan. Pada 2011 lalu, pi-
haknya sudah membeli lahan seluas 14 hektare 
di Kecamatan Teramang Jaya sebagai lokasi 
pelabuhan. Bahkan lahan tersebut sudah dilaku-
kan pematangan. “Kalau mulai pembangunannya 
kita rencanakan Maret 2021. Target kita, selama 
24 bulan setelah itu pelabuhan sudah mulai 
beroperasi,” katanya.

 Menurutnya, dengan adanya pelabuhan khusus 
CPO di Mukomuko, akan mampu mendongkrak 
harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. 
Selain itu akan meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Termasuk juga mendongkrak 
harga CPO di pabrik. 

 Selain itu, dengan adanya pelabuhan ini 
nanti, maka perusahaan CPO di Mukomuko 
bisa menekan biaya transportasi yang selama 
harus dikeluarkan. “Imbasnya, pihak pabrik 
bisa menaikan harga beli sawit dari masyarakat. 
Efeknya luas bagi masyarakat, pemerintah dan 
perusahaan pabrik CPO yang ada di Mukomuko 
saat ini,’’ paparnya.

 Ia menyebutkan pembangunan yang mereka 
rencanakan berkonsep pengembangan energi 
terbarukan yang terintegrasi dan berkesinambun-
gan. Dimana dalam lahan yang telah tersedia, 

selain dibangun pelabuhan, juga dibangun pabrik 
biodisel, pembangkit listrik dan pabrik CPO.

 “Jadi cukup komplek, yang semuanya akan 
menimbulkan multiplayer effect bagi masyarakat, 
pengusaha maupun daerah,” pungkasnya.

 Plt Bupati Mukomuko Haidir, S.IP menyambut 
baik rencana tersebut. Ia berharap secepatnya 
direalisasikan mengingat investasi yang bakal 
masuk ini diyakini berimbas baik bagi daerah 
dan masyarakat.

 “Kita mendukung rencana ini. Kaitannya den-
gan dokumen data, akan kita bantu. Kemudian 
nanti perizinan akan kita proses sesuai peraturan 
yang berlaku. Pada prinsipnya Mukomuko ter-
buka bagi investor yang berniat baik ikut mem-
bangun daerah kita ini,” kata Haidir. 

 Dikatakan Haidir, masyarakat Mukomuko 
telah lama menanti adanya pelabuhan khusus 
CPO. Dengan adanya niat PT. MAT membangun 
pelabuhan di Mukomuko, akan menjadi harapan 
baru bagi masyarakat Mukomuko.

 “Sebagai gambaran, perkebunan sawit terbesar 
di Provinsi Bengkulu ada di Kabupaten Muko-
muko. Termasuk pabrik CPO terbanyak, juga di 
Mukomuko. Pemda menyambut baik langkah 
PT. MAT ini, mendukung sepenuhnya,” demikian 
Haidir.(hue)

Peri/rb

PRESENTASI: Di hadapan Plt Bupati Mukomuko, Manajemen PT. Mukomuko Agroindustries Terminal memaparkan rencana pembangunan 
pelabuhan di Mukomuko.

Dapat Izin 2012, PT. 
MAT Baru Muncul

MUKOMUKO – Pemkab dan DPRD 
Mukomuko menyepakati sembilan ran-
cangan peraturan daerah (Raperda) yang 
akan dibahas dan disahkan tahun depan. 
Ini dikemuka Ketua Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD 
Mukomuko, Busra.

 Kesepakatan itupun disahkan dalam 
Rapat Paripurna DPRD Mukomuko ke-
marin (16/11). “Dari 9 raperda itu, satu 
merupakan raperda usulan dari Bapem-
perda DPRD Mukomuko. Yakni Raperda 
tentang Adat Istiadat,” kata Busra.

 Awalnya kata Busra, Pemkab Muko-
muko hanya mengajukan 7 raperda. 
Namun saat pembahasan di Bapemperda 
DPRD, Pemkab Mukomuko menambah 
satu raperda lagi. Yakni raperda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
tahun anggaran 2020. “Awalnya dari Pem-
da 7 raperda, dari kita 1 raperda. Setelah 
dibahas, Pemda menambah 1 raperda 
lagi makanya jadi 9 Raperda,” kata Busra.

 Dari 9 raperda tersebut, dibagi dalam 
tiga masa sidang. Khusus pada masa si-
dang pertama DPRD Mukomuko ditarget 
hanya membahas dan mengesahkan 

2 raperda. Yakni Raperda tentang Pen-
cabutan Perda Nomor 13 tahun 2006, 
tentang Pembentukan Penghapusan dan 
Penggabungan Desa. Lalu Raperda ten-
tang Pencabutan Perda Nomor 2 tahun 
2015, tentang Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa.

 Sedangkan di masa sidang II, 6 perda 
ditarget dibahas. Terdiri Raperda ten-
tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Mukomuko tahun 2021-2026. Lalu Rap-
erda tentang Perubahan Perda Nomor 
20 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat 
Rekreasi dan Olahraga. 

 Selanjutnya, Raperda tentang Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Tahun 2018-2025. Berikutnya Raperda 
tentang Adat Istiadat, Raperda tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan APBD 2020 dan Raperda tentang 
Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

 “Baru di masa sidang III, menyisakan 
satu raperda lagi, yakni khusus memba-
has Raperda tentang APBD Kabupaten 
Mukomuko Tahun Anggaran 2020,” sam-
pai Busra.

 Ia membantah jika sejumlah raper-
da yang dimasukkan untuk dibahas 
tahun depan hanya sebagai penam-
bah kegiatan. Dinyatakan Busra, ra-
perda yang disepakati diprogramkan 
tahun 2021 itu sudah dikaji pihaknya 
secara seksama. Bahwa sejumlah ra-
perda itu memang dibutuhkan untuk 
kabupaten dan masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mu-
komuko M. Ali Saftaini, SE. Hadir 
Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan 
sejumlah pejabat eselon II. Juga 
hadir Dandim 0428 Letkol. Inf. YM. 
Teguh Edi Pamungkas, Wakapolres 
Mukomuko Kompol. Edy Susanto, 
S.Sos, Ketua PN Mukomuko Dr. Nur 
Kholis, SH, MH.(hue) 

M U K O M U -
KO – Sisa lebih 
p e m b i a y a a n 
anggaran (Sil-
pa) Dana Desa 
(DD) dilapor-
kan Rp 0. Pada-
hal hampir se-
tiap tahunnya, 
silpa DD Kabu-
paten Muko-
muko mencapai 
Rp 3 miliar lebih.

 Dikonfirmasi mengenai 
itu, Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan 
Desa Mukomuko, Gianto, 
SH, M.Si mengatakan, pi-
haknya sudah melakukan 
rekonsiliasi terkait silpa DD 
tersebut. Setelah dilakukan 
pelacakan, silpa DD un-
tuk Kabupaten Mukomuko 
dipastikan tanpa sisa di 
Rekening Kas Desa (RKD). 
“Rekon silpa khusus DD 
ini kita laksanakan untuk 
melakukan penyesuaian 
atau penyelarasan terhadap 
silpa dari DD yang diberikan 
pemerintah pusat sampai 
tahun 2019,” kata Gianto.

 Mengenai setiap tahun sil-
pa DD bisa mencapai sekitar 
Rp 3 miliar, tak dibantahn-
ya. Hanya saja silpa DD di 
setiap tahun anggaran itu 
sudah langsung dialokasi-
kan penggunaannya oleh 
pemerintah desa pada ta-
hun anggaran berikutnya. 
Oleh sebab itu, 148 desa 
di Kabupaten Mukomuko 
sampai tahun anggaran 
2019 tidak memiliki silpa 
DD.

 “Perdesa ada silpa antara 
Rp 5 juta sampai Rp 15 juta. 
Bila ditotal seluruh desa 
di Kabupaten Mukomuko, 
didapati angka silpa men-
capai Rp 3 miliar lebih. Tapi 
setelah dilacak ke desa, silpa 
itu digunakan di APBDes 
perubahan tahun anggaran 
berikutnya,” terang Gianto.

 Dengan begitu, otomatis 
148 desa di Mukomuko tidak 
satupun yang dikenai kewa-
jiban mengembalikan silpa 
DD ke Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD). “Sudah 
dipastikan tidak ada silpad 

DD yang disetor ke RKUD. 
Karena semuanya sudah 
digunakan pada tahun ang-
garan berikutnya,” pungkas 
Gianto.

 Sebelumnya, Kepala Kan-
tor Pelayanan Perbendaha-
raan Negera (KPPN) Mu-
komuko, Rusli Zulfian me-
nyatakan pemerintah desa 
harus segera menyetorkan 
ke RKUD Pemkab Muko-
muko jika terdapat silpa DD. 
Yakni silpa DD dari TA 2015 
hingga silpa DD TA 2019.

 Setelah itu, Pemkab Mu-
komuko dalam hal ini bupati 
Mukomuko harus menyetor-
kan silpa DD dari 148 desa 
se-Kabupaten Mukomuko 
ke Kementerian Keuangan. 
Dana tersebut harus dis-
etorkan Pemkab Mukomuko 
dari RKUD ke Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN). 
Pemkab diberikan waktu 
paling lambat 31 Desember 
2020.

 “Harus ada tindak lanjut 
setelah silpa DD dari RKD 
ke RKUD Pemkab Muko-
muko. Yakni silpa DD itu 
harus ditransferkan dari 
RKUD Pemkab Mukomuko 
ke RKUN, paling lambat 
akhir bulan Desember 2020,” 
kata Rusli.

 Tentunya sebelum silpa 
DD dari RKD ke RKUD di-
transfer ke RKUN, Pemkab 
Mukomuko terlebih dahu-
lu harus menggelar rapat 
rekonsiliasi. Paling lambat 
akhir November. Rekonsilia-
si untuk memastikan keco-
cokan silpa DD hasil peng-
hitungan Pemkab, dengan 
silpa DD hasil penghitungan 
masing-masing pemerintah 
desa.(hue)

Silpa DD Rp 3 Miliar, 
Dilaporkan Rp 0

GIANTOPeri/rb

PARIPURNA: DPRD Mukomuko menyepakati Propem Perda untuk Tahun 2021 
mendatang, dalam rapat paripurna, kemarin.

Hanya Disepakati 9 Raperda
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CURUP – Kapolda Beng-
kulu Irjen Pol. Drs. Teguh 
Sarwono, M.Si kemarin 
melakukan kunjungan kerja 
ke Polres Rejang Lebong 
(RL) dengan didampingi 
Pejabat Utama (PjU) Polda 
Bengkulu. Rombongan dis-
ambut Kapolres RL AKBP 
Puji Prayitno, S.IK, MH be-
serta PjU Polres RL dengan 

mengedepankan protokol 
kesehatan (prokes).

Dalam arahannya, jenderal 
bintang dua ini meminta 
Polres RL dan jajarannya 
untuk melakukan upaya eks-
tra pencegahan Covid-19. 
Apalagi Kabupaten RL dalam 
Zona Merah. ‘’Seluruh Polres 
Rejang Lebong dan jajaran 
saya minta untuk berupaya 

ekstra dalam pencegahan 
dan penanganan Covid-19, 
terutama untuk mencegah 
klaster baru di Polres Rejang 
Lebong,’’ sampai Kapolda.

Untuk itulah, sambung 
Kapolda, seluruh personel 
diminta selalu menjaga ke-
sehatan, terutama dalam 
pelaksanaan tugas. Tegakan 
kedisiplinan protokol kes-

ehatan (prokes), utamanya 
di lingkungan kerja Polres 
RL, termasuk melaksanakan 
tugas di lapangan. ‘’Jaga 
kesehatan dan selalu displin 
prokes paling utama agar 
terhindang dari Copvid-19,’’ 
pesan Kapolda.

Di sisi lain terkait pilkada, 
Kapolda juga mengingatkan 
seluruh jajarannya, termasuk 

Polres RL untuk selalu men-
jaga netralitas melaksanakan 
tugas sesuai dengan tupoksi 
masing-masing. Serta men-
junjung tinggi profesionalitas 
dalam bekerja. ‘’Saya tegas-
kan agar seluruh anggota 
Polri wajib dan harus se-
lalu menjaga netralitas dalam 
pelaksanaan pilkada,’’ tegas 
Kapolda.(dtk)

CURUP – Untuk memak-
simalkan kegiatan di tahun 
2021 mendatang khususnya 
dari bantuan dana hibah 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
Bada Nasional Penanggu-
langan Bencana (BNPB), 
Badan Penanggulang Ben-
cana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Rejang Lebong (RL) 
akan mempercepat penga-
juan proses lelang. Saat ini 
mereka sedang memper-
siapkan pengajuan proses 
pelelangan.

Dijelaskan Kepala BPBD 
Kabupaten RL M. Budianto, 
ST dana hibah yang menca-
pai Rp 7,6 miliar tersebut, 
didapat dari usulan yang 
ajukan untuk penanggu-
langan bencana tahun 2019 
lalu. Selanjutnya pelaksa-
naan kegiatan akan mulai 
dilaksanakan tahun 2020 
ini dengan diawali kegiatan 
perencanaan.

‘ ’Kita awali  tahun ini 

menuntas kegiatan peren-
canaannya terlebih dahulu 
dan awal tahun baru mulai 
kita kejar kegiatan fisik. Kita 
mengusulkan dana bantuan 
tersebut sebesar Rp 8 miliar 
lebih dan disetujui lebih 
kurang Rp 7,6 miliar untuk 
kegiatan rehab dan rekon 
yang dananya sudah masuk 
ke kas daerah,’’ terang Budi.

Dijelaskan Budi, dana 
tersebut akan dipergunakan 
untuk pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
enam titik lokasi yang sem-
pat terkena dampak ben-
cana alam tahun 2019 lalu. 
Baik itu untuk pelapis tebing 
maupun jembatan. ‘’Salah 
satu titik yaitu jembatan 
yang menghubungkan Desa 
Lubuk Ubar Kecamatan Cu-
rup Selatan dan Desa Dusun 
Sawah Kecamatan Curup 
Utara yang putus akibat 
bencana alam tahun 2019,’’ 
demikian Budi.(dtk)

Seluruh Anggota PTPS Dilantik
CURUP – Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong (RL) 
melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
melakukan pelantikan anggota Pengawas Tem-
pat Pemungutan Suara (TPS) diseluruh wilayah 
kecamatan. Total keseluruhan anggota PTPS yang 
dilantik PPK wilayah masing-masing mencapai 
576 orang.

Dijelaskan Ketua Bawaslu Kabupaten RL Dodi 
Hendra Supiarso, SE kemarin kepada RB, pel-
antikan dilakukan satu hari secara bertahap di 
masing-masing wilayah kecamatan. ‘’Ya, hari ini 
seluruh anggota PTPS dilantik oleh masing-ma-
sing PPK. Mudah-mudahan seluruhnya selesai 
hari ini dengan tetap mematuhi Prokes (protokol 
kesehatan, red),’’ terang Dodi.

Dilanjutkan Dodi, anggota PTPS memilik massa 
kerja selama lebih kurang satu bulan. Mulai 28 
hari sebelum kegiatan pemungutan dan penghi-
tungan suara. Hingga 7 hari setelah kegiatan pen-
gumutan dan penghitungan suara. ‘’Untuk massa 
kerjanya lebih kurang satu bulan,’’ terang Dodi.

Ditambahkan Dodi, dirinya berpesan agar 
seluruh anggota PTPS bisa melaksanakan kerja 
mereka nantinya secara profesional dan selalu 
mematuhi prokes. ‘’Serta megedepankan pro-
fesionalitas dan netralitas dalam setiap melak-
sanakan pengawasan di lapangan. Karena men-
jaga netralitas bagi penyelenggara pemilu adalah 
wajib hukumnya,’’ pesan Dodi.(dtk)

Wanda/rb

DILANTIK : Anggota PTPS yang terpilih di 
seluruh wilayah kecamatan, kemarin dilantik 
oleh PPK masing-masing.

Wanda/rb

ARAHAN : Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si saat menyampaikan arahan kepada Polres RL dan jajaran.

Kapolda Kunker ke Polres RL 

Tekankan Upaya Ekstra Pencegahan Covid-19

Jumat (13/11) lalu 
m e n ja d i  s a l a h  s atu 
catatan sejarah dalam 
hidup Kepala Badan 
P e r e n c a n a a n  P e m -
b a n g u n a n  D a e r a h 
(Bappeda) Kabupaten 
Rejang Lebong (RL) Dr. 
H. Asli Samin. Karena 
hari ini hasil Swab Test 
yang dilakukan menun-
jukan bahwa dirinya 
terkonfirmasi positif Co-
vid-19. Padahal kondis-
inya kesehatannya su-
dah mulai membaik dan 
diperbolehkan pulang 
setelah beberapa hari 
sebelumnya menjalani 
perawatan di RSUD Cu-
rup. Berikut laporan-
nya. 

WANDA PEBRIANDA, 
Rejang Lebong  

VIRUS Corona ada di-
mana-mana. Itulah yang 
salah satu perkataan yang 
diungkapkan Asli Samin saat dikonfirmasi 
RB kemarin. ‘’Kita akan menjalani pen-
galaman yang berbeda untuk menemukan 
musuh yang sama tentang keberadaan 
Corona itu di mana. Karena kita tidak tahu 
kapan dia akan masuk ke dalam tubuh 
kita dan datangnya dari mana,’’ ucap Asli 
mengawali ceritanya.

Dimulai dari 7 Oktorber 2020, sambung 
Asli, dirinya merasakan begitu turunnya 
daya tahan tubuhnya. Sadar dengan kondi-
si tersebut, dirinya langsung memerik-
sakan diri ke rumah sakit yang selanjutnya 
dokter melakukan anamnesa, melakukan 
pemeriksaaan fisik dan mengambil sample 
darah untuk dilakukan pemeriksaan Darah 
Rutin, Kimia Darah, Widal Test dan Immu-
noserologi (Anti SARS-COV-12 IgG IgM).

‘’Kesimpulan waktu itu, tidak semuanya 
menunjukkan hasil normal, maklum di 
usia saya yang sudah 51 tahun ini tentu 
banyak faktor penyumbang yang mem-
buat keseimbangan elektrolit darah saya 
tidak normal. Tapi yang menjadi fokus 
perhatian saya saat itu adalah rapid test 
alhamdulillah non reaktif dan saya masih 
merasa aman dari Covid-19,’’ ungkap Asli. 

Hanya saja, lanjut Asli, 2 November 
2020 kondisi tubuhnya kembali menurun 
dengan disertai berbagai gejala seperti 
badan terasa dingin mengigil, otot dan 
tulang terasa nyeri. Serta nafsu makan 
mulai menurun, air ludah terasa pahit 
tapi semua gejala itu segera redah setelah 

minum Paracetamol 1 tablet. ‘’Pada hari 
berikutnya gejala serupa datang kembali 
dan langsung diambil sampel darah untuk 
diperiksa. Namun tetap hasilnya tidak ber-
beda dari hasil pemeriksaaan bulan yang 
lalu (rapid test non Reaktif ),’’ lanjut Asli. 

Begitupun hari selanjutnya, Asli menerus-
kan cerita, gejala serupa datang menyerang 
lagi dan akhirnya merasa tidak sanggup lagi 
untuk melawan dengan berbagai teknik 
distraction yang pada akhirnya kondisi tetap 
tidak memperbaiki keadaan. Sehingga pada 
akhirnya dirinya harus dipasang inpus di 
rumah selama 2 hari berturut-turut dengan 
menggikuti rekomendasi pengobatan dari 
dokter. ‘’Selama perawatan di rumah, sampel 
darah setiap hari diperiksa untuk melihat 
perkembangan penyakit tetapi rapid test 
selalu menunjukkan non reaktif,’’ kata Asli 
melanjutkan ceritanya.

Lebih lanjut Asli mengungkapkan, 7 No-
vember 2020 dirinya berkonsultasi dengan 
dokter yang merawat dan hari itu juga 
diputuskan agar dirinya dirawat di Rumah 
Sakit. Sejak itu kondisi fisiknya terkontrol, 
karena dokter selalu merespon berbagai 
keluhan yang dirasakan. Serta setiap hari 
sampel darah selalu diperiksa salah satu-
nya untuk keperluan rapid test yang hasil-
nya tetap non reaktif. Bila dihitung sudah 
lima kali rapid test. Hasilnya non reaktif. 

‘’Bahkan sampai pada hari ke empat 
kondisi fisik saya sudah mulai membaik 
dan keluhan sudah berkurang dan dokter 
menyarankan istirahat di rumah,’’ sampai 

Asli.
Hanya saja, terang Asli, sebelum ke-

luar dari rumah sakit dirinya berinisiatif  
untuk rontgen dada sebelum. Sehingga 
dilakukan rontgen dada yang hasilnya 
ternyata hasilnya cukup mengejutkan, 
karena dokter ahli paru menyarankan 
agar harus segera swab tes. Dengan 
rasa penasaran yang tinggi dirinya pun 
pagi-pagi sudah datang ke tempat pen-
gambilan SWAB dan hingga akhirnya 
hasil keluar dengan dinyatakan bahwa 
dirinya terkonfirmasi positif Covid-19.

‘’Sekarang saya sudah menjadi pasien 
yang ke sekian puluh ribu di Indonesia 
ini menderita kasus pandemi Covid-19. 
Belum tahu perkembangan berikutnya 
apakah istri, anak dan cucu serta kerabat tet-
angga juga menerima penularan dari saya. 
Karena mereka baru kemarin dilakukan 
SWAB, semoga semuanya baik-baik saja. 
Dan saya berharap seluruh masyarakat juga 
harus lebih waspada agar jangan sampai 
jadi kasus selanjutnya,’’ demikian Asli (**)

KELUAR: Beginilah kondisi Kepala Bappeda RL Dr. H. 
Asli Samin saat baru keluar dari rumah sakit karena 
kondisinya mulai membaik. Namun ternyata hasil swab 
malah menyatakan dirinya terkonfirmasi positif Co-
vid-19.

Cerita Kepala Bappeda RL Positif Covid-19 

Lima Kali Rapid Test Non Reaktif, Minum Paracetamol  

Kepala Bappeda 
Positif Covid-19

CURUP – Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kabu-
paten Rejang Lebong Dr. H. 
Asli Samin minggu lalu sem-
pat menjalani perawatan di 
RSUD Curup. Tepatnya Jumat 
(13/11) lalu setelah kondisi 
membaik, namun swab test 
yang dilakukannya ternyata 
hasilnya positif Covid-19.

Untuk itulah terhitung ke-
marin, seluruh kegiatan kan-
tor di Bappeda Kabupaten 
RL dilakukan secara jarak 
jauh atau melalui media 
daring dan aplikasi What-
sApp. Sebelumnya memang 
diketahui aktivitas perkan-
toran Bappeda Kabupaten 
RL sudah dilaksanakan 50 
persen di kantor dan 50 
persen melalui jarak jauh.

‘’Benar, hasil swab saya 
Jumat lalu dinyatakan positif 
dan seluruh aktivitas per-
kantoran saat ini dilakukan 
dengan sistem jarak jauh 
seratus persen. Karena sebe-
lumnya kita gunakan sistem 

50 persen di kantor dan 50 
persen jarak jauh. Saat ini 
kondisi saya alhamdulil-
lah sudah mulai membaik 
dan masih isolasi mandiri 
di rumah,’’ terang Asli yang 
dikonfirmasi via telephone 
kemarin.

Selain itu, sambung Asli, 
beberapa jajarannya yang 
sempat kontak langsung 
d e n g a n  d i r i n y a  s u d a h 
dilakukan swab test dan 
menunggu hasilnya lagi. 
Jajarannya sempat kontak 
langsung saat melakukan 
urusan administrasi dan 
lainnya sehingga mau tidak 
mau langsung tatap muka 
dan bertemu langsung. 

‘’Ini harus menjadi pela-
jaran bagi kita semua untuk 
tidak menganggap enteng 
virus ini. Karena kita tidak 
tahu kapan dia masuk ke 
tubuh kita dan lewat siapa 
yang membawanya. Untuk 
itulah saya sampaikan ke-
pada seluruh masyarakat 
untuk benar-benar disiplin 
dalam protokol kesehatan, 
terutama saat berada dan 
beraktivitas di luar rumah,’’ 
demikian Asli.(dtk)

Segera Siapkan Lelang 
Dana Rehab Rekon

Wanda/rb

JARAK JAUH: Pelaksanaan kerja kantor di Bappeda 
Kabupaten RL sejak kemarin dilakukan full jarak jauh 
setelah Kepala Bappeda Kabupaten RL Dr. Asli Samin 
dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Bappeda RL Kegiatan Jarak Jauh
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13 Warga Gagal 
Magang ke Jepang

KEPAHIANG – Harapan 13 warga Kabupaten 
Kepahiang yang dinyatakan lulus untuk mengi-
kuti program magang ke Jepang pupus sudah. 
Pasalnya Pemkab Kepahiang memastikan untuk 
tahun 2021 mendatang, program magang ke 
Jepang dihentikan.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disperinaker 
Kabupaten Kepahiang, Emalia Kontesia, S.Hut 
mengatakan dihentikannya program tersebut 
karena  dalam rencana APBD 2021 pihaknya 
tidak mengusulkan anggaran untuk program 
serupa.

“Untuk saat ini kita menunggu kebijakan dari 
Pemerintah Provinsi terkait program magang 
ke Jepang. Kita masih ada 13 orang yang belum 
bisa diberangkatkan, namun sampai saat ini 
semuanya belum bisa kita konfirmasi, bahkan 
keberadaannya pun belum diketahui,” jelas 
Emalia.

Sebelumnya dalam perekrutan calon peserta 
magang ke Jepang dilakukan pada Juni lalu. Lan-
taran wabah pandemi Covid-19 maka keberang-
katan peserta ditunda. Adapun program magang 
ke Jepang ini merupakan program pemerintah 
provinsi, namun untuk tahapan rekrutmen di-
lakukan oleh pemerintah kabupaten.

“Kita tunggu saja seperti apa kebijakan Pemer-
intah Provinsi, khususnya terhadap 13 orang 
warga kita yang lulus untuk berangkat magang 
tersebut. Sementara untuk kita sendiri, tahun 
depan berat rasanya kembali mengusulkan pro-
gram tersebut di tengah kondisi anggaran daerah 
yang minim seperti saat ini,” pungka Emalia.(sly)

Zamzami: Masih 
Dalam Pembahasan

KEPAHIANG – Kendati sudah 
penandatanganan draft perjanji-
an kerja sama pemanfaatan RSUD 
Curup di Jalur Dua Desa Durian 
Depun Kecamatan Merigi antara 
Pemkab Rejang Lebonng (RL) 
dan Pemkab Kepahiang, namun 
hingga saat ini belum ada kejela-
san. Terutama terkait feedback 

dari pengelolaan RSUD tersebut 
untuk Kabupaten Kepahiang.

Tampak dari masih alotnya 
pembahasan terkait pengelolaan 
RSUD milik Pemkab RL tersebut 
dengan beberapa Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Pemkab 
Kepahiang. Beberapa sektor yang 
diharapkan bisa memberikan 
keuntungan pendapatan untuk 
Kabupaten Kepahiang, hingga 
saat ini belum jelas seperti apa 
keputusannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ka-
bupaten Kepahiang, Zamzami 
Zubir, SE, MM ketika dikonfirmasi 
mengatakan saat ini masih dalam 
pembahasan antara Pemkab 
Kepahiang dengan Pemkab RL. 
Ia mengatakan pemanfaatan 
tersebut akan terbagi menjadi be-
berapa sektor, sesuai dengan OPD 
yang menaunginya di Pemkab 
Kepahiang.

“Seperti untuk pendatapan 
retribusi parkir, Pemkab RL akan 

langsung melakukan pemba-
hasan dengan Dishub Kabupaten 
Kepahiang. Begitu juga soal pen-
gelolaan sampah dan limbahnya, 
Pemkab RL akan berkoordinasi 
dengan DLH Kabupaten Kepa-
hiang. Serta hal lainnya terkait 
feedback untuk Kabupaten Kepa-
hiang. Memang saat ini belum 
ada keputusan dan penandatan-
ganan apapun mengenai hal itu,” 
jelas Zamzami.

Sebelumnya Pemkab Kepahiang 

sudah menginstruksikan kepada 
tiga OPD untuk melakukan pe-
nyusunan draft perjanjian kerja 
sama dengan Pemkab RL. Belum 
diketahui pasti apakah sejauh ini 
draft tersebut sudah disusun atau 
belum. Sekda mengaku belum 
mendapatkan laporan.

Dalam proses lajutan untuk 
pembahasan perjanjian kerja 
sama, kata Sekda akan lebih 
dulu akan menuntaskan izin 
seluruhnya RSUD Jalur Dua. 

Kalaulah seluruh izin tuntas 100 
persen barulah nantinya akan 
dilakukan pembahasan kerja 
sama. Tapi hendaknya 3 OPD 
dalam Kabupaten Kepahiang 
sudah menyusun draf lebih 
awal, sehingga tinggal melaku-
kan pembahasan. “Kita tunggu 
dulu seluruh proses perizinan 
tuntas, barulah akan dilakukan 
rapat lanjutan untuk pemba-
hasan perjanjian kerja sama ini,’’ 
pungkasnya.(sly)

Feedback RSUD Jalur Dua Belum Jelas

Rahmat dan Erwina
Jadi Duta Pilkada 

KEPAHIANG – Rahmat 
Novian Saputra dan Erwina 
Rahayu dinobatkan sebagai 
Duta Pilkada Kepahiang 
2020. Keduanya terpilih 
setelah menyingkirkan 18 
kandidat lainnya dalam Fes-
tival Pilkada Damai yang 
digelar KPU Kepahiang. 
Kedepan tugas pasangan 
Duta Pilkada ini sebagai 
mitra KPU Kepahiang dalam 
melakukan sosialisasi kepa-
da masyarakat. Khususnya 
para generasi muda dan pe-
milih pemula guna menin-
gkatkan partisipasi pemilih 
pada Pilkada yang digelar 9 
Desember mendatang.

“Kita berharap Duta Pilka-
da yang telah terpilih ini bisa 
membantu KPU Kepahiang 
dalam melakukan sosialisasi 
Pilkada. Sehingga target par-
tisipasi pemilih di angka 85 
persen bisa tercapai,” kata 
Ketua KPU Kepahiang Mir-
zan Pranoto Hidayat, S.Sos.

Kenapa Duta Pilkada ini 
hanya difokuskan untuk me-
nyasar para generasi muda 
dan pemilih pemula? Mirzan 
menjelaskan bahwa pemilih 
inilah yang masih belum 
banyak mengetahui manfaat 
dari partisipasi dalam pesta 
demokrasi. Bahkan dari be-
berapa kasus pemilu yang 
pernah diselenggarakan, para 
pemilih muda atau pemilih 
pemula sangat berpotensi 
golput lantaran minimnya 
pengetahuan tentang man-
faat Pemilu.

“Pemilih pemula kita dan 
pemilih muda di Kabupaten 
Kepahiang saat ini diperki-
rakan mencapai 500 orang. 
Untuk merangkul mereka, 

kita membutuhkan para 
pemuda dalam melakukan 
sosialisasi. Tugas ini tidak 
hanya diemban oleh pas-
angan Duta Pilkada yang 
menang ini saja, namun 
seluruh duta pilkada yang 
telah masuk dalam tahapan 
seleksi. Baik runner up mau-
pun kategori lainnya,” beber 
Mirzan.

Diketahui pada Pemilu 
2019 lalu, dari jumlah DPT 
108.405 pemilih ditambah 
jumlah DPTb 178 pemilih 
dan DPK 5.447 pemilih, total 
pemilih di Kabupaten Kepa-
hiang mencapai 114.030 
jiwa. Dari jumlah tersebut, 
untuk Pilpres angka par-
tisipasi pemilih mencapai 
92.847 pemilih atau 81,4 
persen. Sementara untuk 
pemilihan DPR RI jumlah 
pemilih sebanyak 92.753 
atau 81,3 persen, DPD RI 
sebanyak 92.754 pemilih 
atau 81,3 persen, DPRD 
Provinsi sebanyak 92.736 
atau 81,3 persen, dan DPRD 
Kabupaten 92.753 pemilih 
atau 81,3 persen.

Sebelumnya pada Pemilu 
2014 lalu, dimana jumlah 
pemilih di kabupaten Kepa-
hiang dari jumlah kolek-
tif DPT, DPTb, DPPh, dan 
DPTb2 adalah sebanyak 
110.470 pemilih. Yang me-
nyalurkan hak pilihnya se-
banyak 75.028 pemilih atau 
sebanyak 67,9 persen.

Angka tersebut justru 
menurun pada Pilgub 2015. 
Dari jumlah pemilih kolektif 
sebanyak 112.335 orang, 
yang menyalurkan hak pili-
hnya adalah 75.462 atau 
sekitar 67,1 persen. Hal se-
rupa terjadi pada Pilbup 
2015 lalu dimana jumlah 
pemilih 75.446 orang atau 
67,1 persen.(sly)

Pembahasan 
Pansus RP3KP

KEPAHIANG – Dipenghu-
jung tahun anggaran 2020, 
DPRD Kabupaten Kepahi-
ang mengejar penuntasan 
pembahasan Rencana Per-
aturan Daerah (Raperda) 
Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
(RP3KP) Kabupaten Kepahi-
ang tahun 2020-2040.  Bah-
kan kemarin (16/11) Panitia 

Khusus (Pansus) Raperda 
RP3KP telah melakukan 
pembahasan mengenai pa-
yung hukum tersebut. Han-
ya saja dalam pembahasan 
tersebut pansus belum bisa 
berbuat banyak untuk me-
langkah ke tahapan lebih 
lanjut, lantaran masih mem-
butuhkan perbaikan naskah 
akademik dan kajian terkait 
peraturan perundangan 
guna memperkuat raperda 
yang diusulkan eksekutif 
tersebut.

Disampaikan ketua pan-
sus Hendri, A.Md bahwa 
pada rapat kerja hari ini 
masih dibutuhkan per-
baikan pada naskah aka-
demik dan kajian terha-
dap keterkaitan dengan 
peraturan perundangan 
lainnya dalam rangka 
penguatan pembahasan 
raperda RP3KP.

“Pada rapat kerja hari 
ini kita masih membu-
tuhkan perbaikan pada 
naskah akedemik dan ka-
jian terhadap keterkaitan 
peraturan perundangan 

lainnya. Untuk itu kita sudah 
meminta OPD pengusul 
dalam hal ini Bappeda un-
tuk melakukan perbaikan 
kembali sebelum melanjut-
kan pembahasan Raperda 
RP3KP,” sampai Hendri.

 Setelah dilakukan perbai-
kan dan kelengkapan seb-
agai dasar dalam melakukan 
pembahasan raperda, akan 
kembali dilakukan pem-
bahasan secara maraton. 
Karena raperda ini dini-
lai penting bagi masyara-
kat dan mendukung arah 
pengembangan peruma-
han, serta mendukung pe-
nyediaan perumahan bagi 
masyarakat yang terjangkau 
dan layak huni.

“Raperda RP3KP ini di-
harapkan menjadi perda 
induk, karena berlaku tahun 
2020 – 2040. Untuk itu kajian 
teoritis dan praktik empiris, 
serta landasan filosofis sosi-
ologis dan yuridisnya harus 
benar-benar baik dan kuat, 
sesuai dengan kondisi Ka-
bupaten Kepahiang,” ujar 
Hendri.(sly)

ARIE/RB

TERPILIH: Pasangan Duta Pilkada Kepahiang 2020 
yang bertugas membantu KPU Kepahiang melakukan 
sosialisasi tahapan Pilkada guna meningkatkan partisi-
pasi pemilih.

Singkirkan 18 Kandidat

ARIE/RB

PANSUS: Ketua Pansus Raperda RP3KP, Hendri, A.Md (kanan) saat memimpin rapat 
pembahasan raperda, kemarin (16/11).

Butuh Perbaikan Naskah Akademik
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BENTENG – Berdasarkan 
data Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD), 
hingga kemarin (16/11) dari 
142 desa yang ada di Kabupaten 
Benteng, Dana Desa (DD) yang 
disalurkan sudah mencapai 100 
desa. Sedangkan 42 desa lagi 
hingga saat ini memang belum 
disalurkan.

Menurut Kepala Bidang (Ka-
bid) Pemberdayaan Pemerin-
tah Desa Dinas PMD Benteng, 
Nenny Zarniawati SH, MH,  
desa yang sudah menyerah-
kan berkas APBDesP ke Dinas 
PMD sudah mencapai 122 
desa. Akan tetapi untuk desa 
yang sudah disalurkan DD 
hanya 100 desa.

“Hal ini dikarenakan 22 desa 

lagi masih ada perbaikan dan 
kelengkapan berkas yang har-
us diselesaikan, baru nanti 
akan segera disalurkan DD 
nya. Kemudian untuk berkas 
APBDesP 20 desa lagi, hingga 
saat ini belum diserahkan 
kepada kita, karena masih da-
lam tahap verifikasi di tingkat 
kecamatan,” ungkapnya.

Nenny berharap pemerin-
tah desa cepat menyerahkan 
berkasnya ke kecamatan agar 
bisa diperiksa. Pihak kecamatan 
juga diharapkan apabila berkas 
APBDesP sudah diserahkan 
agar langsung diverifikasi.

“Apabila belum diserahkan, 
proses pencairan DD belum 
bisa dilakukan dan akan meng-
hambat semua program di set-

iap pemerintah desa. Baik itu 
menghambat pekerjaan fisik 
yang sudah direncanakan oleh 
pemerintah desa dan meng-
hambat penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) DD 
tahap keempat, kelima dan 
keenam kepada setiap pen-
erima,” jelasnya.

Untuk diketahui kalau saat 
ini penyaluran BLT DD sudah 
harus disalurkan oleh setiap 
desa. Selain itu, saat ini baru 
99 desa yang telah menyele-
saikan penyaluran BLT DD 
tahap keempat. Sisanya belum 
menyalurkan BLT DD tahap 
keempat. Padahal pada bulan 
November ini sudah masuk da-
lam penyaluran BLT DD tahap 
kelima.(jee)

42 Desa Masih Tunggu 
Perbaikan APBDesP BENTENG – Pemer-

intah Kabupaten (Pem-
kab) Bengkulu Tengah 
(Benteng) menerima dua 
penghargaan dari Ke-
menterian Keuangan (Ke-
menkeu) melalui Kantor 
Wilayah Perbendaharaan 
Negara Provinsi Beng-
kulu, kemarin (16/11). 
Dua penghargaan ini di-
terima setelah Pemkab 
Benteng meraih terbaik 
ketiga dalam penyalu-
ran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) fisik tahun 2019, 
dan Laporan Keuan-
gan Pemerintah Daerah 
(LKPD) tahun 2019 yang 
dinilai bagus.

Bupati Benteng, Dr. 
H. Ferry Ramli, SH, MH 
melalui Kepala Badan 
Keuangan Daerah (BKD) 
Benteng, Weldo Kurni-
yanto, SE, MM menjelas-
kan, penghargaan diter-
ima Pemkab Benteng ini 
berupa piagam peng-
hargaan untuk LKPD, 
karena Benteng diketahui 
telah menerima predikat 
Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) dari Badan 
Pemeriksaan Keuangan 
(BPK) RI. 

“ S e l a n j u t n y a  k i t a 
mendapatkan penghar-
gaan terbaik ketiga dalam 
penyaluran DAK fisik. 
Khusus untuk DAK fisik 
terdapat beberapa kri-
teria penilaian sehingga 
kita mendapatkan peng-
hargaan ini, diantaranya 
jumlah yang disalurkan 
tidak tersisa pada Reken-
ing Kas Umum Daerah 

(RKUD), kecepatan da-
lam penyerapan maupun 
penyaluran hingga capa-
ian atau output dari DAK 
fisik itu sendiri,” jelasnya.

Dia menambahkan, 
untuk DAK pada tahun 
2020, Pemkab Benteng 
mendapat DAK fisik men-
capai Rp 64 miliar, kemu-
dian untuk yang sudah 
ditransfer ke RKUD sudah 
mencapai Rp 62 miliar. 
Sehingga saat ini yang 
sudah terserap sudah 
mencapai Rp 40 miliar 
untuk beberapa OPD 
yang berbeda. Sementara 
dari total DAK yang harus 
diterima pada tahun ini 
ada Rp 22 milliar lagi yang 
belum ditransferkan ke 
RKUD.

“Masih ada sisa Rp 22 
miliar, jumlah tersebut 
yang akan dikejar untuk 
penyerapan hingga akhir 
tahun ini. Sehingga kita 
dapat mempertahankan 
penghargaan yang sudah 
kita capai saat ini,” terang 
Weldo.

Lanjutnya, dalam mem-
pertahankan penghar-
gaan yang sudah diteri-
ma, anggaran DAK yang 
masih tersisa dan masih 
belum diserap akan dike-
jar untuk salurkan sampai 
tuntas hingga akhir tahun 
2020. “Kita akan berusaha 
dalam menyalurkan se-
mua anggaran DAK yang 
belum tersalurkan hingga 
akhir tahun ini untuk bisa 
mendapatkan penghar-
gaan pada tahun 2021,” 
tutup Weldo.(jee)

Berprestasi, Terima 2 
Penghargaan Sekaligus

BENTENG - Terhitung Masa 
Tugas (TMT) 129 CPNS Beng-
kulu Tengah (Benteng) yang lu-
lus tahun ini, 1 Desember 2020. 
1 Januari 2021, para CPNS akan 
menerima gaji pertama.

Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) 
Benteng, Apileslipi, S.Kom, 
M.Si melalui Kepala Bidang 
(Kabid) Pengadaan, Pem-
berhentian, Promosi, M Ario 
Nurvansyah, SH mengatakan 
saat ini semua peserta sudah 
menyelesaikan persyaratan 
pemberkasan. Baik itu pem-
berkasan melalui website 
maupun penyerahan berkas 

fisik ke Pansel BKPSDM.
“Sehingga hingga saat ini, 

kita tinggal menunggu veri-
fikasi dari Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) untuk penetapan 
Nomor Induk Pegawai (NIP). 
Setelah penetapan NIP, maka 
akan ditetapkan TMT pada 1 
Desember mendatang,” ung-
kapnya.

Ario menambahkan setelah 
ditetapkan TMT pada 1 Desem-
ber 2020, maka CPNS Benteng 
sudah bisa menerima gaji per-
tama pada 1 Januari 2021. Ia 
memastikan seluruh CPNS 
yang lulus sudah melakukan 
pemberkasan, tidak ada yang 
mengundurkan diri.

“Pada penerimaan CPNS Ben-
teng formasi 2019 ini, ada tiga 
formasi yang tidak terisi, seperti  
dokter spesialis anak, dokter 
spesialis kebidanan dan dokter 
spesialis penyakit dalam. Keko-
songan ini dikarenakan tidak 
ada peserta yang mendaftarkan 
diri di tiga formasi tersebut,” 
bebernya.

Menurut Ario, BKN akan 
memverifikasi semua berkas 
CPNS. Apabila peserta terbukti 
memberikan data palsu, mema-
nipulasi data atau tidak sesuai 
dengan fakta, maka kelulusan 
yang bersangkutan dinyatakan 
batal dan akan diberhentikan 
dari CPNS.(jee)

1 Januari, Terima Gaji Pertama

BENTENG - Ganti rugi 
lahan yang terdampak 
pembangunan jalan tol 
Bengkulu – Lubuklinggau, 
saat ini sudah memasuki 
desa terakhir yaitu Desa 
Sukarami. Dari 77 lahan 
yang nilai ganti rugi la-
hannya sudah keluar, 
diketahui 73 Warga Ter-
dampak Pembangunan 
Tol (WTP) sebagai pemi-
lik lahan belum menyetu-
jui nilai ganti rugi lahan 
yang ditetapkan Kantor 
Jasa Penilaian Publik 
(KJPP).

Hal ini diungkapkan 
Kades Sukarami, Ashardi. 
Ia menjelaskan nilai ganti 
rugi laham sudah ke-
luar. Akan tetapi 73 warga 
belum menyetujui nilai 
ganti rugi yang ditetap-
kan KJPP.

“Warga belum meny-
etujui nilai ganti rugi 
yang ditetapkan KJPP ini 
karena warga kita me-
nilai nilai ganti rugi yang 
ditetapkan lebih rendah 
dibandingkan dengam 

nilai ganti rugi desa lain. 
Warga kita merasa dirugi-
kan,” jelasnya.

Ashardi menambah-
kan mengenai belum 
setujunya nilai ganti rugi 
ini, warganya meminta 
adanya peninjauan ulang 
yang dilakukan oleh KJPP 
maupun Kantor Pertanah-
an Benteng. “Kita meminta 
KJPP atau Kantor Perta-
nahan untuk melakukan 
peninjauan ulang  atas 
keberatan warga terhadap 
nilai ganti rugi tersebut. 
Warga juga meminta dili-
batkan dalam melakukan 
peninjauan ulang nanti-
nya,” ungkapnya.

Untuk diketahui bidang 
tanah yang terdampak 
pembangunan tol di Desa 
Sukarami ini sebanyak 
113 bidang tanah. Namun 
nilai ganti rugi yang baru 
dikeluarkan hanya 77 
bidang tanah, dan sisanya 
milik 73 warga belum 
dilakukan penilaian seh-
ingga belum dikeluarkan 
nilai ganti ruginya.(jee)

Belum Sepakati Nilai 
Ganti Rugi Lahan

Sudah Ratusan Warga 
Terjaring Razia Prokes

BENTENG – Tingkat kesadaran masyarakat 
dalam menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) pencegahan Covid-19 masih terbil-
ang rendah. Hal ini terbukti, sudah 259 orang 
terjaring razia yang dilakukan Tim Satuan 
Tugas (Satgas) Covid-19 Benteng yang terdiri 
dari Satpol PP, OPD terkait, TNI/Polri. Tujuh 
diantaranya dikenakan denda adminitrasi Rp 
100 ribu.

Kepala Satpol PP Benteng, Gunawan R mela-
lui Sekretaris Satpol PP Benteng, A Pompy, 
S.Sos menjelaskan, hingga saat ini tim Satgas 
sudah melaksanakan razia di enam titik ber-
beda di Kabupaten Benteng. Dari enam lokasi 
tersebut, total keseluruhan yang melanggar 
prokes berjumlah 259 orang. Dengan masih 
banyaknya warga yang tidak menerapkan 
prokes, membuktikan jika kesadaran warga 
memang masih sangat rendah.

Enam lokasi razia yang sudah dilaksanakan 
yakni depan komplek perkantoran Nakau 
terjaring sebanyak 28 orang, Kelurahan Taba 
Penanjung terjaring sebanyak 59 orang, Desa 
Ujung Karang terjaring sebanyak 42 orang, 
Desa Karang Tinggi terjaring 51 orang, Desa 
Kancing depan Polres Benteng terjaring 30 
orang dan wilayah Desa Taba Lagan terjaring 
49 orang.

Dijelaskannya, tujuh orang yang dikenakan 
denda adminitrasi Rp 100 ribu karena mereka 
menolak melaksanakan sanksi kerja sosial 
sehingga harus membayar denda. “Khusus di 
wilayah Desa Taba Lagan, ditemukan 10 pela-
jar yang tidak menggunakan masker. Mereka 
mendapatkan teguran dari tim Satgas agar 
tidak mengulangi lagi untuk tidak memakai 
masker saat keluar rumah. Para pelajar ini 
dikenakan sanksi harus menyanyikan lagu In-
donesia Raya dan menyebutkan teks Pancasila 
tanpa melihat teks,” terang Pompy.

Ia menambahkan melihat masih banyaknya 
warga yang tidak sadar untuk menerapkan 
Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penera-
pan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol 
Kesehatan  ini, ke depan tim Satgas akan terus 
gencar dan secara rutin setiap hari melaksana-
kan razia di titik-titik keramaian warga. 

“Kita sudah membuat jadwal melaksanakan 
razia secara rutin setiap harinya. Ini semua 
untuk meminta warga taat dan patuh untuk 
mematuhi prokes. Apabila masih ditemukan 
warga yang tidak mematuhi prokes, maka 
sanksi tegas sudah siap kita berikan,” tutup 
Pompy.(jee)

2021, Pendopo 
Mulai Dibangun

BENTENG – Dinas Pekerjaan Umum dan Pe-
nataan Ruang (PUPR) Benteng memastikan 
pembangunan pendopo yang berada di dekat 
rumah dinas (rumdin) Bupati akan dimulai 
tahun 2021. Untuk diketahui pembangunan 
pendopo ini awalnya ditargetkan akan diban-
gun pada tahun 2020 ini, namun ditunda 
dikarenakan Covid-19.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas 
PUPR, Harmen Junaidi mengatakan, anggaran 
pembangunan pendopo untuk tahun 2020 
dipangkas untuk Covid-19 sehingga pemban-
gunan dihentikan sementara atau ditunda. 
“Untuk pembangunan pendopo ini mengenai 
kontrak dengan pihak ketiga sudah dilaksana-
kan tahun 2020 ini. Namun pengerjaannya 
dilaksanakan tahun 2021. Sehingga untuk 
tahun depan, kita tidak perlu lagi melaksana-
kan lelang karena sudah ada kerjasama atau 
kontrak dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Dia menambahkan penundaan atau pengh-
entian sementara pembangunan pendopo ini 
dikarenakan anggaran Rp 1,2 milliar untuk 
pembangunan pendopo dialihkan semua 
untuk penanganan dan pencegahan penye-
baran Covid-19. “Meskipun pembangunan 
pendopo ini dikerjakan tahun 2021, untuk 
pembangunan rumdin Bupati hingga saat 
ini sudah selesai 100 persen dan tinggal di-
lakukan serah terima. Sehingga dalam waktu 
dekat bupati sudah bisa menempati rumdin,” 
bebernya.(jee)

JERI/RB

BERKAS: Para staf BKPSDM sedang memeriksa berkas unggahan CPNS.

JERI/RB

PENGHARGAAN: Bupati Benteng, Ferry Ramli menerima dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan RI.

JERI/RB

SANKSI: Para pelajar dikenakan sanksi 
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 
menyebutkan teks Pancasila.
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Di Lokasi Acara Pernikahan
BENGKULU - Saat ini warga mulai banyak 

menggelar acara pernikahan yang tentunya akan 
memunculkan keramaian atau berkumpulnya 
banyak orang. Untuk mengantisipasi penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lokasi 
pernikahan, personel dari Unit Kimia, Biologi, dan 
Radioaktif Sat Brimob Polda Bengkulu melakukan 
penyemprotan cairan disinfektan.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi 
yang menggelar resepsi pernikahan. Diketahui 

tim ini tergabung dalam Operasi Aman Nusa II 
Pencegahan penyebaran Covid-19.

Dansat Brimob Polda Bengkulu, Kombes Pol. 
Susnadi,S.IK melalui Iptu. Ulil Sofian menjelaskan 
penyemprotan ini penting dilakukan guna memi-
nimalisir adanya penambahan klaster penyebaran 
Covid-19. Dia juga mengimbau kepada masyarakat 
yang akan melangsungkan resepsi pernikahan 
untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan 
Covid-19. 

“Setelah kita semprot, kita berikan imbauan 
agar tuan rumah selaku penanggungjawab acara 

resepsi pernikahan wajib mematuhi protokol ke-
sehatan dan membatasi jumlah tamu undangan. 
Agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran 
covid-19,” jelasnya.

Dia menuturkan personel Satuan Brimob Polda 
Bengkulu akan terus berusaha melaksanakan 
kegiatan yang  bertujuan untuk pencegahan pe-
nyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu. “Misal-
nya seperti patroli imbauan dan penyemprotan 
disinfektan di sejumlah tempat ibadah maupun 
kantor-kantor pelayanan publik lainnya,” kata 
Susnadi.(zie)

Pembuatan Paspor 
Terapkan Prokes Ketat

BENGKULU – Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu 
menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) pence-
gahan Covid-19 dengan ketat sejak adanya wabah 
pandemi Covid-19. Mulai dari pengecekan suhu 
badan, menyediakan fasilitas mencuci tangan, 
penyemprot disinfektan, serta mewajibkan pen-
gunjung menggunakan masker.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Bengku-
lu, Samsu Rizal mengatakan sejak dibuka kembali 
pelayanan di Kantor Imigrasi, penerapan prokes 
sudah dilakukan dengan ketat agar dapat mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus 
sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19. 
“Paling banyak permohonan penerbitan itu pada 
Oktober lalu sebanyak 233 paspor,” ujar Samsu.

Terdata, sejak Juli hingga Oktober ini, tercatat 
ratusan paspor telah diterbitkan.  Dan, pada 
Oktober, jumlah permohonan penerbitan paspor 
mengalami peningkatan bila dibandingkan be-
berapa bulan sebelumnya. Rinciannya, pada Juli 
lalu sebanyak 219 paspor, yaitu 164 paspor baru 
dan 55 paspor penggantian.

Pada bulan Agustus, diterbitkan 136 paspor, 
yaitu 90 paspor baru, dan 46 paspor pergantian. 
Lalu bulan September sebanyak 172 paspor terdi-
ri dari 133 paspor baru dan 39 paspor pergantian. 
Serta Oktober tercatat 233 paspor meliputi 172 
paspor baru dan 61 paspor pergantian. “Pelay-
anan sempat ditutup, tapi ketika dibuka kembali 
permohonan meningkat,” jelasnya.

Samsu menerangkan, ada 2 model layanan yang 
diberikan untuk penerbitan paspor. Ini juga yang 
menyebabkan peningkatan permohonan penerbi-
tan. Meliputi, layanan simpatik dari inisiatif Kantor 
Imigrasi yang berkerja sama dengan pemerintah 
daerah. Untuk menjemput bola, dengan mengu-
tamakan daerah yang potensi permohonannya 
tinggi. “Model kedua, kemudahan yang diberikan 
terhadap komunitas, maupun perusahaan atau 
kantor pemerintah. Dengan memberikan surat 
permohonan ke Kantor Imigrasi, dengan jumlah 
minimal permohonan itu 50 orang,” bebernya.

Ditambahkan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimi-
grasian (Kasi Lantaskim), Gunawan, untuk pelay-
anan paspor ketika wabah Covid-19 muncul, 
sempat dibatasi dan diberhentikan sementara. 
Sehingga beberapa bulan terakhir, penerbitan 
paspor hanya diberlakukan untuk kondisi emer-
gency. Kendati demikian, pada Oktober lalu 
jumlah permohonan penerbitan paspor kembali 
mengalami peningkatan.(key)

BENGKULU - Anggota DPR RI 
Dapil Provinsi Bengkulu, Hj. Elva 
Hartati Murman,SIP,MM memberi-
kan bantuan sejumlah ventilator  
kepada seluruh rumah sakit yang 
ada di Provinsi Bengkulu. Ventilator 
merupakan alat bantu pernapasan 
yang menjadi salah satu komponen 
vital di rumah sakit untuk merawat 
pasien Covid-19.

“Penyaluran bantuan ventilator 
dari kami dilakukan dalam sejumlah 
tahap.  Akan kami bagikan kepada 
seluruh rumah sakit yang da di kabu-
paten dan kota di Provinsi Bengkulu,” 
jelas Elva.

Ia juga mengatakan, ventilator 
ini disalurkan kepada pihak yang 
membutuhkan secara tepat untuk 
mempercepat penanganan pasien 
Covid-19.  “Ini sangat diperlukan di 
kondisi saat ini, mengingat kebu-

tuhannya masih sangat vital dalam 
membantu merawat pasien Co-
vid-19,” katanya.

Ia menilai rumah sakit harus men-
jadi garda terdepan untuk menu-
runkan angka kematian dengan 

ditingkatkannya layanan dan menin-
gkatkan angka kesembuhan. 

“Kita ingin wujudkan bagaimana 
maksimalkan kualitas layanan di 
rumah sakit. Kita tingkatkan seman-
gat dan harapan sembuh dari pasien 
Covid-19. Peralatan ventilator ini 
penting sebagai penanganan pasien 
yang sudah masuk fase gagal nafas 
akut,” tegas Elva.

Elva juga berharap kepada ma-
syarakat luas untuk tetap disiplin 
menjalankan protokol kesehatan 
dimana pun berada. Hal ini di-
lakukan agar penularannya tidak 
semakin bertambah. Ia juga ber-
harap dukungan pihak swasta 
dan masyarakat dalam membantu 
pemerintah untuk mengendalikan 
pandemi dan penanganan pasien 
yang sudah terpapar Covid-19.
(hkm) 

BENGKULU - Pandemi Covid-19 yang terjadi 
saat ini membuat volume limbah medis ikut 
meningkat. Hal ini menjadi masalah tersendiri 
karena limbah medis yang dibuang begitu saja 
dapat membawa dampak bagi kesehatan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Labkesda 
Provinsi Bengkulu, Alfian, SKM, MM men-
gatakan, limbah medis yang  terkait dengan 
penanganan wabah Covid-19 meliputi  masker, 
sarung tangan, dan tisu. Saat ini, ada beberapa 
rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak 
ketiga dalam penanganan limbah medis. 
“Rumah sakit hanya mengumpulkan di tempat, 
nanti pihak ketiga yang ambil,” katanya.

Ia juga mengatakan, limbah medis meru-
pakan limbah Bahan Berbahaya dan Bera-
cun (B3) yang wajib dikelola. “Pemusnahan 
limbah infeksius Covid-19 secara tepat dan 
benar sangat penting, untuk memutus mata 
rantai penularan dan menekan penyebaran 
Covid-19,” jelasnya. 

Menurut Alfian, setiap pasien bisa me-
nyumbang limbah saat wabah. Meski limbah 
medis tersebut bukan sepenuhnya berasal 
dari pasien, tapi juga dari tenaga medis yang 
menangani pasien. Dalam sehari limbah medis 
ini mencapai 200 kilogram. “Angka itu gamba-

ran kasar potensi limbah medis selama wabah 
Covid-19,” bebernya. 

Ia menegaskan petugas yang menangani 
limbah medis harus dilengkapi alat pelindung 
diri.(hkm) 

Cegah Covid, Brimob 
Semprot Disinfektan

Elva Hartati Salurkan Bantuan Ventilator

BENGKULU - Saat ini masa pandemi Co-
vid-19 masih belum berakhir.  Untuk itu, 
peran serta masyarakat mematuhi protokol 
kesehatan (prokes), menjadi sebuah keharusan 
guna memutus mata rantai penyebaran virus 
tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi 
Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM mengajak 
agar penerapan prokes tersebut dapat terus 
dilakukan masyarakat. Baik memakai masker, 
menjaga jarak dan juga rutin mencuci tangan 
dengan menggunakan sabun dan air mengalir. 
“Imbauan agar mematuhi protokol kesehatan 
itu selalu kami sampaikan kepada masyarakat,” 
kata Herwan.

Dengan patuh dan taat protokol kesehatan, 
harapannya penyebaran wabah Covid-19 di 
Provinsi Bengkulu dapat ditekan. Sehingga di-
harapkan nantinya tidak ada lagi penyebaran 
di Bengkulu.

Diketahui, hari ini ada penambahan sebanyak 2 
kasus baru. Dengan demikian, total jumlah kasus 
positif di Bengkulu hingga saat ini sebanyak 1.405 
kasus.(zie)

Penerapan Prokes
Jadi Kewajiban

Limbah Medis Capai 200 Kilogram/Hari

HASRUL/RB

CEGAH COVID: Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Brimob Polda Bengkulu melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi acara per-
nikahan.

HAKIM/RB

LIMBAH: Petugas kebersihan saat men-
gangkat limbah medis ke mobil pembuan-
gan limbah.

IST/RB

BANTU: Anggota DPR RI, Elva Hartati menyalurkan bantuan ventilator 
ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

DATA PENERBITAN PASPOR 
JULI - OKTOBER 2020
 
BULAN JUMLAH
JULI 219 paspor
 - 164 paspor baru
 - 55 paspor penggantian

AGUSTUS 136 paspor 
 - 90 paspor baru
 - 46 paspor pergantian

SEPTEMBER 172 paspor
 - 133 paspor baru
 - 39 paspor pergantian

OKTOBER 233 paspor 
 - 172 paspor baru
 - 61 paspor pergantian

Layanan Rapid 
Test Masih Dibuka

BENGKULU – Pemeriksaan menggunakan 
rapid test tetap dilakukan di Labkesda Provinsi 
Bengkulu. Sampel darah yang diambil akan 
digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, 
yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh men-
galami infeksi. Dengan begini, pasien pada ta-
hap awal infeksi dapat diidentifikasi lebih cepat.

Kepala Lakesda Provinsi Bengkulu, Dr. Med. 
Hartian Pansori, M.Kes, Part mengatakan, 
pelayanan rapid test maupun swab dibuka mulai 
pukul 08.00 - 13.00 WIB. Cara pelaksanaan rapid 
test sangat mudah dan hasilnya bisa dilihat 
dalam waktu sekitar 10-15 menit. 

Ia juga menjelaskan untuk pengujian swab 
test/PCR dijalankan dalam tiga tahapan. Yaitu 
pertama pengambilan sampel, jenis sampel 
yang dibutuhkan untuk swab test adalah dahak, 
lendir, atau cairan yang ada di bagian nasofaring 
(area antara hidung dan tenggorokan, orofar-
ing (area antara mulut dan tenggorokan), serta 
paru-paru.  

Pengambilan sampel ini berlangsung sangat 
singkat, kurang lebih 15 detik. Metode swab 
test juga tidak akan menimbulkan rasa sakit 
kepada pasien. Setelah itu, sampel akan dibawa 
ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut.

“Setelah ada hasilnya, baik positif atau negatif 
akan diinformasikan. Jika positif, tapi tidak ada 
tanda dan gejala sakit berat maupun sedang, 
maka dianjurkan untuk melakukan isolasi 
mendiri di rumah,” terangnya.

Ia menambahkan untuk pemakaian alat rapit 
test per hari di Labkesda Provinsi Bengkulu 
ini mencapai 20 rapid test.  “Sedangkan untuk 
penggunan swab lebih banyak dan mencapai 
30 - 60 pengambilan sampel,” bebernya.(hkm)
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